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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa karena telah memberi
kenikmatan pada umat manusia sehingga dapat menjalani
kehidupan dengan baik dan bermanfaat. Kehidupan manusia
tentu tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan
kesejahteraan, sehingga diperlukan peran dari pemerintah,
swasta, masyarakat, maupun lembaga filantropi untuk
meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Lembaga filantropi dalam Islam juga dikenal dengan lembaga
amil zakat dan juga lembaga nazhir wakaf. Oleh karena itu,
pengetahuan terkait manajemen ekonomi zakat, infak, sedekah,
dan wakaf (ZISWAF) penting untuk dipelajari dan dipahami
dalam rangka mencapai kesejahteraan umat manusia.

Islam memiliki instrumen keuangan syariah yang berbasis
sosial yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Seiring
dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, dinamika
pengelolaan ZISWAF memiliki perbedaan meskipun dengan
tujuan utama yang sama Yyaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pemahaman dasar terkait konsep dasar ZISWAF
menjadi penting untuk keberhasilan pengelolaan ZISWAF oleh
suatu lembaga. Selain itu, pengetahuan terkait dengan
perkembangan digitalisasi pengelolaan ZISWAF juga diperlukan
untuk meningkatkan optimalisasi peran dari lembaga filantropi



Islam itu sendiri. Keterkaitan ZISWAF dan ekonomi untuk
memajukan kesejahteraan umat dan distribusi kekayaan yang
merata juga perlu dipahami dengan baik sehingga berdampak
secara signifikan untuk umat.

Rasa syukur penulis panjatkan ke Allah Yang Maha Esa,
berkat petunjuknya buku dengan judul Manajemen Ekonomi
ZISWAF dapat diselesaikan. Buku ini diharapkan dapat
membantu para pembaca memahami pengelolaan ekonomi
ZISWAF dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan
untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF dan memberikan
dampak signifikan untuk kesejahteraan umat. Semoga buku ini
dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi kepustakaan di
Indonesia dan menambah literasi serta bermanfaat bagi kita
semua.
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A. Islam, Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

1.

Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama komprehensif yang mem-
berikan tuntunan dalam semua aspek kehidupan, baik
tuntunan ibadah dan tuntunan muamalah (sosial).
Tuntunan ibadah lahir sebagai bentuk penghambaan,
ketaatan dan bukti keharmonisan hamba dengan
Tuhannya. Adapun muamalah merupakan rules of the
games atau tuntunan yang mengatur aktifitas sosial,
termasuk didalamnya aktifitas yang berhubungan
dengan ekonomi. Ekonomi dalam Islam didasarkan pada
prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an
dan Hadits.

Implementasi prinsip syariah pada bidang ekonomi
telah dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW.
Penerapan prinsip syariah pada bidang ekonomi terbukti
berdampak signifikan terhadap taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat pada saat itu. Keberhasilan
penerapan ini memuncak pada zaman Umar bin Khattab.
Bukti empirik atas keberhasilan tersebut adalah ketika
Muadz yang menjabat sebagai Gubernur Yaman
mengirimkan seluruh dana zakat kepada Khalifah Umar,
namun Umar menolaknya. Muadz menyampaikan " aku
tidak menjumpai satu orangpun yang berhak menerima
zakat yang aku pungut”(Qardhawi, 1995).

Kondisi kesejahteraan umat Islam pada zaman
tersebut begitu bertolak belakang dengan kondisi negara-
negara muslim, termasuk Indonesia. Data Bank Dunia
(2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin
mencapai 25,9 juta orang. Pemerataan pendapatan atau
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gini ration Indonesia cukup tinggi di angka 37,9%.
Banyaknya jumlah penduduk miskin dan tingkat gini
ratio ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan pen-
duduk belum tercapai secara maksimal. Kesejahteraan
merupakan hal yang terus-menerus diupayakan oleh
setiap negara.

Anwar, et al (2018) menjelaskan bahwa kesejahtera-
an akan berdampak pada kenyamanan warga negara,
termasuk kenyamanan beribadah. Diantara semua
Rukun Islam yang wajib dilaksanakan, hanya syahadat
saja yang tidak membutuhkan biaya. Ketika shalat
diperlukan pakaian untuk menutup aurat, ketika puasa
diperlukan biaya membeli makanan bergizi baik untuk
bersahur dan berbuka. Demikian pula dengan zakat dan
haji tidak akan dapat kita tunaikan tanpa biaya
(kesejahteraan).

Gambaran pentingnya peran harta (kesejahteraan)
pada pelaksanaan ajaran Islam terlihat dari salah satu
tujuan syariah yaitu hifzul mal (menjaga harta). Allah
SWT bahkan meminta hamba-Nya untuk mencari dan
mengelola harta tidak hanya untuk kepentingan diri
sendiri, tetapi juga untuk dipersiapkan bagi generasi
penerus. Generasi penerus harus ditinggalkan dalam
keadaan kuat dan terpenuhi kehidupan mereka,
sebagaimana firman-Nya: "Dan hendaklah takut (kepada
Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaknya
mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan
tutur kata yang benar”(An-nisa: 9).
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Ibnu katsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat
ini dilatarbelakangi atas permintaan Sahabat Sa'ad bin
Abi Waqqash yang sedang sakit keras. Beliau meminta
kepada Rasulullah untuk menginfakkan dua per tiga dari
hartanya, lalu Rasul tidak memperbolehkannya.
Kemudian Sa'ad meminta untuk menginfakkan
setengahnya, Rasul tetap melarangnya. Saat meminta
sepertiga beliau memperbolehkan, dan bersabda "Lebih
baik engkau meninggalkan ahli warismu bercukupan
dari pada miskin yang meminta-minta kepada manusia.
Hal ini yang menjadi dasar pembatasan infak harta waris
hanyainstrue sepertiga saja, untuk menjaga ahli waris
terhindar dari kemiskinan.

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa kemiskinan dianggap
sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan muslim.
Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kita untuk
meminta perlindungan dari bahaya kemiskinan. Kondisi
kemiskinan yang parah dapat saja mengakibatkan
seseorang akan berputus asa, dan melupakan Tuhan-
Nya. Atas bahaya ini bahkan Rasulullah SAW berdoa
meminta perlidungan dari Allah atas bahaya kemiskinan,
sebagaimana sabda-Nya.

iuf

Al sf ot of 50t 3,20 sy iy 20 5.8, 3,80 )
"Ya Allah aku meminta periindungan kepada-Mu
dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku

meminta perlindungan kepadamu dari berbuat zhalim
ataupun dizalimi"(HR. Abu Daud).
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Hadits di atas secara jelas menggambarkan bahwa
Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari
semua hal yang melemahkan baik berupa kemiskinan,
kekurangan dan kelemahan mengendalikan hawa nafsu
berbuat zalim. Huda et al (2015) menjelaskan bahwa
kemiskinan akan sangat Dberbahaya jika tidak
dikendalikan. Islam sendiri mengatur pengendalian
tersebut dengan perintah bekerja dan berusaha,
menginfakkan harta, larangan penumpukan harta,
pengaturan hukum waris dan zakat.

Ajaran Islam mengenai pengentasan kemiskinan
tidak hanya dibahas sebatas teori, tetapi dengan
memberikan secara langsung instrumen pemenuhan
kebutuhan dasar. Instrumen tersebut adalah Zakat,
Infak, Shadakah dan Wakaf atau biasa dikenal dengan
Ziswaf. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ziswaf
berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan
upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

B. Antara Ziswaf, Kemiskinan dan Kesejahteraan

Zakat berasal dari Bahasa Arab yang berarti bertumbubh.
Zakat merupakan kewajiban seseorang muslim untuk menge-
luarkan sebagian dari hartanya berdasarkan ketentuan dan
batasan (nishab) yang telah ditetapkan. Perintah Islam akan
zakat bukanlah anjuran, melainkan kewajiban. Peruntukan
zakat yang dikeluarkan akan diberikan kepada 8 golongan
yang berhak menerima diantara: fakir, miskin, amil, mualiaf,
riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil (Mahri, et al., 2021).
Berbeda halnya dengan zakat, harta infaq dan shadakah
dapat disalurkan kepada siapa saja selain 8 golongan di atas.
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Adapun wakaf secara Bahasa berarti berhenti (Huda,
2017). Adapun secara terminologi, wakaf adalah kegiatan
penyerahan kepemilikan sebagian harta wakif untuk diambil
manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya dan
dipergunakan untuk kesejahteraan umum. Para ulama
menjelaskan bahwa konsep wakaf tidak disebutkan secara
konkret dalam Al-Qur'an, akan tetapi wakaf merupakan
bagian dari al-khayr (kebaikan). Sumber hukum pelaksanaan
wakaf antara lain firman Allah SWT di surat Al-Hajj ayat 77 :
"..Berbuat kebajikanlah, agar engkau mendapatkan
kemenangan”.

Pada tatanan ekonomi Islam, zakat, infak, shadakah dan
wakaf (ziswaf) menjadi instrumen keuangan sosial yang
berperan sangat penting dalam peningkatan perekonomian.
Zakat berperan dalam memenuhi had kifayah (batasan
minimal) kehidupan layak bagi para mustahik. Zakat juga
berkontribusi sebagai jaminan sosial, menjaga keharmonisan
dan keadilan masyarakat serta menjadi mekanisme
redistribusi pendapatan agar harta tidak terkonsentrasi pada
golongan tertentu saja (Jededia & Goerbouj, 2020). Hal ini
menunjukkan bahwa zakat dapat disebut sebagai jaring
pengaman dan penolong terhadap kemiskinan.

Gambar 1 Peran Ziswaf dalam Membentuk Kesejahteraan
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Tahap Pemberdayaan:

1. Penilaian

— - 2 Capocity building | /
L& 3. Pemyaluran eakal \,“_____‘/
4. Pendomipingan
1
Zakat Infag
swnoer | [ -
| Manguf
(Tanah, Uang. dil)
—_—— —

Sumber : Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah BI
2020 (Mahri, et al., 2021)

Wakaf berperan sebagai pendukung ketahanan melalui
infrastruktur, pendanaan investasi dan bisnis yang didukung
dengan keberadaan infak dan shadakah. Bukti keberhasilan
wakaf telah diaplikasikan di berbagai negara. Keberadaan
wakaf berdampak pada penyediaan fasilitas sosial seperti
pendidikan, pusat kesehatan, jalan, tempat ibadah dan
fasilitas umum lainnya (Ahmad & Rahman, 2019). Salah satu
bukti kontribusi wakaf adalah berdirinya Universitas Al-
Azhar di Mesir yang sepenuhnya didanai melalui wakaf. Di
negara Malaysia terdapat banyak universitas yang didirikan
melalui pendanaan wakaf seperti Universitas Islam Malaysia,
dan University College Islam Selangor. Ada banyak lagi
institusi pendidikan yang didirikan untuk memperkuat
pendidikan di Malaysia (Ali & Wahid, 2014). Wakaf
memberikan kesempatan pendidikan kepada orang yang
tidak beruntung agar dapat mendapatkan kehidupan yang
lebih baik.
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Berdirinya berbagai pesantren besar di Indonesia seperti
Pondok Modern Gontor, tidak lepas dari peran wakaf. Model
wakaf Selain untuk dunia pendidikan, wakaf juga
berkontribusi pada dunia kesehatan. Wakaf bidang kesehatan
yang telah diimplementasikan seperti Klinik Wakaf An-Nur
Johor yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan di
bawah RM 800 perbulan (Karim, Rosman, & Rahman, 2014).
Selain itu, wakaf juga telah diimplementasikan pada dunia
bisnis seperti Zam-Zam Tower di Saudi Arabia yang
keuntungannya dipergunakan untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bilo dan
Machado (2020) ditemukan bahwa zakat telah berhasil
menjadi proteksi sosial di Jordania melalui berbagai program
sosial. Program tersebut diantaranya bantuan darurat kepada
lebih dari 30 ribu keluarga, bantuan tunai bulanan yang
menjaungkau 20 ribu pada tahun 2015. Bantuan terhadap 33
ribu anak yatim, pelayanan kesehatan kepada 165 ribu
penduduk kurang mampu berupa pembelian obat dan
bantuan biaya pengobatan.

Melihat berbagai fakta di atas, kita dapat menarik
kesimpulan bahwa Ziswaf memiliki peran yang sangat
penting dalam memenuhi kebutuhan dasar umat. Pada
awalnya zakat hanya berfungsi sebagai instrumen
redistribusi pendapat yang bersifat konsumtif. Fungsi zakat
kemudian berkembang sebagai instrumen yang dapat
dikelola guna meningkatkan produktifitas perekonomian,
sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap konsumsi, tetapi
terhadap investasi dan produksi (Baznas, 2019). Penelitian
yang dilakukan Jededia dan Goerbouj (2020) secara empirik
membuktikan simulasi zakat penggunaan zakat berpengaruh

Manajemen Ekonomi Ziswaf



terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim
seperti Indonesia, Malaysia, Sudan, Qatar, Uni Emirat Arab,
Saudi Arabia, dan negara muslim lain.

Perkembangan ziswaf saat ini sedang digencarkan untuk
pemberdayaan ekonomi produktif, tidak hanya ditujukan
untuk kebutuhan konsumsi langsung yang menyebabkan
mustahik ketergantungan dan miskin secara permanen.
Pemberdayaan zakat secara produktif diharapkan mampu
memberikan peningkatan keterampilan dan kemandirian
bagi mustahik, sehingga mereka mampu menghasilkan
pendapatan secara berkelanjutan. Pada akhirnya mereka
berubah dari posisi mustahik ke muzakki.

. Aspek Ekonomi Zakat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemanfaatan zakat
diperuntukkan untuk distribusi pendapatan yang bersifat
konsumtif. Zakat bersifat wajib dan dioptimalisasikan
dengan harapan meminimalisir kesenjangan pendapatan
antara yang kaya dan miskin (Mawardi, Widiastuti, Mustofa,
& Hakimi, 2023). Pada perkembangannya, para ahli menilai
bahwa zakat berhubungan erat dengan perekonomian baik
secara mikro maupun makro (Suprayitno, 2018; Baznas,
2019). Secara makro, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen
kebijakan fiskal, secara mikro zakat dianggap berpengaruh
terhadap konsumsi, produksi dan investasi.

1. Zakat dan Konsumsi

Zakat merupakan sebagian harta muzakki yang
didistribusikan kepada mustahik. Distribusi zakat ini
menjadi sarana bagi mustahik untuk memenuhi
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kebutuhan dan meningkatkan pendapatan. Pada
hakikatnya harta tersebut merupakan potensi konsumsi
muzzakki yang kemudian didistribusikan guna
memberikan kemampuan konsumsi bagi mustahik. Khan
(1984) secara matermatis bahwa pendapatan muzakki (Y
Upper class) dikeluarkan untuk pengeluaran untuk dunia
(Ey) dan pengeluaran untuk akhiran (E,), sehingga
dirumuskan :

Yu= E1+ Ez

Pengeluaran E, muzakki akan memberikan
tambahan modal untuk konsumsi bagi mustahik. Khan
(1984) merumuskan bahwa konsumsi mustahik (E Jower
class) merupakan hasil dari penambahan pendapatan
mustahik (Y Jower class) dan modal/pengluaran muzakki
(E,) yang secara matematis dituliskan :

E.=Y +E

Tambahan modal (E;) dari zakat kepada mustahik
memberikan kekuatan konsumsi bagi mereka. Al-Arif
(2010) menyebutkan bahwa zakat akan memberikan
multiplier pada perekonomian. Mekanisme dampak
zakat tersebut bermula dengan peningkatan daya beli
masyarakat.
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Gambar 2 Efek Meltiplier Zakat dalam perekonomian

Increasing Purchasing
Muzakki Zakat Mustahik Bower Increasing
EEEEE— —— Consumption

Increasing Investment

Increasing Development Fund Increasing Tax Increasing
Development National Income Production

Sumber : Al-Arif (2010).

Pada tahapan selanjutnya, Peningkatan daya beli
akan merangsang penambahan pada produksi guna
pemenuhan kebutuhan konsumsi. Peningkatan produksi
akan menyebabkan pertambahan pendapatan dan
potensi peningkatan pembayaran pajak dari masyarakat.
Semakin banyak pajak yang dibayarkan, akan semakin
banyak pendapatan bagi negara. Penambahan
pendapatan negara pada akhirnya akan berpengaruh
kepada kemampuan negara dalam memberikan sarana
dan prasarana umi bagi masyarakat.

Efek multiplier akan memberikan dampak yang
lebih signifikan jika didistribusikan secara produktif
dalam bentuk modal kerja atau bergilir (Al-Arif, 2010).
Penelitian yang dilakukan Mawardi dkk (2023) menyim-
pulkan bahwa zakat produktif secara signifikan
berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, jika kita
dapat mengkolaborasikan zakat dengan infaq, shadakah
dan wakaf sebagai alat pendukung.
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Zakat dan Investasi

Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvesional memiliki
pandangan yang berbeda mengenai fungsi konsumsi.
Ekonomi konvensional memandang bahwa investasi (I)
merupakan fungsi dari pendapatan (Y) dan tingkat bunga
(r) atau ditulis secara matematis dengan : I = f(Y,r).
Sementara itu, Ekonomi Islam tidak mengenal adanya
bunga sebagai konsekwensi dari pelarangan riba. Peran
bunga yang berfungsi sebagai tingkat pengembalian
modal digantikan oleh bagi hasil (Baznas, 2019).

Pada sistem Ekonomi Islam zakat diyakini ber-
pengaruh terhadap investasi. Pengaruh zakat terhadap
investasi tidak dapat dikatakan secara serta merta me-
ningkatkan atau menurunkan investasi. Jika zakat
difungsikan sebagai pajak yang mengurangi pendapatan,
maka zakat berpotensi menurunkan tingkat investasi.
Namun, titik perbedaan dengan pajak, zakat tidak
dikenakan pada asset yang produktif (BI & P3EI UII,
2016). Zakat hanya dikenakan untuk id/e asset (harta
menganggur mencapai haul), sehingga mendorong
peningkatan investasi atas idle asset tersebut. Selain
pengaruh zakat terhadap 7d/e asset ( Za), investasi dalam
sistem Ekonomi Islam dapat dipengaruhi oleh tingkat
bagi hasil (r) sebagai pengganti tingkat bunga, dan zakat
terhadap hasil investasi (Zm). Secara matematis, fungsi
investasi dalam Ekonomi Islam dapat di tulis sebagai
berikut :

I=f(z,r)ataul = f(Za, Zm, 1)

Investasi (I) dalam Islam dipengaruhi oleh zakat
terhadap idle asset (Za), Zakat terhadap hasil investasi
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(Zm) dan tingkat bagi hasil (r). Zakat atas idel/ asset
memiliki hubungan positif terdapat tingkat investasi
karena semakin tinggi zakat terhadap id/e asset, akan
semakin mendorong investasi dalam memproduktifkan
aset. Zakat terhadap hasil investasi (Zm) akan
berpengaruh secara negative terhadap investasi. Apabila
(Zm) tinggi maka akan menurunkan tingkan investasi.
Terakhir, tingkat bagi hasil (r) akan berpengaruh
negative terhadap investasi, dimana semakin tinggi
tingkat bagi hasil, maka tingkat investasi akan semakin
menurun.

Zakat dan Produksi

Penetapan =zakat pada dunia usaha cenderung
market-friendly, karena zakat hanya ditetapkan sebesar
2,5% dari hasil usaha. Sistem zakat juga memberlakukan
besaran tarif berbeda untuk jenis harta tertentu seperti
tarif 10% untuk pertanian tadah hujan dan 5 % untuk
hasil pertanian dengan sistem irigasi. Perbedaan tarif ini
menujukkan bahwa zakat penetapan besaran zakat
tergantung tingkat kesulitan dan besaran biaya produksi
yang dikeluarkan. Baznas (2019) menyebutkan bahwa
sistem market-friendly zakat diyakini memberikan
dampak positif bagi iklim usaha, dan peningkatan
motivasi produksi sehingga bermuara pada peningkatan
produksi agregat.
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Gambar 3 Perbandingan Kurva Produksi dengan
Zakat

Price

MR=AR=D

qc qs:' Quantity
Sumber : Konsep Zakatnomics (Baznas, 2019).

Kurva di atas menggambarkan pengaruh sistem
perekonomi  dengan zakat terhadap  produksi
perusahaan. Pada jangka menengah, zakat berpotensi
menurunkan biaya produksi dan menignkatkan
keuntungan. Hal tersebut tergambar dari pergeseran MC®
dan AC® ke MC® dan AC®. Pergeseran biaya terutama
terjadi karena besaran zakat yang relatif kecil.
Selanjutnya, etika bisnis telah berjalan setahun (haul),
dan mengalami kerugian maka kerugian dapat menjadi
pengurang harta kekayaan sehingga zakat akan lebih
kecil. Sistem yang market-friendly ini tentu sangat
mendukung usaha baru yang penghasilannya belum
mencapai nishab dan haul tidak perlu membayat zakat.

Penurunan biaya produksi terlihat pergeseran AC®
yang belum membukukan profit ke AC’. Penurunan
biaya produksi ini berhasil meningkatkan profit yang
ditunjukkan arena berarsir PACB. Penurunan biaya
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produksi juga menghasilkan penambahan kuantitas
produksi dari q. ke qs, dalam skala besar apabila
perusahaan mengalami penurunan biaya produksi, maka
penawaran barang akan meningkat.

D. Konsep Zakatnomics dalam Pengentasan
Kemiskinan

Purwakananta (2018) menjelaskan bahwa konsep
zakatnomic dapat dimaknai sebagai konsep baru tatanan
ekonomi untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan hakiki
yang didasarkan pada semangat dan nilai luhur zakat yang
terdiri dari nilai ketakwaan, nilai produktifitas dan nilai
keadilan ekonomi. Secara konsep, zakatnomics bertujuan
agar nilai dan semangat zakat dapat diimplementasikan guna
tercapainya magqgashid syariah (tujuan syariah) melalui
berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut
diharapkan mampu menjaga 5 aspek magqghasid syariah yaitu
pemeliharaan agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan
(nashl) dan harta (mal).

Implementasi  kebijakan ekonomi zakat dalam
memelihara agama ditunjukkan dengan fondasi zakatnomics
yang menempatkan zakat sebagai instrumen penting
perekonomian, sehingga dengan penempatan peran penting
ini kewajiban zakat dapat terpenuhi. Pemeliharaan terhadap
jiwa diterapkan konsep zakatnomics dengan
memprioritaskan  distribusi zakat untuk pemenuhan
kebutuhan primer demi keberlangsungan hidup mustahik.
Pemeliharaan terhadap akal sejalan dengan konsep
pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan zakat, salah
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satunya dengan memberikan pendidikan yang layak terhadap
para penerima.

Pada aspek pemeliharaan keturunan tidak terdampak
secara langsung, karena distribusi zakat diberikan secara
langsung kepada rumah tangga di masa sekarang, tidak di
masa depan. Namun, dukungan zakat terhadap penurunan
kemiskinan tidak hanya melalui peningkatan pendapatan,
tetapi juga melalui kesehatan dan pendidikan. Perhatian
zakat terhadap kesehatan dan pendidikan tentu merupakan
bagian dari pemeliharaan generasi selanjutnya.

Semangat dan nilai zakat bertujuan mengentaskan
kemiskinan dan ekonomi yang berkeadilan, sehingga
kebijakan fondasi zakatnomics memberikan pemeliharaan
terhadap harta (mal) dengan mencapai keadilan ekonomi
terlebih dahulu. Perlindungan harta juga dilakukan dengan
larangan terhadap perolehan harta dengan cara yang bathil.

Zakatnomics sebagai bentuk tatanan baru ekonomi
mengarahkan kebijakan-kebijakan pada ekonomi yang
berkeadilan yang mendukung tercapainya pemeliharaan
tujuan syariah. Anwar dkk (2018) memberikan gambaran
terjadinya  keadilan = ekonomi  yang  menciptakan
kesejahteraan. Keadilan ekonomi berakar dari ketauhidan,
dimana ketauhidan menitahkan bahwa manusia adalah
khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya sesuai dengan aturan-Nya.
Kesadaran akan tugas utama khalifah ini yang akan
menginisiasi adanya rekayasa sosial untuk pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
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Gambar 4 Rekayasa Sosial Ekonomi Islam

/
justice
welfare

rJ
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Social
Enginering

Sumber : Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Anwar, ddk (2018).

Pada tahapan rekayasa sosial, perekonomian dengan
semangat zakat menginginkan bahwa pendukung aktifitas
ekonomi seperti modal, informasi, kekuasaan dimiliki baik
untuk kaum kaya dan miskin. Apabila sterdapat kendala
untuk mengakses permodalan, maka kaum kaya
berkewajiban untuk membuka akses demi mencegah
terjadinya kemiskinan struktural. Proses pembukaan akses
ini tergambar dari kewajiban zakat dan anjuran infaq dan
shadakah guna membuka akses bagi kaum miskin.

Purwakananta (2018) secara spesifik menyebutkan
bahwa problematika kemiskinan berasal dari problem
pertumbuhan, akses dan keadilan sosial. Rumah tangga di
bawah garis kemiskinan akan kesulitan meningkatkan taraf
hidup karena hambatan faktor pendapatan dan kemampuan
berkembang yang rendah. Oleh karena itu, perlu penguatan
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(Purwakananta) mereka dengan memberikan pekerjaan,
akses permodalan serta pendampingan.

Permasalahan akses juga merupakan masalah besar
kemiskinan. Rumah tangga miskin sering kali mengalami
kesulitan akses, terutama terhadap akses layanan dasar.
Akses layanan dasar misalnya kesehatan dan pendidikan
dimana dua akses ini sangat diperlukan untuk menaikkan
taraf hidup. Keterbatasan akses lain diantaranya adalah akses
finansial, dimana kaum miskin kesulitan untuk mendapatkan
akses permodalan.

Permasalahan terakhir yang menjadi masalah
pengentasan kemiskinan adalah keadilan sosial. Sistem yang
tidak mendukung keadilan sosial mendukung terjadinya
kemiskinan. Sering kali orang kaya akan mendapatkan hak
istimewa (privilege) kemudahan akses dan fasilitas.
Sebaliknya kaum miskin yang berada dalam lingkungan
sosial yang tidak berkeadilan akan terjebak dalam
kemiskinan struktural.

Ziswaf sebagai instrumen kebijakan memiliki peran
penting guna menutup 3 problematika penyebab kemiskinan.
Zakat pada dasarnya memberikan insentif pendapatan
kepada kaum miskin. Akses permodalan dapat pula diberikan
zakat melalui penyaluran zakat produktif. Akses pendidikan
dan kesehatan (pelayanan publik) dapat diberikan melalui
peran wakaf. Program ziswaf juga dapat dilaksanakan dengan
program capacity building, program usaha, pelayanan
publik, sehingga akan menutup pintu ketidakadilan sosial.
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dalam Islam yang berkaitan dengan pemberian atau
sumbangan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah

ZAKAT, infaq, sedekah, dan wakaf adalah konsep dasar di

instrumen penting dalam Islam untuk menciptakan keadilan
sosial, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui praktik-
praktik ini, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi positif
terhadap kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang
membutuhkan sekaligus sebagai perwujudan pribadi muslim
yang tidak hanya memiliki kesalehan pribadi yang bersifat
vertikal akan tetapi juga memiliki kesalehan sosial.

A. Implementasi Pemberlakuan Zakat, Infak,
Sedekah dan Wakaf

Pemberlakuan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bermula
sejak awal Islam dan berkaitan erat dengan ajaran-ajaran
agama Islam. Keteladanan yang luar biasa dalam praktik
zakat, infaq, sedekah, dan wakaf telah di praktekkan oleh
para sahabat Rasulullah antara lain ; Uthman bin Affan (RA),
Abu Bakar Ash Shidiq (RA), Abdullah bin Umar (RA), Aisyah
binti Abu Bakar (RA), Abdullah bin Mas’ud (RA). Para sahabat
ini memberikan contoh tentang bagaimna zakat,
infaq,sedekah dan wakaf di implementasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menunaikan
kewajiban keagamaan, tetapi juga menunjukan sikap
kemurahan hati, kepedulian dan keberlanjutan dalam
memberikan kepada sesama. Keteladanan ini menjadi
inspirasi bagi umat islam dalam praktik amal kebajikan.
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Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang pertama Kkali
diwajibkan pada umat Islam pada masa Rasulullah
Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan
zakat, khususnya zakat harta, antara lain terdapat dalam
Surah Al-Bagarah (2:267-273) dan Surah At-Taubah
(9:103). Zakat diberlakukan untuk mengurangi kesen-
jangan sosial, membantu fakir miskin, dan memperkuat
solidaritas dalam masyarakat Muslim.

Infak (Infaq)

Infaq, atau pemberian sukarela untuk kepentingan
umum, juga telah dianjurkan sejak awal Islam.
Rasulullah SAW dan para sahabatnya seringkali mem-
berikan infaq dalam berbagai bentuk, termasuk dalam
bentuk harta atau tenaga. Beberapa ayat Al-Quran
mendorong umat Islam untuk memberikan infaq, seperti
yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2:261-267).

Sedekah

Sedekah sebagai bentuk pemberian tanpa adanya
kewajiban agama telah menjadi praktek umum sejak
zaman Rasulullah SAW. Konsep sedekah dibahas dalam
berbagai ayat Al-Quran, misalnya Surah Al-Bagarah
(2:267) dan Surah Al-Bagarah (2:273). Rasulullah SAW
memberikan contoh nyata dengan memberikan sedekah
baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk nasihat
dan bantuan lainnya.

Wakaf

Wakaf sebagai penyumbangan harta atau aset untuk
kepentingan umum juga memiliki akar sejarah yang
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panjang dalam Islam. Praktek wakaf dimulai pada masa
Rasulullah SAW dan terus berkembang seiring waktu.
Beberapa ayat Al-Quran, seperti Surah Al-Bagarah (2:267-
273) dan Surah Al-Ma'idah (5:12), menyentuh masalah
wakaf. Banyak masjid, sekolah, rumah sakit, dan lahan-
lahan umum lainnya didirikan berdasarkan prinsip
wakaf.

Empat konsep tersebut bukan hanya sebagai amalan
ibadah, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-
nilai kesejahteraan sosial dan keadilan dalam Islam.
Praktek zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi inti
dari ajaran Islam dalam membangun masyarakat yang
saling peduli dan berkeadilan.

B. Dasar Hukum

22

1. Zakat

Dasar hukum zakat dalam Islam berasal dari Al-
Quran dan Hadis (ucapan, perbuatan, dan persetujuan
Rasulullah). Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang
menetapkan kewajiban zakat antara lain adalah:

a. Al-Quran:

Surah  Al-Baqarah  (2:267-273): Ayat-ayat ini
membahas secara rinci tentang hukum zakat, termasuk
nisab (batas minimum harta yang wajib dikenakan zakat)
dan golongan yang berhak menerima zakat. Surah At-
Taubah (9:60): Ayat ini secara eksplisit menyebutkan
delapan golongan yang berhak menerima zakat,
termasuk fakir, miskin, pekerja yang ditugaskan untuk
mengumpulkan dan menyalurkan zakat, serta para
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mu'allaf (orang yang baru masuk Islam atau
membutuhkan dukungan untuk memperkokoh iman
mereka).

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis
memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kewajiban
zakat. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis
tentang lima rukun Islam (pilar-pilar Islam), yang
mencakup zakat sebagai salah satu rukunnya.

Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar

menyebutkan:
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Artinya: "Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi
bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad
adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan
zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan
Ramadan." (Muttafaq 'alaih)

Dari dasar hukum inilah, umat Islam memahami
bahwa zakat bukan hanya sebagai amalan kebajikan,
tetapi juga sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi
oleh mereka yang mampu. Zakat memiliki tujuan sosial
dan ekonomi, termasuk mengurangi kesenjangan
ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang
membutuhkan.

Manajemen Ekonomi Ziswaf | 23



24

Infak (Infaq)

Dasar hukum infaq dalam Islam juga bersumber dari
Al-Quran dan Hadis. Infaq, sebagai bentuk pemberian
sukarela untuk kepentingan umum, mencerminkan
sikap kepedulian dan kemurahan hati umat Islam.
Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang
mencantumkan dasar hukum infaq:

a. Al-Quran:

Surah Al-Bagarah (2:267): "Hai orang-orang yang
beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan
tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Dan orang-orang
yang kafir itulah orang-orang yang zalim."Ayat ini
menegaskan pentingnya memberikan sebagian dari
rezeki yang diberikan Allah untuk kepentingan umum.

Surah Al-Baqarah (2:261-262): "Perumpamaan orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan
Allah Maha Luas (kurnia-Nya), Maha Mengetahui."Ayat
ini menunjukkan bahwa pemberian infaq akan
mendatangkan ganjaran dan berlipat ganda dari Allah.

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis
juga memberikan petunjuk dan dorongan untuk
memberikan infaq. Salah satu hadis yang terkenal adalah
hadis tentang keutamaan infaq, seperti hadis yang
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diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari
Abu Hurairah:

JB Jpzs 0 1o A ade g e EE B 5. i g
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Artinya: "Tidaklah sedekah mengurangi harta. Dan
Allah tidak menambahkan seorang hamba dengan
pemberian maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah
seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan
Allah akan meninggikan derajatnya." (Muttafaq 'alaih)

Dengan dasar hukum ini, umat Islam diajak untuk
memberikan infaq sebagai bentuk ibadah dan amalan
kebajikan yang dapat mendatangkan keberkahan dan
kemuliaan dari Allah. Infaq juga dianggap sebagai salah
satu cara untuk membersihkan harta dan mempererat
tali persaudaraan dalam masyarakat.

Sedekah

Dasar hukum sedekah dalam Islam juga ditemukan
dalam Al-Quran dan Hadis. Sedekah merupakan bentuk
pemberian yang diberikan secara sukarela tanpa adanya
kewajiban agama. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran
dan hadis yang mencantumkan dasar hukum sedekah:

a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:267): "Hai orang-orang yang
beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan
tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Dan orang-orang
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yang kafir itulah orang-orang yang zalim."Ayat ini
menekankan pentingnya memberikan sebagian dari
rezeki sebagai bentuk sedekah.

Surah Al-Bagarah (2:263): "Orang-orang yang me-
nyumbangkan hartanya di malam dan siang hari, secara
tersembunyi dan terang-terangan, bagi mereka pahala di
sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."Ayat ini
menunjukkan bahwa sedekah yang diberikan tanpa
pamrih akan mendatangkan pahala dari Allah.

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai hadis
memberikan petunjuk dan dorongan untuk memberikan
sedekah. Salah satu hadis yang mencerminkan
keutamaan sedekah adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah:

Fd dod deds 6 "ﬁ;,f;ézwd_un Jass
5@)3 \J\UAJJ\ MLbL@;“S’“ m&@
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Artinya: "Setiap hari ketika matahari terbit, ada
sedekah (atau kata-kata baik) pada setiap sendi tulang
manusia. Maka setiap orang memutuskan untuk berbuat
adil di antara dua orang, maka itu adalah sedekah.
Mengajarkan kebaikan kepada seseorang juga adalah
sedekah. Menolong seseorang membawa barang-
barangnya ke kendaraannya juga adalah sedekah."
(Muttafaq 'alaih)
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Dengan dasar hukum ini, umat Islam diajak untuk
memberikan sedekah sebagai bentuk kebaikan dan
kepedulian terhadap sesama. Sedekah dianggap sebagai
amalan yang memiliki nilai spiritual dan sosial,
membantu mengurangi beban hidup orang yang
membutuhkan, dan menciptakan kedekatan dengan
Allah SWT.

Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Islam juga dapat
ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Wakaf mengacu
pada tindakan menyumbangkan harta atau aset untuk
kepentingan umum, dan wakaf memiliki landasan agama
yang kuat dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa
ayat Al-Quran dan hadis yang mencantumkan dasar
hukum wakaf:

a. Al-Quran:

Surah Al-Baqarah (2:261-262): "Orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir,
pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah
Maha Luas (kurnia-Nya), Maha Mengetahui."Ayat ini
mencerminkan nilai dan keutamaan pemberian harta
untuk kepentingan umum.

b. Hadis:

Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan
petunjuk dan dorongan terkait wakaf. Hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari
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Umar bin Khattab mencatatkan peristiwa ketika Umar
ingin mewakafkan sebidang tanah yang dimilikinya.
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Artinya: "Uthman bin Hunayf meriwayatkan kepada
kami dari Umar bin Khattab, dia berkata: "Aku
mendengar Uthman bin Affan berkata: 'Wahai Amirul
Mukminin, aku melihat tanah subur di antara dua batas
batang kurma dan di antara dua batang kurma. Aku ingin
membelinya dan membagi-bagikannya kepada fakir,
orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang mukmin.
Bagaimana menurutmu jika engkau membelinya, lalu
menjadikannya sebagai amal jariyah (pahala yang terus
mengalir) untuk orang-orang yang membutuhkannya?'
Umar berkata: 'Ya, itu adalah ide yang baik!' Maka orang-
orang pun senang dengan ide itu." (Muttafaq 'alaih)

Dengan dasar hukum ini, wakaf dianggap sebagai
bentuk amal jariyah yang dapat memberikan manfaat
berkelanjutan kepada masyarakat. Prinsip wakaf juga
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mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian
terhadap kebutuhan umat Islam secara berkelanjutan.

C. Peran Penting Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
dalam Kehidupan Sosial

1. Zakat

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam
kehidupan sosial dalam konteks ajaran Islam. Pentingnya
zakat dalam kehidupan sosial mencerminkan nilai-nilai
Islam yang menekankan keadilan, kepedulian sosial, dan
kesejahteraan bersama. Zakat bukan hanya aspek amal,
tetapi juga bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial
Islam yang dirancang untuk menciptakan masyarakat
yang adil dan berkeadilan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa zakat
dianggap penting dalam kehidupan sosial:

a. Keadilan Sosial:

Zakat Dberfungsi sebagai instrumen kebijakan
ekonomi yang membantu mengurangi kesenjangan
sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan
memaksa mereka yang mampu memberikan sebagian
kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, zakat
membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil.

b. Pemberdayaan Ekonomi:

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan
ekonomi masyarakat. Pemberian zakat kepada golongan
yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu,
dan janda, dapat membantu mereka untuk meningkat-
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kan kesejahteraan mereka dan menjadi lebih mandiri
secara ekonomi.

c. Solidaritas Sosial:

Praktek zakat memperkuat rasa solidaritas dan
kepedulian antarindividu dan kelompok dalam
masyarakat. Orang-orang yang memberikan zakat
menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahtera-
an bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di
antara umat Islam.

d. Mengatasi Kemiskinan:

Zakat Dbertujuan langsung untuk mengatasi
kemiskinan dan memberikan dukungan kepada mereka
yang hidup dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, zakat
tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga bersifat praktis
dalam menanggulangi masalah sosial.

e. Pengendalian Kebijakan Ekonomi:

Zakat bukan hanya merupakan tindakan individu,
tetapi juga merupakan instrumen kebijakan ekonomi
Islam. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi
berdasarkan prinsip Islam sering kali mengintegrasikan
zakat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi untuk
mencapai tujuan keadilan sosial.

f.  Spiritualitas dan Pembersihan Hati:

Memberikan zakat bukan hanya kewajiban ekonomi,
tetapi juga merupakan aspek spiritual. Dengan
memberikan zakat, seseorang tidak hanya mem-
bersihkan harta mereka dari sifat serakah dan kecintaan

Manajemen Ekonomi Ziswaf



terhadap materi, tetapi juga membersihkan hati mereka
dan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Infak (Infaq)

Infaq, atau pemberian sukarela untuk kepentingan
umum, juga memiliki peran yang penting dalam
kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam.
Dengan demikian, pentingnya infaq dalam kehidupan
sosial mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan
sosial, dan kepedulian yang menjadi dasar ajaran Islam.
Infaq bukan hanya tindakan kebaikan, tetapi juga bagian
dari upaya membangun masyarakat yang adil, peduli,
dan berkeadilan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa infaq
dianggap penting dalam kehidupan sosial:

a. Kepedulian Terhadap Sesama:

Infaq mencerminkan sikap kepedulian dan kasih
sayang terhadap sesama. Dengan memberikan infaq,
seseorang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan
dan kesejahteraan orang lain, menciptakan ikatan sosial
yang lebih kuat dalam masyarakat.

b. Mengurangi Ketidaksetaraan Sosial:

Praktek infaq dapat membantu mengurangi
ketidaksetaraan sosial dengan mendistribusikan kekaya-
an dan sumber daya secara lebih merata. Hal ini dapat
mengatasi kesenjangan antara golongan yang kaya dan
yang membutuhkan, memberikan peluang yang lebih
besar bagi mereka yang kurang beruntung.
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c. Memperkuat Solidaritas Sosial:

Infag membantu membangun dan memperkuat
solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika individu atau
kelompok memberikan infaq, mereka berpartisipasi
dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesejahtera-
an bersama dan menciptakan lingkungan yang lebih
peduli.

d. Mendorong Kepedulian Berkelanjutan

Praktek infaq tidak hanya mengatasi kebutuhan
sehari-hari, tetapi juga dapat membantu dalam proyek-
proyek jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas
umum, pendidikan, dan proyek-proyek kemanusiaan
lainnya. Ini menciptakan dampak positif yang
berkelanjutan dalam masyarakat.

e. Mengajarkan Nilai-nilai Keikhlasan dan Kemanusia-
an:

Infaq mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, kemurah-
an hati, dan kemanusiaan. Tindakan memberikan
sukarela ini dilakukan tanpa mengharapkan balasan
materi, sehingga memupuk sikap ikhlas dan tulus dalam
berbuat baik kepada sesama.

f. Memperoleh Pahala dan Berkah:

Memberikan infaq dianggap sebagai amalan ibadah
yang mendatangkan pahala dari Allah. Hal ini
menciptakan lingkungan spiritual yang positif dan
memberikan nilai tambah pada tindakan kebaikan yang
dilakukan.
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g. Mendukung Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Infaq juga dapat berkontribusi pada pembangunan
sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menyumbang-
kan dana untuk proyek-proyek pembangunan, infaq
dapat membantu meningkatkan infrastruktur, pendidik-
an, dan kesehatan di suatu wilayah.

Sedekah

Sedekah memiliki peran yang penting dalam
kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam.
Dengan demikian, pentingnya sedekah dalam kehidupan
sosial mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian,
dan keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam. Sedekah
bukan hanya sebagai tindakan pemberian, tetapi juga
sebagai bagian dari usaha bersama untuk membentuk
masyarakat yang lebih adil, peduli, dan harmonis.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa sedekah
dianggap penting dalam kehidupan sosial:

a. Mengurangi Kemiskinan:

Sedekah merupakan cara efektif untuk mengurangi
tingkat kemiskinan. Dengan memberikan bantuan
kepada mereka yang membutuhkan, sedekah dapat
memberikan dukungan finansial yang dapat membantu
kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk
memenuhi kebutuhan dasar mereka.

b. Membangun Solidaritas Sosial:

Sedekah membantu membangun solidaritas sosial di
dalam masyarakat. Tindakan memberikan secara
sukarela menciptakan ikatan emosional dan moral
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antara individu atau kelompok, menciptakan hubungan
yang lebih erat dalam masyarakat.

c. Mengajarkan Nilai-nilai Kepedulian:

Praktek sedekah mengajarkan nilai-nilai kepedulian,
kemurahan hati, dan empati terhadap orang lain. Ini
membantu membentuk karakter yang lebih baik dan
menciptakan masyarakat yang peduli terhadap
kebutuhan sesama.

d. Mendorong Keadilan Sosial

Sedekah dapat membantu mendorong keadilan
sosial dengan menyebarkan kekayaan dan sumber daya
secara lebih merata di dalam masyarakat. Hal ini dapat
mengatasi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan
yang lebih besar kepada mereka yang membutuhkan.

e. Peningkatan Kesejahteraan Bersama:

Dengan memberikan sedekah, individu atau kelom-
pok ikut berkontribusi pada kesejahteraan bersama
masyarakat. Bantuan yang diberikan dapat membantu
dalam pengembangan fasilitas umum, pendidikan, dan
layanan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan
kualitas hidup bagi semua orang.

f. Membersihkan Hati dan Jiwa:

Sedekah dianggap sebagai bentuk ibadah yang
membersihkan hati dan jiwa individu. Melalui tindakan
kebaikan ini, seseorang dapat mencapai ketenangan
batin dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai spiritual.
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g. Bentuk Tanggung Jawab Sosial:

Sedekah juga dapat dilihat sebagai bentuk tanggung
jawab sosial. Individu atau kelompok yang memiliki
kemampuan lebih diharapkan untuk berkontribusi pada
kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang kurang
beruntung.

h. Menumbuhkan Rasa Syukur:

Penerima sedekah dapat merasakan rasa syukur dan
penghargaan terhadap kebaikan yang diberikan oleh
orang lain. Ini menciptakan atmosfer positif dan saling
percaya di dalam masyarakat.

Wakaf

Wakaf memiliki peran yang penting dalam
kehidupan sosial, terutama dalam konteks ajaran Islam.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa wakaf dianggap
penting dalam kehidupan sosial:

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Wakaf dapat digunakan untuk mendukung proyek-
proyek pembangunan ekonomi, seperti pendirian pusat-
pusat pelatihan keterampilan, perusahaan kecil, atau
pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

b. Pemeliharaan Fasilitas Umum:

Wakaf dapat diperuntukkan untuk pemeliharaan dan
pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah,
rumah sakit, dan tempat ibadah lainnya. Ini membantu
memastikan akses masyarakat terhadap layanan dan
fasilitas yang diperlukan.
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c. Pendidikan dan Penelitian:

Wakaf dapat disalurkan untuk pendidikan dan
penelitian, seperti mendirikan sekolah, perguruan tinggi,
atau pusat riset. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas
pendidikan tetapi juga mendorong perkembangan
intelektual dan inovasi di dalam masyarakat.

d. Pengentasan Kemiskinan:

Melalui wakaf, dana dapat dialokasikan untuk
membantu kelompok-kelompok masyarakat yang berada
dalam kondisi ekonomi yang sulit, seperti fakir miskin,
anak yatim piatu, atau kaum dhuafa. Ini membantu
mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan
kepada mereka yang membutuhkan.

e. Pengembangan Infrastruktur Sosial:

Wakaf dapat digunakan untuk pengembangan
infrastruktur sosial, termasuk pembangunan jalan, air
bersih, sanitasi, dan proyek-proyek lain yang dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f. Lingkungan yang Berkembang:

Wakaf dapat membantu menciptakan lingkungan
yang lebih berkembang dan berdaya guna. Ini termasuk
penanaman tanaman, pelestarian lingkungan, dan
proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan.

g. Pertumbuhan Ekonomi:

Wakaf dapat Dberperan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memberikan
modal awal bagi usaha kecil, menyediakan lapangan
pekerjaan, dan merangsang aktivitas ekonomi lokal.
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h. Spiritualitas dan Keberkahan:

Masyarakat yang berpartisipasi dalam praktek
wakaf diharapkan mendapatkan keberkahan dan pahala
dari Allah. Hal ini menciptakan atmosfer spiritual dan
kepedulian sosial yang lebih tinggi.
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AKAT dalam terminologi modern, merupakan harta yang

wajib  dikeluarkan oleh Masyarakat muslim dan

ditasharrufkan kepada mustahiq zakat (Kartius et al., 2023).
Realisasi zakat merupakan bentuk dari ibadah sosial yang
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Yusfa et al.,
2021). Zakat akan memiliki dampak secara massif dalam
pembangunan jika dilakukan secara rutin sesuai aturan syariah
serta dikeluarkan melalui lembaga resmi pemerintah seperti
BAZNAS atau LAZNAS (Djafar et al., 2023). Namun faktanya zakat
masih menjadi gerakan yang individual, sehingga secara mikro
maupun makro keberadaan dana zakat belum secara signifikan
memberikan perannya terutama pada pengentasan kemiskinan
(Kartius et al., 2023).

Dalam realitas hari ini, kesadaran masyarakat membayar
zakat memiliki trend yang semakin meningkat namun masih
bersifat sporadis. Artinya, Masyarakat muslim lebih memilih
membayar zakat melalui “kiai kampung” atau dibayarkan
langsung kepada para mustahiq dibandingkan membayar kepada
lembaga resmi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta
(Elpida Yanti Harahap, 2022, Nugratama et al., 2022). Perilaku
seperti ini menjadikan zakat tidak memiliki dampak secara
makro, namun hanya berdampak secara mikro saja. Artinya
surplus yang dimiliki oleh satu rumah tangga hanya bisa
menutupi defisit satu rumah tangga juga, jika dikumpulkan
bersama, paling tidak defisit beberapa rumah tangga bisa teratasi
dengan keberadaan zakat ini (Suardi & Abdul Hafidz, 2021).

Sehingga, tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi terkait
zakat sebagai salah satu rukun Islam ditinjau dari kajian mikro.
Pilihan kajian mikro ini dipilih untuk memotret ibadah zakat
sebagai bentuk ibadah sosial yang memiliki peran ekonomi pada
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rumah tangga-rumah tangga yang memiliki kekukarangan secara
pendapatan (Rahman et al., 2023). Kekurangan dari satu rumah
tangga bisa ditutupi dengan kelebihan rumah tangga yang lain.
Namun, tentu saja kegiatan ini memerlukan regulasi dan tata cara
yang jelas, agar distribusi zakat tidak hanya fokus di satu
mustahiq saja (Zahro, Cholifatus, 2022). Sebab, mustahik secara al
Qur’an ada 8 golongan yaitu fakir, miskin, gharim, muallat, rigab,
fisabilillah, ibnu sabil dan amil meskipun untuk realitas di
Indonesia hanya golongan fakir dan miskin yang paling
mendominasi. Berikut tabel pemahaman tentang mustahik zakat
(Herianingrum et al., 2023).

Tabel 1 Pemaknaan Mustahik Zakat

1 Fakir keluarga yang tidak memiliki
pendapatan, atau keluarga tersebut
sudah tidak ada yang produktif
dalam bekerja, sehingga tidak
memiliki daya dalam memenuhi
kebutuhannya sehari-hari

2 Miskin rumah tangga miskin, memiliki
level yang lebih tinggi di atas fakir.
Rumah tangga ini memiliki
pendapatan namun, pendapatan
tersebut tidak cukup dalam
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Produktivitas yang dimiliki tidak
sesuai dengan trend kebutuhan
yang harus dipenuhi dalam rumah
tangga
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5

6

7
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Gharim

Muallaf

Riqgab

Fisabilillah

Ibnu Sabil

Rumah tangga yang memiliki
hutang dalam memenuhi
kebutuhannya. Hutang  tidak
terbayar sehingga membuat
kondisinya hampir sama dengan
miskin.

Bagian dari rumah tangga yang
salah satu anggotanya baru
memeluk agama Islam, dalam
rangka penguatan keimanan yang
dimiliki

Budak dalam konteks saat ini yang
sudah tidak ada di Indonesia, ada
yang memaknai pembantu namun
berbeda dengan makna rigab yang
sebenarnya. Namun, akhirnya
kondisi ketidak merdekaan ini
mengarah pada kefakiran dan
kemiskinan

Bagian rumah tangga yang
senantiasa mengajarkan kebaikan
di jalan Allah, dalam konteks di
Indonesia bisa dimaknai para guru
yang belum mendapatkan gaji layak

Bagian anggota rumah tangga yang
sedang dalam perjalanan kebaikan,
misal para murid atau santri yang
mencari ilmu sedangkan
kondisinya jauh dari rumah tempat

Manajemen Ekonomi Ziswaf



dia tinggal

8 Amil Bagian anggota keluarga yang
menjadi petugas pengumpul dan
pengelola zakat

Sumber; diolah

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa dari 8 golongan
tersebut secara konteks ke Indonesiaan yang banyak ditemui
adalah golongan fakir dan miskin. Kedua golongan ini pula yang
nanti akan lebih difokuskan dalam kajian mikro, sebab fakir
miskin merupakan rumah tangga yang tidak memiliki kecukupan
pendapatan (Rosalia et al., 2023). Sehingga akan mempengaruhi
pada rantai konsumsi, produksi dan distribusi produk maupun
jasa.

Kajian mikro ini membahas tentang zakat menjadi bagian
dari formula konsumsi seorang muslim, artinya zakat bukan
menjadi pengeluaran terpisah dari kegiatan konsumsi dan zakat
memiliki integrasi dalam kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh
muslim. Melalui konteks mikro ini diharapkan bisa ditelusuri
kemampuan zakat memberikan perannya dalam menanggulangi
kemiskinan, meskipun hanya individual atau sektor rumah tangga
(Maulida & Sari, 2023). Melalui kajian ini pula, bisa dianalisis
bahwa zakat bisa menjadi instrumen dalam Pembangunan
berkelanjutan, sebab jika gerakan zakat diberlakukan secara
massif maka tidak menutup kemungkinan problem kemiskinan
bisa diselesaikan hanya dengan dana zakat.

Maka dari itu, tujuan dari tulisan ini yaitu pertama
mengeksplorasi zakat dalam tinjauan ekonomi mikro, kedua
melakukan analisis implikasi zakat pada kehidupan ekonomi
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masyarakat muslim dalam kajian ekonomi mikro. Dua
pembahasan tersebut menjadi kajian menarik dalam tulisan ini,
karena berdasarkan kajian mikro, zakat akan memiliki kontibusi
secara makro. Selain itu, selama ini kajian mengenai zakat dari
tinjauan mikro masih jarang dibahas oleh peneliti, para peneliti
atau penulis sebelumnya hanya membahas terkait dengan peran
zakat untuk membangkitkan sektor mikro. Sedangkan penelitian
ini membahas, zakat dari tinjauan ekonomi mikro yang menjadi
salah satu disiplin keilmuan dalam ekonomi syariah.

A. Zakat Dalam Tinjauan Ekonomi Mikro

Secara skala keilmuan ekonomi, kajian dalam ekonomi
dibagi menjadi dua yaitu kajian mikro dan kajian makro. Dua
scope kajian ini saling berhubungan antara satu dengan yang
lain, sebab secara pembahasan kajian mikro membahas
tentang kehidupan ekonomi rumah tangga mulai dari
konsumsi, produksi, distribusi, pasar dan harga sedangkan
kajian makro lebih membahas pada konteks yang lebih luas
yaitu konteks pendapatan negara. Kondisi mikro sangat
menentukan pada kondisi makro suatu negara, demikian juga
kondisi makro memberikan dampak pada kehidupan mikro
Masyarakat (Nik Abdul Ghani et al., 2019). Misalnya pada saat
terjadi inflasi akibat adanya pandemi Covid 19, secara
perlahan akan memberikan perubahan pola kehidupan
ekonomi masyarakat secara mikro (Denas Hasman Nugraha,
2021). Sebaliknya, ketika terjadi kelesuan dalam perdagangan
di tingkat produsen dan konsumen juga akan berdampak
pada tingkat pendapatan yang diterima oleh negara. Maka
dari itu, kedua kajian mikro dan makro memang tidak bisa
dipisahkan.
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Dalam konteks kajian zakat, ekonomi mikro membahas
secara individual rumah tangga. Sebagaimana diketahui,
zakat sebagai rukun Islam yang wajib dijalankan oleh orang
Islam dimanapun berada. Zakat yang memiliki kata dasar
zaka berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut kitab Lisan a/
Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh berkah dan
terpuji (Masruroh, 2015). Dalam pemaknaan terminologi
zakat secara figh zakat dimaknai nama terhadap Sebagian
dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu dengan
persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada
kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-
orang yang menurut syariah Allah SWT (Martono et al., 2019).

Melalui pemaknaan tersebut, zakat memiliki dampak
pada individu muslim yang dijawantahkan dalam beberapa
fungsi sebagai berikut (Tambunan et al., 2023);

1. Zakat berfungsi sebagai sarana pensucian jiwa bagi para
muzakki yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat.
Hal ini sejalan makna etimologis zakat yang memiliki
makna suci. Secara mikro, fungsi ini memberikan
implikasi pada sifat muzakki yang pelit bahkan serakah
untuk kemudian menyadari bahwa harta yang dimiliki
harus  disalurkan  kepada  orang-orang  yang
membutuhkan. Melalui perintah zakat ini, ada motivasi
untuk berbagi dengan sesama muslim demi memperkuat
ukhuwah Islamiyah. Jika yang mengeluarkan zakat
bukan hanya seorang muzakki tetapi banyak muzakki,
maka ada pergerakan signifikan dari harta orang yang
kaya menuju orang yang miskin. Sehingga, muzakki
dengan penyaluran zakat ini bukan hanya mensucikan
jiwa mereka, tetapi juga harta yang mereka miliki.
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Pensucian jiwa ini berimplikasi pada akhlaqul
mahmudah yang nantinya dimiliki oleh para muzakki.

2. Zakat memiliki fungsi sosial ekonomi. Fungsi ini secara
nyata bisa dilihat dari tasharruf zakat yang diberikan
oleh kaum muzakki. Jika harta yang diberikan berupa
makanan pokok atau disebut zakat fitrah maka secara
fungsi sosial para mustahik bisa merasakan makanan
yang sama dengan para muzakki. Sedangkan apabila
jenis zakat berupa zakat mal, maka jika bisa dikelola
terutama bisa diproduktifkan, zakat bisa menjadi modal
kerja yang berkelanjutan. Secara sosial ekonomi, zakat
bisa berfungsi memperkuat perbedaan dan menyatukan
Masyarakat muslim serta secara ekonomi, bisa menjadi
tonggak dalam Pembangunan ekonomi yang berkelanjut-
an.

3. Zakat berfungsi sebagai ibadah maliyah individu kepada
Allah SWT, hal ini perwujudan rasa syukur dan bentuk
pengabdian seorang hamba kepada Khalik Nya. Allah
memberikan kepercayaan kepada seorang muslim untuk
mengelola harta dengan arti bahwa harta yang diberikan
bukanlah harta yang abadi, serta harta tersebut
merupakan titipan Allah untuk dikelola. Sehingga, dalam
harta yang berupa titipan tersebut ada harta orang lain
yang harus ditasharrufkan kepada yang berhak

Melalui ketiga fungsi tersebut, secara kajian mikro ada
hubungan era antara satu individu dengan individu yang lain.
Artinya ada hubungan timbal balik antara rumah tangga yang
berstatus sebagai muzakki dan rumah tangga yang berstatus
sebagai mustahik. Hal ini rumah tangga yang memiliki
kondisi surplus akan memberikan hartanya kepada rumah
tangga yang kondisi defisit. Keadaan ini akan berdampak
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pada kegiatan kegiatan konsumsi dan produksi yang
dilakukan oleh kedua rumah tangga tersebut (Rahmi, 2023;
Winatri et al., 2023) Berikut sirkulasi zakat dalam kajian
ekonomi mikro.

Gambar 1. Sirkulasi zakat dari muzakki kepada mustahik

- Zakat
Zakat Fitrah » konsumtif ——

Muzakki:

Rumeh Tangga | |

Surphus
Kondisi
kesejahteraan

Zakat mustahik:

defisit

Zakat
produktif

Sumber: diolah

Berdasarkan gambar di atas, muzakki sebagai rumah
tangga yang mengalami pendapatan surplus bisa
mengalokasikan hartanya untuk zakat fitrah di saat bulan
Ramadhan dan mengalokasikan zakat mal (harta) jika zakat
sudah memenuhi persyaratan diantaranya kepemilikan
sempurna (milik muzakki), mencapai nishab (sesuai ukuran
jenis harta yang dizakatkan), mencapai hau/ (satu tahun
kepemilikan), muslim dan sebagainya (Imsar et al., 2023).
Pengalokasian tersebut jika zakat fitrah berupa zakat
konsumtif, artinya zakat digunakan secara habis pakai.
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Biasanya zakat fitrah berupa makanan pokok yang diberikan
pada bulan Ramadhan. Sedangkan jika zakat mal bisa
didistribusikan berupa zakat konsumtif yaitu zakat yang habis
pakai langsung digunakan dan zakat produktif bisa
digunakan untuk modal kerja (Alvin Anzaz Islami et al., 2023).
Zakat produktif ini tidak digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari, namun digunakan untuk modal kerja
yang nantinya bisa berkontribusi bagi kesejahteraan para
mustahik yang merupakan rumah tangga yang menagalami
defisit (Azizah, 2021).

. Analisis Implikasi Zakat pada Kehidupan Ekonomi

Masyarakat Muslim dalam Kajian Ekonomi Mikro

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa zakat memiliki
kontribusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Telah
dijelaskan bahwa zakat tidak hanya bisa didistribusika secara
konsumtif tetapi juga didistribusikan secara produktif (Wulan
et al., 2023). Jika zakat hanya didistribusikan secara
konsumtif, maka hanya memiliki dampak sementara pada
kondisi mustahik. Namun apabila didistribusikan secara
produktif akan muncul kesinambungan harta yang dimiliki,
serta bisa merubah mustahiq menjadi muzakki. Maka,
dewasa ini pengelolaan zakat lebih kepada pendistribusian
yang ditujukan untuk produktivitas dana zakat. Sehingga
memiliki manfaat yang lebih luas daripada didistribusikan
secara konsumtif (Irfandi, 2022).

Upaya dalam memproduktifkan dana zakat, salah
satunya melalui pemberian modal kerja kepada para
mustahik. Dari modal tersebut, mustahik mengembangkan-
nya melalui usaha kecil. Berawal dari modal kecil tersebut,
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bisa terus berkembang sesuai dengan produktivitas usaha.
Jika memiliki produktivitas yang tinggi maka tidak menutup
kemungkinan posisi mustahik berubah menjadi muzakki
(Amelia, 2012; Umuri, 2023). Secara matematis berikut kurva
yang bisa diadopsi dari konsep hubungan muzakki dang
mustahik:

Gambar 2 Kurva fungsi zakat secara mikro

Price

_

Q o Q Quantitv

Sumber: Sakti (2004)

Berdasarkan gambar di atas, kurva, ada dua sisi yaitu sisi
muzakki dan sisi mustahik. Dari sisi muzakki, ada penurunan
penawaran dari kurva S menjadi S, karena adanya
perpindahan produktivitas dari muzakki ke mustahik,
sehingga muncul titik keseimbangan baru dari E’ menjadi E”.
Sedangkan dari sisi mustahik, zakat mampu meningkatkan
daya beli mustahik yang akhirnya akan meningkatkan
demand. Hal ini digambarkan dengan pergerseran kurva
permintaan dari D menjadi D’ sehingga titik
keseimbangannya dari E menjadi E’. Pada titik keseimbangan
(E”) harga terkoreksi dan menjadi relatif stabil jika
dibandingkan sebelum distribusi zakat namun dengan jumlah
quantity yang lebih besar (Siregar et al., 1999).
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Rumah tangga mustahik mayoritas menjadi wunit
consumer daripada producer, karena zakat yang
didistribusikan lebih banyak yang dinikmati secara konsumtif
daripada produktif. Mustahik sebagai unit consumer tentu
memiliki anggaran pengeluaran dalam konsumsinya, pun
demikian dengan muzakki. Perilaku konsumsi antara
muzakki dan mustahik dalam ekonomi mikro memiliki
aturan yang jelas, yaitu kegiatan konsumsi ditujukan untuk
pemenuhan falah (Syamsuri et al., 2022). Falah harus menjadi
orientasi akhir dalam perilaku konsumsi, sebab orientasi
kegiatan konsumsi bukan hanya pemenuhan utilitas tetapi
juga pemenuhan mashlahah. Unsur mashlahah terdapat
manfaat dan berkah (Bahsoan, 2011). Berkah mengandung
tiga indicator yang bisa direalisasikan (Jalili, 2021; Khatib,
2018), yaitu

a. Produk yang dikonsumsi harus halalan thoyyibah.
Keberkahan tercipta dari produk yang sudah
ditentukan oleh syariat terkait kehalalannya. Selain
itu, gizi dan keamanan produk ditunjukkan dengan
thoyyibah. Konsumsi seorang muslim harus
dipertanggungjawabkan dari sisi ini, baik dia sebagai
muzakki maupun mustahik.

b. Sikap dan perilaku konsumen tidak boleh israf dan
tabdzir, artinya tidak boleh berlebih-lebihan dan
juga tidak boleh boros. Harus memperhatikan
prioritas kebutuhan dan bisa membedakan antara
keinginan dan kebutuhan. Dalam hal ini muslim
diajarkan untuk konsumsi secara sederhana.

c. Kegiatan konsumsi diniatkan untuk mencari ridho
Allah dan ibadah hanya kepada Allah. Dalam hal ini,
konsumsi tidak hanya diniatkan memenuhi
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kebutuhan semata tetapi diniatkan beribadah kepada
Allah. Ibadah bukan hanya shalat tetapi
berkonsumsi juga termasuk ibadah.

Indikator tersebut mengisyaratkan bahwa dalam
kegiatan konsumsi rasionalitas Islam harus benar-benar
dijalankan, agar pencapaian falah bisa maksimal. Meskipun
secara matematis seorang konsumen dibatasi dengan adanya
pendapatan rumah tangga yang dimiliki (Indriani & Syofyan,
2023). Anggaran/pendapatan menjadi batasan konsumsi bagi
rumah tangga dengan rumusan pendapatan konsumen
adalah I, pendapatan yang siap dikonsumsikan (Ic) yang
merupakan bagian dari pendapatan total. Sementara terdapat
alokasi lain dari pendapatan, yaitu untuk menabung atau
investasi (Is) dan amal sholeh (IA) sehingga:

I=Ic+1Is+1IA
AB >1Ic

Jumlah bersih yang bisa dikonsumsikan (Allocated
budget) merupakan bagian dari pendapatan yang siap
konsumsi. Selanjutnya jumlah pendapatan yang sudah
disisihkan disebut AB (Allocated Budget) atau anggaran yang
sudah dialokasikan untuk konsumsi. Sebagaimana gambar
kurva anggaran berikut ini:

Gambar 3 Kurva Anggaran

AP/BY

AB/Px X
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Berdasarkan gambar tersebut misalkan terdapat dua
barang yang akan dikonsumsi, yaitu X dan Y dengan harga
masing-masing Px dan Py. Jika seluruh anggaran AB ini
dipergunakan untuk membeli X, maka akan mendapatkan X
sejumlah AB/Px. Demikian pula sebaliknya, jika anggaran ini
seluruhnya dipergunakan membeli Y, maka akan diperoleh Y
sejumlah AB/Py. Oleh karena itu, jika konsumen
menginginkan kombinasi pembelian X dan Y, maka akan
diperoleh anggaran sebagai berikut:

AB=PxX+PyY

Kurva AB mempunyai slope yang menurun, ini bisa
diketahui dari hubungan antara jumlah barang Y yang dibeli
dalam kaitannya dengan barang X yang dibeli, maka semakin
sedikit jumlah barang Y yang bisa dibeli. Sehingga slope
kurva anggaran menjadi menurun. Persamaan tersebut bisa
diformusikan menjadi

AB/Py - (Px/Py) X=Y

Slope dari garis ini diperoleh dengan mengambil
turunan pertama dari Y terhadap X, sehingga diperoleh
rumus

dY/dX= Slope AB= - (Px/Py)

Sementara bisa dijelaskan AB/Py merupakan konstanta
(titik potong kurva dengan sumbu Y) dari kurva anggaran
(Masruroh, 2005.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa budget
yang dimiliki harus dialokasikan untuk hal-hal yang halal
sehingga bisa mencegah hadirnya kemubadziran. Makna
halal bukan hanya sekedar mengalokasikan pada barang-
barang yang dibolehkan oleh syariah tetapi juga tidak
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terjebak pada hedonisme(Rahmawati et al., 2023) dan
konsumerisme yang cenderung mengarah ke arah
kemubadziran dan ke 7srafan.

Penjelasan di atas merupakan ilustrasi posisi muzakki
dan mustahik dalam analisis mikro sebagai unit consumer,
jika sebagai unit producer, maka muzakki sebagai pihak yang
memiliki dana zakat bisa menyalurkan zakatnya melalui
BAZNAS atau LAZ sehingga bisa disalurkan dalam bentuk
modal kerja untuk digunakan sebagai modal dalam berusaha
(kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan
bagi rumah-tangga penerima. Sehingga dana zakat tersebut
tidak akan habis begitu saja, melainkan akan berkembang
(Masruroh, 2023). Dengan memutarkan dana zakat untuk
kegiatan usaha akan memberikan kemampuan bagi rumah-
tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat
dapat beralih menjadi pemberi zakat (Masruroh et al., 2023).
Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang
lebih besar karena secara bertahap akan mengurangi
golongan miskin, sehingga penyaluran dengan cara ini dapat
menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang
sama setiap tahun (Gusti Oka Widana & Arief Rahman Hakim,
2023; Komarudin et al.,, 2023). Pada akhirnya penyaluran
zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya
dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang
banyak. Sehingga dampak dari penyaluran zakat ini secara
mikro bisa memberikan tambahan pendapatan per kapita
rumah tangga para mustahik (Dzakiyah & Panggiarti, 2023;
Nisa & HS, 2023; Umuri, 2023) .
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Analisis mikro menjadi penting dalam penyaluran zakat.
Sebab, zakat ini bersumber dari pendapatan keluarga atau rumah
tangga yang memiliki surplus untuk disalurkan pada rumah
tangga yang defisit. Dalam kajian mikro ini, muzakki dan
mustahik menjadi konsumen dan produsen. Prinsip-prinsip
dalam konsumen dan produsen didasarkan al Qur’an dan hadits.
Sehingga zakat yang disalurkan bisa disalurkan dalam bentuk
zakat konsumtif dan zakat produktif. Biasaya zakat konsumtif
langsung disalurkan kepada para mustahik dan rata-rata hanya
untuk kebutuhan pangan. Sedangkan zakat produktif dikelola
oleh lembaga amil zakat sehingga pendisitrbusian bisa dilakukan
untuk produktivitas UMKM. Jika dilakukan massif maka dampak
zakat akan sangat terasa. Dalam konteks ekonomi mikro, maka
keberadaan zakat bisa menambah pendapatan kaum mustahik,
dari sisi muzakki mengalami penyaluran dana. Sehingga posisi
mustahik diharapkan bisa menjadi muzakki, artinya mustahik
akan berdampak pada kondisi makro, sebab yang dilihat adalah
pertambahan pendapatan per kapita.
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Konsep Dasar Wakaf




A. Pengertian Wakaf

56

1.

Pengertian Wakaf Secara Bahasa

Wakaf dipandang dari segi etimologi berasal dari
bahasa arab “Wakaf’ yang memiliki arti “berhenti, diam
di tempat, menahan”. Kata Wakaf sendiri memiliki
kesamaan dengan kata “ Waqafa-Yaqifu-Waqfan” dimana
semakna dengan kata “Habasa- Yahbisu-Tahbisan”yang
artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak
dipindahmilikkan(Putra, 2022).

Istilah Wakafsecara bahasa awalnya dari kata Waqf
yang berarti terkembalikan (radiah), tertahan (al-tahbis),
tertawan (al-tasbil), dan mencegah (al-man’u)(Rosadi,
2019). Sedangkan istilah Wakaf menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah suatu pemberian yang tulus dan
ikhlas yang diberikan seseorang baik berupa benda
bergerak atau tidak bergerak untuk dimanfaatkan untuk
kepentingan umum, atau badan yang telah dibentuk
dengan agama Islam(Indonesia, 2008).

Secara sederhana istilah Wakaf dari sudut pandang
Bahasa memiliki arti sesuatu yang diberikan seseorang
baik berupa harta yang sifatnya bergerak atau tidak
bergerak dengan niat ikhlas untuk diambil manfaatnya
demi kemaslahatan umat di seluruh dunia.

Pengertian WakafSecara Istilah

Wakaf secara terminologi memiliki arti “menahan
hasilnya, namun hasilnya dapat diberikan kepada orang
lain, menahan suatu barang namun hasilnya bisa
disebarkan”(Sabiq et al., 1990).
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Pengertian wakaf secara Istilah syara’ adalah suatu
jenis pemberian dimana pelaksanaanya dilakukan
dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan
suatu kemanfaatan yang berlaku untuk umum. (Jawad
Mughniyah, 2011)’

Beberapa ulama ahli figh mendefinisikan wakaf
sebagai berikut:

a. Wakaf menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib
adalah sebuah penahanan harta yang memungkin-
kan dapat dimanfaatkan dimana disertai dengan
kekalnya zat benda dengan memutuskan (me-
motong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagaan-
nya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan
(Permana and Rukmanda, 2021).

b. Menurut Ahmad Azhar Basyir wakaf yaitu menahan
suatu harta yang dapat diambil manfaatnya yang
tidak mudah di musnahkan seketika, dan untuk
penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan
untuk mendapat keridloan Allah SWT(Latifah, 2021).

c. Idris Ahmad berpendapat bahwa wakafadalah suatu
bentuk penahanan dari harta yang untuk diambil
manfaatnya, sifat zatnya kekal, dan diserahkan ke
tempat-tempat yang telah ditentukan syara’ serta
dilarang  leluasa pada  benda-benda yang
dimanfaatkannya (Arifatin, Rohmah and Latifah,
2023)

d. Mneurut Imam Abu Hanifah wakaf merupakan
penahanan suatu benda yang menurut hukum tetap
milik dari wakif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya untuk kebajikan ummat(Midh, 2021).
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Imam Maliki berpendapat wakaf memiliki makna
tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari
kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah
wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan
wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya
serta tidak boleh menarik kembali wakamya(Martiwi
etal., 2023).

Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal sepakat
memberikan makna tentang wakaf adalah
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan
wakif setelah sempurna prosedur per wakafan. Wakif
tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang
diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau
mewariskan kepada siapapun(Pratama et al., 2023).

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh

para ulama dan ahli figih atas makna wakaf bisa
dikatakan bahwa wakaf merupakan suatu ibadah yang
dilakukan secara ikhlas dengan cara melepas harta yang
dimiliki baik itu harta yang bisa bergerak atau tidak
bergerak untuk diambil manfaat tanpa harus dijual,
dihibah, dan diwariskan kepada siapapun karena
memiliki sifat untuk dimanfaatkan oleh ummat dalam
kebaikan.

B. Sejarah Wakaf

58

Wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, karena
disyariatkan setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ke
Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang
berbeda di kalangan ahli yurisprudensi Islam(fuqaha)
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tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Sebagian
ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW yang pertama kali
melakukannya, yaitu dengan memberikan wakaf untuk
membangun masjid(Itang and Syakhabyatin, 2017).

Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan
oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, yang
berkata: "Kami bertanya tentang awal wakaf dalam Islam?"
Menurut orang Muhajirin, itu wakaf Umar, sedangkan orang-
orang Anshor mengatakan itu wakaf Rasulullah SAW. Pada
tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW mewakafkan ketujuh
kebun kurma di Madinah: A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan
kebun kurma lainnya. Umar bin Khatab dianggap sebagai
orang pertama yang melaksanakan syariat Wakaf, menurut
beberapa ulama(Setyorini and Kurniawan, 2022).

Setelah Umar bin Khattab melaksanakan hukum wakaf,
Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun
"Bairaha". Sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar,
mewakafkan sebidang tanah di Makkah untuk anak
keturunannya yang datang ke Makkah. Ali bin Abi Thalib
mewakafkan tanah Khaibar yang subur, dan Utsman
menyedekahkan hartanya di sana. Setelah Mu’ad bin Jabal
mewakafkan rumahnya, yang dikenal sebagai "Dar Al-
Anshar", Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin
Awwam, dan Aisyah, istri Nabi SAW, juga mewakafkan
perkebunan Mukhairik. Setelah Mukhairik dibunuh di perang
Uhud, Nabi menyisihkan sebagian keuntungan dari
perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama
satu tahun, dan sisanya untuk membeli rumah.

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin
Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun
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kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh
sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang
mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntuk-
kan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah.
Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi
Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal
mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar
Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas
bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah
istri Rasulullah SAW.

Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia
mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-
Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya
berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan
kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir
perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar
segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul
Mal.(Nissa, 2017).

Selama dinasti Islam, wakaf menjadi lebih populer. Pada
zaman Umayyah, Taubah bin Ghar al-Hadhramini
mendirikan lembaga wakaf di Basrah, dan pada zaman
Abasiyah, juga ada lembaga wakaf yang disebut "Shadr al-
Wuquuf" yang mengelola administrasi dan memilih staf
untuk mengelola wakaf, yang kemudian didistribusikan
kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, wakaf
berkembang dengan cepat dan beragam, dengan hampir
semua tanah pertanian diwakafkan dan dimiliki oleh negara.
Pada masa dinasti Mamluk, wakaf juga berkembang pesat,
dan berbagai jenis harta wakaf dapat diwakafkan kepada
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siapa pun yang dapat memanfaatkannya. Jadi, dari zaman
Rasulullah, kekhalifahan, dan dinasti Islam sampai sekarang
wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh
negara muslim, termasuk di Indonesia.(Al Farugq, 2020).

C. Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah
wakaf bersumber dari:

a. Ayat Al-Qur'an antara lain(Shihab, 2020): Artinya:
"berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat
kemenangan". (QS: al-Hajj: 77).

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al
Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan
al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan
wakaf.(Al-Husayni and ibn Muhammad, 2013).

Artinya: "Sebelum kamu menafkahkan sebagian
harta yang kamu cintai, kamu tidak akan mencapai
kebaktian (yang sempurna). Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahui." (QS: Ali
Imron: 92) (Shihab, 2020). Artinya:”Sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh butir dan menumbuhkan seratus
biji sebanding dengan perumpamaan orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah melipat
gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia pilih.Selain itu,
Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui
(QS: Al-Bagarah: 261)(Shihab, 2020)

b. Sunnah Rasulullah SAW
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Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal
dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara
shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh
yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)(Permana
and Rukmanda, 2021). Dari hadis di atas, dapat diketahui
bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus
meskipun telah meninggal dunia yaitu:

1) Shadaqah jariyah, yaitu shadagah harta yang
lama, dapat digunakan untuk tujuan kebajikan
yang diridhai Allah, seperti menyedekahkan
tanah untuk membangun masjid, rumah sakit,
sekolah, dan panti asuhan. Para ulama setuju
bahwa wakaf adalah yang dimaksud dengan
shadagah jariyah dalam hadits di atas.

2) Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimiliki
dapat memberikan kemanfaatan bagi semua
orang. Ilmu pengetahuan yang dapat secara
langsung  terlihat penggunaanya  seperti
kedokteran, teknologi, sosial, dan agama yang
bermanfaat bagi umat Islam dan kemanusiaan.
Hal ini mendorong kaum muslim pada zaman
dahulu untuk melakukan penelitian, menemu-
kan informasi baru, dan menulis buku yang
dapat digunakan di masa mendatang.

3) Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang
tuanya adalah hasil dari didikan yang baik dari
kedua orang tuanya, yang menghasilkan seorang
mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan
bahwa orang tua harus berusaha sekuat tenaga
untuk mendidik anak mereka. (Djalil and SH,
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2014) Artinya: Dari Ibnu Umar ra., Dia
mengatakan bahwa para sahabat Umar ra.
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan
mereka  kemudian  menghadap  kepada
Rosulullah ra. untuk meminta petunjuk. "Ya
Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu,
maka apakah perintahmu?" kata Umar.
Rosululloh menjawab, "Jika Anda suka, Anda
dapat mempertahankan (pokoknya) tanah itu
dan menyedekahkan (hasilnya)." Umar
kemudian melakukan shadagah, yang tidak
dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Umar
menyedekahkannya kepada fakir, keluarga,
budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu,
kata Ibnu Umar. Dan pengurus tanah wakaf
tidak dilarang makan dari hasilnya dengan baik
atau dengan tidak bermaksud menumpuk
harta(HR. Muslim)(Muslim, 2020).

Dari hadits diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab
menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan
kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah,
orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara
implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan
investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan
hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang
disebutkan di atas.(Dahlan, 1996)
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2.

Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintah Republik
Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan

yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia
adalah:(Hazami, 2016)

a.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
dalam pasal 42 tentang pengelolaan dan pengem-
bangan harta benda wakafsecara produktif, dimana
nazhir bisa bekerja sama dengan pihak ketiga seperti
Islamic Development Bank (IDB), investor,
perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat
(LSM), dan lain-lain(Aslina and Addieningrum,
2022). Agar terhindar dari kerugian, nazhir dapat
menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini
dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang
atau terkurangi sedikit pun (Aslina and Addie-
ningrum, 2022) Upaya supporting (dukungan) dalam
manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf
dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan
wakaf secara produktif.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
membahas tentang masalah wakaf dapat kita ketahui
pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf pasal 13 dan 14 menjelaskan tentang
tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang
benda wakaf bergerak seperti uang, pasal 39 berisi
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tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf{No,
2006).

d. Inpres No. 1 Tahun 1991 menjelaskan Tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal
pengembangan dan penyempurnaan terhadap
materi perwakafan yang ada pada perundang-
undangan sebelumnya yang membahas tentang
obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir
(KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219
ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225),
Peranan Majelis Ulama Indonesia dan Camat (KHI
pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).
(Indonesia, 1991)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berisi
tentang penjelasan perwakafan tanah milik
dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian
mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai
dengan tujuan wakif.(MASTURIADI, 2017)

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi
rukun dan syarat yang ada. Rukun dalam wakaf ada
empat (4) macam, yaitu :1. Wakif (orang yang
mewakafkan harta);2. Mauquf bih (barang atau benda
yang diwakafkan);3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang akan
menerima wakaflperuntukan wakab);4. Shighat
(pernyataan atau zkrar wakif sebagai suatu kehendak
untuk mewakafkan sebagian atau seluruh harta
bendanya)(Amaliah and mulya Syamsul, 2022).
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Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan
rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi
dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf.
Jika pengikut Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan
Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari
wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan shighat, maka hal ini
berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang
mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas
sighat(lafadz) = yang menunjukkan makna/substansi
wakaf.(Amir, 2013)

Dalam urusan wakaf Negara tidak tinggal diam yaitu
dengan mengambil peran dengan adanya pasal 6
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
Nah menurut Undang-Undang rukun wakaf meliputi:
(Amaliah and mulya Syamsul, 2022)

a. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda
miliknya)

b. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf
dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya)

c. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa
benda bergerak dan bisa berupa benda tidak
bergerak)

d. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang
diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir
untuk mewakafkan harta benda miliknya)

e. peruntukan harta benda wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf,
harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
(Abdullah, 2018)
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a. Sarana dan kegiatan ibadah

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, beasiswa

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan per-
undang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf (jangka waktu ini disesuaikan
dengan kondisi harta benda yang di wakafkan).

Syarat-syarat Wakaf

Berikut adalah syarat-syarat dalam pelaksanaan

Wakaf: (Suganda, 2014)

a.

Syarat bagi al-Waqif: Orang yang melakukan
perbuatan wakaf. 1. Hendaklah wakif memiliki
secara penuh hartanya, 2. Berakal dan dalam
keadaan sehat rohaninya, tidak dalam keadaan
terpaksa atau dalam keadaan jiwa yang tertekan, 3.
Baligh, 4. Orang yang mampu bertindak secara
hukum (rasyid)

Syarat Bagi al-Mawquf Harta benda yang akan
diwakafkan. 1. Harta harus jelas wujudnya atau
zatnya dan bersifat abadi (barang berharga). 2.
Diketahui jumlah/ kadarnya, 3. Dimiliki penuh oleh
orang yang berwakaf, 4. Hartanya berdiri sendiri,
tidak bercampur atau melekat kepada harta lain.
Syarat bagi al-Mauquf Alaih: Sasaran yang berhak
menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat
dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurry.
Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak
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membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu,
tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf Dzurry
adalah wakaf yang al-Wakif membatasi sasaran
wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga
keturunannya

d. Syarat untuk Shighat: Pernyataan pemberian wakaf,
baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. 1. Ucapan
mengandung kata-kata yang menunjukan kekalnya
amalan wakaf tersebut (za’hid), 2. Ucapan
direalisasikan segera (fanjiz), 3. Ucapan bersifat
pasti, 4. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat
yang membatalkan amalan wakaf.

E. Macam-macam Wakaf

68

Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari

segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu wakaf
langsung dan wakaf produktif.

WakafLangsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah
proses pengelolaan wakafuntuk memberikan pelayanan
langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf
masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.(Ali et al,
2018)

Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung
(non-produktif) antara lain adalah: (1). Wakaf Pohon
Untuk Diambil Buahnya . (2). Wakaf Kendaraan (3).
Wakaf Hewan (4). Wakaf Perlengkapan Rumah Ibadah
(5). Wakaf Senjata (6). Wakaf Buku (7). Wakaf Mushaf
(8). WakafPakaian (9). WakafTanah
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Wakaf Produktif

Sadono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata
sifat yang berasal dari kata product) diartikan sebagai
proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa
yang maksimum dengan modal yang minimum.
(Sardjono, 2017)

Produktif merupakan sebuah langkah nyata dalam
melakukan pergerakan ke arah yang lebih baik dan
memiliki tujuan yang pasti dalam suatu perusahaan
dengan mempertimbangkan resiko serta mengevaluasi
atas kegagalan yang dialami(Latifah, Sy and Ak, 2020)

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi
oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama
Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf
yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga
lahirnya Undanf-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
adalah bagian dari semangat memperbaharui dan
memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya
agar mendapatkan manfaat yang maksimum.(Khusaeri,
2015)

Wakaf produktif secara terminologi adalah
transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan
wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang
profesional untuk meningkatkan atau menambah
manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat
diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk
meningkatkan (memaksimalkan) fungsifungsi wakaf
agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak
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menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya
kebutuhan para pihak yang berhak menerima
manfaatnya maka wakafdalam batasan-batasan tertentu
telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat
(Khusaeri, 2015).

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf
produktif antara lain adalah: (1) Wakaf Uang (2). Wakaf
Saham. (3). Wakaf Obligasi Syariah (4). Wakaf Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) (5). Wakaf Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun (6). WakafHak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)(Latifah et al., 2020)

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf
langsung (non-produktif) dengan wakaf produktif adalah
terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian
wakaf. Wakaf langsung (non-produktif) membutuhkan
biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar
benda wakaf, sedangkan wakaf produktif sebagian
hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan
benda wakaf, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-
orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
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negara, membuka pemikiran pemerintah Indonesia
untuk lebih optimal dalam mengelola wakaf sebagai
pembantu sector kebijakan fiscal dalam membantu memperbaiki
permasalahan perekonomian di Indonesia (Indonesia, 2016).
Dalam hal ini pemerintah Indonesia memberikan beberapa
kebijakan dan model penerapan pemberdayaan wakaf untuk
mekanisme yang dapat digunakan atau diadopsi.
Untuk mekanisme dari segi pengelolaan wakaf, di Indonesia

KEBERMANFAATAN wakaf yang dirasakan oleh beberapa

pengelolaan wakaf dikelola oleh nazhir yang dari sisi bentuk
dapat dikelola secara perorangan, organisasi atau badan hukum
(Khosim & Busro, 2020; Rozalinda, 2016). Nazhir dalam bentuk
perorangan semisal pengelolaan wakaf di masjid yang dikelola
oleh takmir masjid setempat. Sedangkan dalam bentuk organisasi
atau berbadan hukum ialah pengelolaan yang sudah berbentuk
lembaga, lembaga ini biasanya yang sudah memiliki legalitas
sebelumnya dalam pengelolaan =zakat, infaq atau sedekah
sehingga tentunya sudah memiliki banyak sumber daya yang
sudah kompeten di bidang pengelolaan dana sosial. Terlebih
khusus di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia memiliki 2
kedudukan dalam pengelolaan wakaf yaitu dimana sebagai
pengelola wakaf atau nazhir dan juga sebagai pengawas dalam
pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazhir di lembaga lain.
Pengelolaan wakaf di Indonesia diperuntukkan untuk wakaf
bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Penggolongan wakaf
bergerak dan wakaf tidak bergerak telah tertulis di undang-
undang no 41 tahun 2004 (Megawati, 2014). Wakaf tidak bergerak
seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak
lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundangan yang
berlaku. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak yaitu ialah yang
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tidak bisa habis karena dikonsumsi contohnya adalah uang,
logam mulia, surat berharga, kendaraan dan lain-lain.

Pengelolaan pada wakaf benda tidak bergerak dan bergerak
memiliki pengelolaan yang cukup rumit dimana pengelolaan
tersebut sama-sama memiliki tantangan dan peluang yang
masing-masing berbeda (Baharuddin & Iman, 2018; Qowiyul
Iman, 2019). Tantangan pada pengelolaan wakaf benda tidak
bergerak adalah adanya biaya perawatan dan penyusutan nilai
yang memungkinkan pada penggunaan atau pengelolaannya
sehingga nazhir perlu melakukan perawatan pada benda-benda
wakaf tidak bergerak. Sedangkan untuk wakaf benda bergerak
memiliki tantangan pada likuiditas dan inflasi yang terjadi
(Firdaus et al., 2019). Tantangan-tantangan ini perlu diperhatikan
oleh nazhir atau pengelola agar tujuan dan kebermanfaatan dari
wakaf dapat diperoleh. Sehingga seorang nazhir perlu
mengetahui mekanisme yang tepat dalam mengelola wakaf.

Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004, beberapa syarat atau
unsur yang perlu diperhatikan dalam sebelum pelaksanaan wakaf
ialah yaitu (Badan Wakaf Indonesia, n.d. , 2020) :

1. Wakif (Pewakaf)

2. Nazhir (Pengelola, baik dalam bentuk lembaga,
perorangan, atau badan hukum yang memiliki legalitas
dari BWI)

Hart Benda Wakaf

Ikrar Wakaf

Peruntukan Harta Benda Wakaf
Jangka Waktu Wakaf

Pengelolaan aset wakaf memiliki pengaturan khusus dalam
pengelolaannya baik dari penghimpunan hingga pengelolaan aset
wakaf. Dalam penghimpunan, wakif wajib menyertakan
peruntukan dari barang yang sudah diwakafkan dan model

S A w
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pengelolaan wakaf yang diinginkan oleh si wakif. Semisal wakif
menginginkan untuk wakaf uang untuk diinvestasikan oleh
lembaga lembaga keuangan syariah yang memiliki record profit
yang bagus, dan wakif meminta agar nazhir ketika menerima
profit dari hasil investasi wakif meminta untuk diberikan kepada
pondok pesantren dalam bentuk beasiswa Pendidikan (Chusma et
al., 2022; Hasan, 2010).

A. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak
atau Wakaf Uang

Wakaf bergerak merupakan salah satu jenis wakaf yang
diminati oleh beberapa lembaga keuangan syariah, karena
sebagai salah satu modal investasi dan penghimpunannya
menggunakan instrument keuangan syariah (Hasan, 2010).
Pengelolaan wakaf bergerak ini salah satunya ialah uang. Dan
beberapa ulama di Indonesia mengklasifikasikan wakaf
bergerak masuk ke dalam 2 jenis yaitu wakaf uang dan wakaf
tunai (Sulistyani et al., 2020).

Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh
seseorang, organisasi atau badan hukum yang melakukan
wakaf melalui uang tunai. Wakaf uang memiliki potensi yang
sangat besar dikarenakan bentuknya yang fleksibel dan dapat
terjangkau dimanapun, sehingga diminati oleh banyak orang.
Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 terdapat 2 bentuk
pengelolaan wakaf uang, yaitu wakaf uang secara langsung
dan wakaf uang secara tidak langsung (Sulistyani et al., 2020).

1. Wakaf Uang Secara Langsung

Menurut Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020,
pelaksanaan pengelolaan wakaf uang secara tidak
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langsung yaitu melalui unit usaha atau proyek yang
sudah dimiliki nazhir, harus memiliki asuransi atau
jaminan dalam pengelolaannya. Sehingga syarat untuk
proyek nazhir yang digunakan memenuhi syarat yaitu
sesuai prinsip syariah, memiliki tingkat kelayakan sesuai
prinsip 5C (Character, condition, capital, capacity, and
collateral) dan 3P (people purpose, and payment) serta
melihat studi kelayakan pada proyek tersebut(Muhamad
Ali et al.,, 2018). Namun pelaksanaan ini tidak lepas
menggunakan akad-akad dan produk dari bank syariah,
sehingga pelaksaannya ini adalah dalam bentuk
pembiayaaan .

Alur atau mekanisme pengelolaan wakaf uang secara
langsung ialah wakif memiliki niat untuk mewakafkan
uangnya, selanjutnya wakif dapat memilih lembaga
wakaf yang memiliki kredibiltas dan pengelolaan yang
bagus dalam melaksanakan program pengelolaan wakaf
uang, wakaf ini dimaksudkan adalah sebagai modal
usaha dari usahanya nazhir (lembaga wakaf) yang sudah
terjamin profitibilitasnya contohnya adalah rumah
makan atau rumah sakit. Selanjutnya wakif dapat
memilih lembaga keuangan syariah penerima wakaf
uang sebagai media penyaluran atau penyimpanan wakaf
uang dengan atas nama rekening yaitu adalah lembaga
wakaf tersebut yang sudah ditunjuk oleh wakif. Uang
yang sudah masuk ke rekening tersebut akan digunakan
dan diputar dalam usaha yang sudah dilakukan oleh
lembaga wakaf. Hasil perputaran modal usaha tersebut
selanjutnya akan mendapatkan profit atau laba. Laba
kemudian akan diberikan kepada mauquf alaih, sesuai
besaran persentase modal usaha yang sudah diberikan
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oleh wakif, kemudian dalam segala proses yang terjadi
lembaga wakaf perlu melakukan laporan aktifitas
pengelolaan kepada Badan Wakaf Indonesia. Skema
pengelolaan wakaf ini bisa menggunakan akad-akad
syariah misalnya adalah mudharabah mutlagah atau
mugqoyyadah. Berikut Gambar 1 adalah skema alur
pengelolaan wakaf secara langsung.
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Gambar 1. Alur Mekanisme Wakaf Uang Secara
Langsung

2. Wakaf Uang Secara Tidak Langsung.

Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung ini
juga menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah.
Peruntukan uang tunai ini berikan dalam bentuk
investasi dana melalui Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh nazhir.
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Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf
mengatur bagaimana wakaf uang dilakukan di Indonesia.
Undang-undang tersebut menetapkan terkait
pelaksanaan wakaf uang yang mensyaratkan adanya
wakif melakukan transaksi wakaf uang melalui Lembaga
Keuangan Syariah (LKSPWU), selanjutnya wakif
membuat pernyataan atas barang yang diwakafkan
sesuai dengan peruntukan yang diinginkan wakif secara
tertulis, kemudian wakif menerima sertifikat wakaf uang
yang telah diterbitkan melalui LKSPWU yang ditunjuk
oleh wakif.

Sehingga di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 pemerintah lebih menjelaskan lagi kembali secara
lebih detail terkait persyaratan wakaf, untuk jenis wakaf
uang yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah atau
mata uang Indonesia, selanjutnya untuk mekanisme
transaksi menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang. Tentu saja hal ini
menjadikan wakaf uang sebagai dana segar untuk
meningkatkan produktifitas bank syariah. Berikut adalah
Gambar 2 yang menjelaskan terkait alur transaksi
pengelolaan wakaf uang yang melalui lembaga keuangan
syariah penerima wakaf uang. Dalam pengelolaan wakaf
uang, yang dapat dimanfaatkan oleh mauqufalaih adalah
hasil dari bagi hasil investasi yang sudah diinvestasikan
dilembaga keuangan syariah.

Dalam mekanisme pengelolaan wakaf uang yang
ditetapkan sebelumnya pada PP No. 42 Tahun 2006 yaitu
dimana wakif sebagai pewakaf menunjuk nazhir A untuk
mengelola wakaf, nazhirnya sebelumnya telah memiliki
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rekening di LKS-PWU sehingga transaksi akan dilakukan
melalui Virtual Account yang dimiliki oleh nazhir,
selanjutnya wakif akan membuat surat pernyataan
terkait peruntukan wakaf uang tersebut, setelah itu wakif
akan mendapatkan sertifikat wakaf uang yang
dikeluarkan oleh LKS-PWU sebagai bukti bahwa wakaf
uang tersebut telah diterima. Wakaf uang tersebut masuk
ke rekening nazhir atau lembaga wakaf dalam bentuk
tabungan dengan akad mudharabah muqoyyadah. Dalam
beberapa waktu ke depan akan terdapat bagi hasil dalam
pengelolaan wakaf uang tersebut yang akan masuk ke
rekening nazhir, nazhir akan memberikan bagi hasil
tersebut sesuai peruntukan yang diamanahkan oleh
wakif (Megawati, 2014)

i

Maugquf Alaih
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e <

Sumber : KNEKS 2021

Gambar 2 Alur Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Tidak
Langsung pada UU No. 42 Tahun 2006
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Namun di tahun 2023 berdasarkan undang-undang 4
tahun 2023 menjelaskan bahwa bank syariah dan UUS
dapat menjadi nazhir untuk wakaf uang, sehingga wakif
dapat langsung ke bank syariah untuk melakukan
transaksi wakaf uang tanpa melalui lembaga wakaf yang
lain. Hal ini menjadi sesuatu yang baru dan bank syariah
menjadi posisi yang paling penting dalam pengelolaan
wakaf uang di Indonesia. Dengan tingkat profitalitas dan
adanya Lembaga Penjamin Simpanan pada bank syariah
dan UUS menjadikan posisi yang tepat untuk bank
syariah sebagai pengelola wakaf uang, agar nilai tetap
dari wakaf uang dapat terjamin (Donna, 2007). Sehingga
terdapat Gambar 3 sebagai ilustrasi yang menjelaskan
mekanisme pengelolaan wakaf uang dengan peraturan
yang baru di tahun ini.

Dengan adanya peraturan baru ini, tentu hal ini
menekankan peran penting pada bank syariah sebagai
lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk
pengelolaan wakaf sebagai nazhir wakaf agar lebih
memperhatikan  kredibilitas, yaitu dengan cara
meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
Sumber daya yang dimaksud adalah yang memiliki nilai
moral yang tinggi dan memiliki kompetensi dalam hal
pengelolaan sehingga dapat memproduktifkan wakaf
dengan inovasi dan pengelolaan wakaf yang efektif.
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Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang dengan
Lembaga Keuangan Syariah sebagai Nazhir

Di Indonesia selain wakaf uang, juga memiliki istilah
wakaf tunai, wakaf tunai yang dimaksud adalah memiliki
mekanisme seperti urunan, yang dimana urunan ini
nantinya adalah untuk membeli suatu produk yang
ditujukan untuk diwakafkan. Seperti misalnya terdapat 3
wakif yang ingin mewakafkan suatu barang misalkan
motor. Sehingga 3 wakif ini memberikan uang dengan
system urusan semisal wakif A memberikan uang
Rp.5.000.000,00, wakif B memberikan uang sebesar Rp.
2.000.000,00 dan wakif C memberikan uang sebesar Rp.
9.000.000 sehingga terkumpul dana sebesar Rp.
16.000.000,00. Dana yang terkumpul ini kemudian
diamanahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dibelikan
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sebuah kendaraan yang tujuannya adalah wuntuk
diwakafkan guna operasional guru di daerah pedalaman.
Berikut adalah gambar 4 yang menjelaskan skema wakaf
tunai, yang menjadi salah satu program yang diminati
oleh wakif (Atabik, 2016; Supriyatin, 2013).

Urunan wakaf untuk Nazhir membelikan Motor diwakafkan untuk
membeli sesuatu motor untuk di wakafkan dimanfaatkan mauquf alaih

. o 0¥
b A

Maugquf Alaih
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Wakif Nazhir Benda yang diwakafkan

Gambar 4. Mekanisme Wakaf Tunai

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda Benda
Tidak Bergerak

Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak merupakan
salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh nazhir atau
pengelola wakaf untuk inovatif dalam pengelolaannya.
Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan wakaf
benda tidak bergerak adalah pertama, pemahaman
masyarakat dan nazhir yang masih beranggapan wakaf hanya
dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan. Hal ini
tercermin di laporan SIWAK tahun 2022 yang dimana
pengelolaan wakaf masih memiliki proporsi paling banyak
digunakan untuk mushola, masjid atau makam. Sedangkan
untuk sekolah atau sosial lainnya masih memiliki prosentase
yang sedikit. Kedua, belum ada perhitungan yang efektif
dalam peruntukan perencanaan produktifitas wakaf yang
bagus. Gagalnya dalam memproduktifkan benda-benda
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wakaf tidak bergerak dikarenakan belum ada perhitungan
untuk studi kelayakan pada benda wakaf tersebut, sehingga
dalam jangka panjang sering mengalami kegagalan dalam
memproduktifkan aset-aset wakaf. Beberapa penelitian
seperti Baiq Rizki Pratama, (2019) telah membuat sebuah
konsep perhitungan atas kelayakan tanah wakaf dengan
menggunakan konsep highest and best use, namun konsep
ini belum diterapkan di tanah wakaf, sehingga belum terlihat
efektifivitas dari konsep perhitungan ini. Ketiga, banyak
benda-benda wakaf yang memerlukan suntikan keuangan
dari lembaga keuangan syariah untuk memproduktifkan,
sehingga mungkin perlu berkolaborasi dengan wakaf uang
atau wakaf tunai dalam memproduktifkannya, hal ini
dikarenakan wakaf bernda tidak bergerak tidak dapat berdiri
sendiri. Keempat, lamanya perpindahan status sertifikasi
tanah ke tanah wakaf, padahal perubahan status perpindahan
ini menjadi sangat penting dan pokok pada transaksi
perwakafan, mengingat untuk menghindari beberapa
permasalahan seperti perebutan dengan ahli waris dari wakif
atau perjualan secara illegal pada tanah oleh pihak ketiga.
Beberapa kasus ditemukan data SIWAK di tahun 2022 baru
terdapat 57,42 % tanah yang memiliki sertifikat tanah wakaf,
sehingga terjadi beberapa kasus sengketa tanah wakaf yang
dilakukan oleh ahli waris tentu saja ini menjadi tanggung
jawab yang berat oleh seorang nazhir. Berikut adalah gambar
5 mekanisme wakaf benda tidak bergerak yang umumnya
terlaksana atau secara tradisional.
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Gambar 5. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Tradisional

Namun, mekanisme ini menghadapi beberapa tantangan
dan permasalahan pengelolaan wakaf, hal ini disebabkan
dalam memproduktifkan benda tidak bergerak perlu adanya
supply dana, mengingat adanya operasional dalam
memproduktifkan tersebut, sehingga beberapa belakangan
ini nazhir perlu adanya kesesuaian dan peningkatan inovasi
dalam pengelolaan wakaf. Maka nazhir perlu memahami
mekanisme pengelolaan wakaf, selain itu perlu adanya
kesesuaian dengan Kklasifikasi nazhir dalam
memproduktifkan aset-aset wakaf benda bergerak ini.
Terutama di era modern ini nazhir perlu memproduktifkan
aset-aset wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan dengan aset-aset wakaf benda bergerak yaitu
adalah uang. Berikut adalah contoh pada gambar 6 skema
kolaborasi antara aset wakaf benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Pada skema di gambar 6 ini mengkolaborasinya
wakaf uang dengan wakaf tanah.
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Gambar 6. Skema Mekanisme Pengelolaan Wakaf Benda
Tidak Bergerak dan Benda Bergerak

Skema pengelolaan wakaf pada gambar 5 ini
menjelaskan terkait pengelolaan wakaf pada benda tidak
bergerak, yang dimana di contoh di atas merupakan tanah.
Sebelumnya nazhir perlu memastikan bahwa tanah tersebut
telah bersertifikat tanah wakaf, dalam arti sudah terima hak
guna dan milik untuk nazhir dapat mengelola tanah tersebut.
Kemudian nazhir mendapatkan wakif lain yang dimana ingin
mewakafkan uangnya agar dapat di produktifkan untuk ke
sector perkebunan. Dari hasil pengelolaan perkebunan wakif
meminta agar laba atau profit tersebut dapat digunakan
untuk keperluan pondok pesantrennya. Dalam menghadapi
tantangan ini nazhir perlu mencari tanah wakaf yang belum
produktif namun cocok untuk digunakan perkebunan dengan
menggunakan perhitungan tertentu. Sehingga dalam hal ini
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tanah wakaf yang belum produktif dapat produktif karena
mendapat saluran modal dari wakif yang lain. Dalam
pengelolaan wakaf kolaborasi ini nazhir perlu mengawasi
pengelolaan wakaf ini agar dapat produktif dan sesuai
harapan dari keinginan si wakif. Skema ini dapat digunakan
untuk prospek Kesehatan, peternakan atau pun usaha
lainnya.
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Permasalahan wakaf di Indonesia

Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam
melaksanakan tugasnya wakaf produktif yang dapat berupa
wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf perusahaan,
bahkan linkeded sukuk waqf dll yang terus berwujud menjadi
sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat
menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional
(Imam T Saptono, 2018). Indonesia sebagai negara dengan
jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia,
memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari dana wakaf
yang cukup besar. Untuk merespon hal tersebut politik
hukum Islam (Pasal 47). Agar UU ini berjalan dengan efektif,
pada tahun 2006 pemeritah mengeluarkan PP No. 42 Tahun
2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Wakaf (Fauzi, 2022).

Bahwa adanya UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan
pelaksananya akan mengokohkan pentingnya eksistensi
wakaf di Indonesia. Wakaf pada awalnya berupa tanah.
Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara
produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum terjangkau
dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam masalah
kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf
yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih
digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh
pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk
tukar guling (ruislag) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak
pro porsional. (Samarinda, 2021) Belum lagi penggelapan dan
pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan
dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta
tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.
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Berikut problematika wakaf adalah :
Kurangnya sosialisasi

Pada umumnya masyarakat belum memahami
hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi
rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkan-
nya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat
sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf
masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf,
apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada
siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf,
dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir Pemahaman
masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif
berakibat nadzir yang dipilih oleh wakif juga mereka
yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid.
Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan
kemampuan nadzir untuk mengembangkan masjid
sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan
demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk
memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit
wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian
umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa
lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun
para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup
banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya
diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

Pengololaan manajemen

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat
memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta
wakaf telantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta
wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain
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adalah karena umat Islam pada umumnya hanya
mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu
wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah,
serta nadzir yang kurang profesional. Oleh karena itu
kajlan mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini
sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam
memberdayakan  ekonomi umat di Indonesia
dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif.

Dalam mengatasi masalah ini, paradigma baru
dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus
dikelola secara produktif dengan menggunakan
manajemen modern. Mengatasi wakaf secara produktif
mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan
melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar
manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating),
dan pengawasan (controlling) akan memaksimalkan
pendayagunaan wakaf. Melakukan prinsip pengawasan
(controlling) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf
berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini
UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa
pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa
akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi
peng- awasan (controlling) ini akan berimplikasi pada
terwujudnya good governance (tata kelola yang baik)
yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akun-
tabilitas. Pada tahap berikutnya implementasi prinsip
akuntabilita sangat berdampak pada meningkatkan
kepercayaan publik (public trust) pada lembaga tersebut.
Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diawali
mengingat masih banyak lembaga pengelola wakaf yang
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belum mengedepankan prinsip akuntabilitas ini,
sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada
hilangnya kepercayaan (distrust) masyarakat terhadap
lembaga itu. Dalam pengelolaan wakaf sendiri,
kepercayaan masyarakat merupakan social capital yang
terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan
masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat
kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf
sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

Objek wakaf dan komitmen nadzir

Objek wakaf dikembangkan mencakup benda
bergerak yang dapat diwakafkan, seperti: uang rupiah,
logam mulia, surat berharga, benda bergerak lain yang
berlaku, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak
sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Benda wakaf adalah segala
benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki
daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai
menurut ajaran Islam. Jumlah aset wakaf tanah di
Indonesia sangat besar. Wakaf tanah di Indonesia
sebanyak 358.710 lokasi, dengan luas tanah 1,538,198,586
M2. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran
maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan mem-
berdayakan ekonomi masyarakat.

Nadzir salah satu unsur penting dalam perwakafan.
Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada
kemampuan nadzir. Di berbagai negara yang wakafnya
telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan
umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Pada
umumnya wakaf di Indonesia dikelola nadzir yang belum
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mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawab-
nya. Wakaf diharapkan dapat memberi kesejahteraan
pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-
menerus tergantung pada zakat, infaq dan sadaqah
masyarakat. Seorang nazhir dituntut bisa kreatif dan bisa
mengelolawakafsecaraproduktif agarlebihmaslahat. Di
samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir
yang kurang memegang amanah, seperti melakukan
penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi
harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga
memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk
mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum
berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang
diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir harus
mempertimbangkan kompetensinya. Dengan demikian
nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas
harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya,
mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf
kepada orang yang berhak menerimanya, segala sesuatu
yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan
kekal.

Nazhir memegang peranan yang sangat penting,
karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di
antaranya sangat tergantung pada nazhir wakaf. Agar
harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan
dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus
dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan.
(Muntaqo, 2015)

Tugasnya seorang nazhir adalah berkewajiban untuk
mengadministrasikan harta benda wakaf, menjaga,
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mengem-bangkan harta benda sesuai dengan fungsi,
tujuan, dan peruntukannya serta melestari-kan manfaat
dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang
berhak menerimanya. Di samping itu nazhir juga
berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf.
Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan tidaknya
suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan
nadzir. Berkenaan dengan tugasnya yang cukup berat,
maka nadzirpun mempunyai hak untuk memperoleh
hasil dari pengembangan wakaf. Walaupun para
mujtahidin tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu
rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus
menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf). Pengangkatan
nazhir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap
terjaga dan terkelola sehingga harta wakaf itu tidak sia-
sia. Nazhir tersebut bisa berbentuk perorangan,
organisasi maupun Badan Hukum. Oleh karena itu
pengelolaan dan pengem-bangan benda wakaf,
khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh nadzir yang
profesional. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa seseorang
hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi
persyaratan: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama
Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani
dan rohani; dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum. Adapun tugas nadzir dalam Undang- Undang
Wakaf dengan jelas disebutkan dalam Pasal 11, yakni: a)
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b)
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c)
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d)
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
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Indonesia. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang
disebutkan dalam undang- undang, agar nazhir dapat
bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka
nadzir, khususnya nadzir wakaf uang juga harus
memiliki kemampuan yang lain seperti: 1) Memahami
hukum wakaf dan peraturan perundang- undangan yang
terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir
sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf
dan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan
masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut,
seorang nadzir tidak akan mampu mengelola wakaf
dengan baik dan benar; 2) Memahami pengetahuan
mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan
syari'ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi
Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh
karena itu sudah selayaknya seorang nadzir, khususnya
nadzir wakaf uang, dituntut memahami ekonomi syari’ah
dan instrumen keuangan syari’ah; 3) Memiliki wawasan
tentang praktik perwakafan khususnya praktik wakaf
uang di berbagai Negara. Dengan demikian seorang
nadzir diharapkan mampu melakukan inovasi dalam
mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya
praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki,
dan lain-lain; 4) Memiliki akses kepada calon wakif.
Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang
memiliki kemampuan melakukan akses terhadap calon
wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana
wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat
membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
umat; 5) Mengelola keuangan secara professional dan
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sesuai dengan  prinsip-prinsip  syari’ah, seperti
melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat
berupa investasi jangka pendek, menengah maupun
jangka panjang; 6) Melakukan administrasi rekening
beneficiary. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi
dan sumber daya manusia yang handal; 7) Melakukan
distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu
melakukan investasi, diharapkan seorang nadzir juga
mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf
kepada mawquf ‘alayh. Diharapkan pendistribusiannya
tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat
memberdayakan mawquf ‘alayh; dan 8) Mengelola dana
wakaf secara transparan dan akuntabel. Seorang nadzir
harus bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan para pihak
yang berwenang. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan
perlunya dibentuk Badan wakaf Indonesia (BWI). Dalam
Pasal 49 ayat (1) di-sebutkan Badan Wakaf Indonesia
mempunyai tugas dan wewenang: a) melakukan
pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf; b) melakukan
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
berskala nasional dan internasional; c¢) memberikan
persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan
dan status harta benda wakaf; d) memberhentikan dan
mengganti nadzir; e) memberikan persetujuan atas
penukaran harta benda wakaf; f) memberikan saran dan
pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan dibidang perwakafan Pasal yang sama ayat (2)
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menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI
dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli,
badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini
nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga
mempunyai tugas untuk membina para nadzir, sehingga
nantinya  wakaf dapat berfungsi sebagaimana
disyariatkannya wakaf. Agar wakaf dapat berkembang
dengan baik dan nazhir melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, maka harus dilakukan pengawasan terhadap
pengelolaan wakaf. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 42
menegaskan nadzir wajib mengelola dan mengembang-
kan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan
peruntukannya. Agar memiliki daya guna yang
maksimal, nadzir harus bersifat amanah dan profesional.
Tanpa kedua kemampuan tersebut, seorang nadzir tidak
mungkin dapat mengelola harta wakaf secara maksimal.
Karena perannya yang sangta urgen, hukum positif
Indonesia menetapkan nadzir sebagai unsur dalam
perwakafansebagaimanaditunjukkan oleh PPNo. 28
Tahun 1977 Pasal 1, KHI Pasal 215 (5) dan UU No.41
Tahun 2004 Pasal 6

Lemahnya sistem kontrol

Pengawasan hal yang sangat mutlak dilakukan.
Beberapa dekade perwakafan di Indonesia kurang
mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup
banyak harta wakaf yang telantar bahkan ada sebagian
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harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah
maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan
salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf
yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda
bergerak lainnya. Oleh karena itu sebuah lembaga wakaf
harus bersedia untuk diaudit. Pengawasan terhadap
pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa
Bani Umayyah, yakni abad ke-7 dan paruh pertama abad
ke-8. Fungsinya untuk mengawasi distribusi hasil wakaf
dari kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh nazhir.

Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat
penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan
pengawasan pemerintah yang berkompeten. Barangkali
yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah
lemahnya kontrol administrasi dan keuangan. Oleh
karena itu, pengawasan pada kedua hal ini memerlukan
keseriusan. Di samping pengawasan oleh masyarakat
setempat, peran pengawasan pemerintah juga sangat
penting. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan
harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai
dengan standar kelayakan adminstrasi dan keuangan
yang ketetapannya diambil dari standar yang berlaku di
pasar, yang pada intinya menurut standar harga atau
standar gaji di lembaga ekonomi yang berorientasi pada
keuntungan, dengan tetap menjaga ciri-ciri objektif dan
tujuan-tujuannya. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih
efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak
pemerintah, karena bersifat lokal terutama untuk setiap
harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas
wakaf dan dengan tujuannya secara langsung.
Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan

Manajemen Ekonomi Ziswaf | 97



98

keuangan secara bersamaan. Adapun pengawasan oleh
pemerintah dapat melalui dua aspek administrasi dan
keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis
pengawasan eksternal secara berkala. Dengan pengawas-
an ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah
tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang
dengan baik dan hakhak mawqaf ‘alayh terpenuhi,
sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan
kesejahteraan umat. Regulasi pengawasan perwakafan di
Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1)
disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk
mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam
ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian
dalam Pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan
pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan
publik. Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pe-
laksanaan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42
disebutkan: (1) Pengawasan terhadap perwakafan
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif
maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas
pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan
melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang
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disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan
wakaf; (4) Dalam  melaksanakan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan
masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik
independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri.
Pembinaan dan pengawasan dalam persoalan wakaf ini
sangat penting. Itulah sebabnya Pasal 63 menegaskan
bahwa: (1) Menteri melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk
mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. (2) Khusus
mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama
Indonesia.

B. Wakaf tanah

wakaf bebar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Harta benda yang di wakafkan masih banyak yang belum
bersertifikat karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
“pertama” kuatnya masyarakat Indonesia dalam pemahaman
fiqih klasik dalam persoalan tanah wakaf “kedua” kurangnya
sosialisasi yang ada di masyarakat tentang undang-undang
perwakafan “ ketiga” para pejabat tehnik wakaf belum
mempunyai persepsi yang sama untuk berupaya
pengembangan dan pemberdayaan wakaf “keempat”
Keberadaan Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum
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bisa dikelola secara optimal dari manfaat wakaf tersebut
“kelima” pembiayaan sertifikat wakaf yang cukup mahal dan
belum ada yang profesional dalam mengurus tanah wakaf,
maka pemerintah berusaha memberikan sosialisasi tentang
UU perwakafan yang baru dengan harapan masyarakat lebih
mengerti pentingnya dari wakaf tersebut dan masyarakat
juga dapat meminimalisir problematika yang akan muncul
dimasa yang akan datang soal perwakafan.(Fauzi, 2022)

Pasal 54 ayat (1) UU Wakaf menyebutkan bahwa untuk
dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia,
setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: a) Warga
negara Indonesia; b) Beragama Islam; ¢) Dewasa; d) Amanah;
e) Mampu secara jasmani dan rohani; f) Tidak terhalang
melakukan perbuatan hukum; g) Memiliki pengetahuan,
kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan
dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari’ah;
dan h) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk
mengembangkan perwakafan nasional. Satu hal penting
dalam UU ini adalah masalah peruntukan wakaf. Mengenai
peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk
kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan
untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda
wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda
wakaf dapat memasuki wilayah/ kegiatan ekonomi dalam arti
luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip
manajemen dan ekonomi syari’ah. Dengan melihat substansi
Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terlihat
bahwa masa depan perwakafan di Indonesia cukup
prospektif ~dan cukup menjanjikan dalam upaya
menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi masyarakat
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faktor yang melatar belakangi pemahaman wakaf dalam
sejarah islam yang menjadi faktor penyemangat membangun
rumah peribadatan mereka dengan ikhlas dan peduli mereka
mengorbankan sebagian tanah harta miliknya demi
kepentingan rumah peribadatan, jadi wakaf telah dikenal
sebelum islam untuk itu yang membedakan wakaf sebelum
islam dengan wakaf dalam islam adalah perbuatan wakaf
yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat jahiliyah
semata-mata untuk mencari prestise, akan tetapi pandangan
islam untuk mencari ridha Allah. Orang yang pertama
melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad SAW
mewakafkan tanak miliknya untuk dibangun Masjid, ulama
lain yang menyatakan bahwa bahwa yang pertama kali
adalah sahabat Umar bin Khatab dan di kuatkan oleh hadis
rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra praktek
wakaf juga berkembang dimasa kholifah dan banyak
masyarakat berorientasi untuk melaksanakan wakaf untuk
orang-orang fakir miskin juga bisa untuk membangun
lembaga pendidikan dan perpustakaan membayar gaji para
karyawannya, guru dan beasiswa dan mahasiswa mereka.
Maka negara berkonsentrasi pengelolaannya sebagai salah
satu satu sektor sosial ekonomi umat.(Muntaqo, 2015)

Wakaf Dalam Lintasan sejarah Indonesia para ulama dan
tokoh agama memperkenalkan wakaf banyak Masjid-Masjid
bersejarah dibangun dari tanah Wakaf, wakaf sudah mulai
berkembang sejak jaman pemerintahan kolonial belanda
bahwa lembaga wakaf berasal dari agama islam diterima
menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Dimana pada masa
perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah,
pondok pesantren, masjid, musholla, langgar dan pekuburan,
wakaf sangat bermanfaat untuk meningkatkan lembaga
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ekonomi sosial masyarakat islam. Selain itu tanah wakaf
untuk bidang pertanian, pendirian toko-toko, koperasi, dan
bengkel hasilnya untuk kepentingan pendidikan, ponpes dan
dibidang kesehatan juga benda bergerak seperti uang,saham
berharga , pengolahan wakaf lebih menekankan tanggung
jawab dan transparan

ada tiga hal yang bisa dilakukan guna menyelesaikan
masalah-masalah perwakafan, yaitu: kepastian hukum,
kedudukan hukum, dan pemberdayaan wakaf itu sendiri.
Terkait kepastian hukum, Wamenag menyarankan agar
peraturan terkait wakaf, baik undang-undang ataupun
peraturan menteri, bisa diadendum menyesuaikan dengan
permasalahan yang saat ini terjadi.

Permasalahan Wakaf uang

wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak. Wakaf
uang sering diistilahkan dengan wakaf tunai (cash waqf)
merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke
dalam sector-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan
ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan
sosial (Abubakar, dkk., 2006). Menurut Murat Cizakca,
sebagaimana dikutip oleh (Siska Lis Sulistiani, 2017) wakaf
uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di
akhir abad ke-16 (1555-1823 M) dimana konsep wakaf uang ini
semakin popular setelah Profesor Mannan mensosialisasi-
kannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank
Limited (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (Cash
Waqf Certificate) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya
dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkan
kepada orang- orang miskin. Di Indonesia konsep wakaf uang
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tersendiri diakui secara hukum sebagaimana diatakan dalam
Pasal 16 ayat (1) Undang- undang Wakaf bahwa Harta benda
wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Menurut Pasal 16 ayat (3) Undang- undang Wakaf, benda
bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta
benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas
kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain
sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28 Undang-undang
Wakaf dinyatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda
bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah
yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 29
Undang-undang Wakaf diatur mengenai mekanisme wakaf
uang, yaitu 1. Wakaf benda bergerak berupa uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh
Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan
secara tertulis. 2. Wakaf benda bergerak berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam
bentuk sertifikat wakaf uang. 3. Sertifikat wakaf uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan
disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif
dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

wakaf uang dan wakaf lainnya adalah sama menurut
fikih. Hanya saja dalam menjadi nazhir (pengelola wakaf),
ada perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf non-uang.
Syarat nazhir dalam wakaf uang lebih ketat. Tidak boleh
individual dan sembarangan. Jika nazhir wakaf selain uang
boleh dari perseorangan, yayasan, ataupun ormas, maka
nazhir wakaf uang harus lembaga wakaf formal berbadan
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hukum dan mempunyai keahlian dan reputasi yang baik
dalam pengelolaan keuangan berdasarkan syariat

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh orang
perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum
dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian
uang adalah surat-surat berharga.

Istilah wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf/waqf al-
Nuqud) belum dikenal di zaman Rasulullah saw. Wakaf uang
baru dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-
Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka yang
paling awal menfatwakan wakaf uang. Imam az-Zuhri
menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan
sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sejak itu,
wakaf uang mulai popular di kalangan muslim (Abu Su’ud,
Dar Ibn Hazm, 1997: 20-21).

Di Turki, pada awal abad ke-15 hijriah praktik wakaf
uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah
masyarakat. Pihak yang berwenang di Ottoman telah
menyetujui wakaf uang dan dipraktikkan hampir 300 tahun,
dimulai dari tahun 1555-1823 masehi. Lebih dari 20 persen
wakaf uang di kota Bursa, selatan Istanbul, telah bertahan
lebih dari seratus tahun (Hendri Tanjung, 2014).

Sedangkan di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang
akhir-akhir ini telah diluncurkan oleh pemerintah melalui
GNWU.

Komisi Fatwa MUI melalui rapat yang dilaksanakan pada
tanggal 26 April 2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang
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adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai. 2) Termasuk dalam uang
adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang hanya boleh
disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan
secara syari. 4) Nilai pokok wuang harus dijamin
kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau
diwariskan.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh MUI
dalam menghasilkan fatwa tersebut, di antaranya: 1) QS. Ali
Tmran [3]: 92, tentang perintah agar manusia
menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya; 2) QS. al-
Baqgarah [2]: 261-262, tentang balasan yang berlipat ganda
bagi orang yang menyedekahkan sebagian hartanya di jalan
Allah dengan ikhlas dan pelakunya dijamin akan terbebas
dari rasa takut dan khawatir; 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, dan Abu Daud
tentang perbuatan yang selalu mengalir pahalanya meskipun
pelakunya telah meninggal dunia; 4) Hadis yang diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan lainnya tentang wakaf
tanah yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattab; dan 5)
Pendapat sahabat Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat
Nabi mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.

Selain dalil-dalil tersebut, MUI juga mengutip beberapa
pendapat ulama terdahulu (klasik) yang relevan dengan
wakaf uang tersebut. Seperti pendapat dari Imam az-Zuhri
yang mengatakan bahwa hukum mewakafkan dinar dan
dirham adalah boleh. Demikian juga pendapat dari ulama
dari kalangan Hanafrah yang membolehkan wakaf dengan
menggunakan dinar dan dirham dengan pertimbangan adat
kebiasaan yang berlaku umum (istihsan bi al-‘urf). Kemudian
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pendapat sebagian wulama dari kalangan Syafiiyyah
sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan
wakaf dinar dan dirham.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah di-
sebutkan, akhirnya MUI mendefinisikan wakaf sebagai
sebuah penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa
hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan
tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual,
menghibahkan, atau mewariskan), untuk digunakan hasilnya
pada sesuatu yang dibolehkan

Hukum positif Dalam undang-undang yang berlaku di
Indonesia, wakaf uang adalah wakaf berupa harta benda
bergerak (UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3)
dengan mata uang rupiah (PP No. 42 tahun 2006 tentang
wakaf pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah
yang ditunjuk pemerintah (UU wakaf pasal 28) yang
mengeluarkan sertifikat uang.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya
dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan atau instrumen
keuangan syariah (PP wakaf pasal 8 ayat 2) yang mendapat
jaminan keutuhannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (PP
wakaf pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP
wakaf pasal 8 ayat 5).

Sementara itu dalam Pasal 30 Undang- undang Wakaf
diatur mengenai lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir
harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada
Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang. Dalam Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang

| Manajemen Ekonomi Ziswaf



Pelaksanaan Undang-undang Wakaf dinyatakan bahwa LKS
yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
Menurut Latief, (2010) dan Wulandari & Kassim (2016)
sebagaimana dikutip oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan
(2016) Sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial,
Lembaga Keuangan Mikro Ssyariah (LKMS) yang berbadan
hukum koperasi dapat melakukan kegiatan maal dalam
rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang
sosial dan ekonomi. Kegiatan maal dilakukan melalui
penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah,
wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan
dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi
pengelola (nadzir) wakaf tunai dengan menginvestasikannya
pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

. Dampak pemahaman masyarakat Indonesia
terhadap pemahaman wakaf

Pemahaman masyarakat Indonesia yang bersifatfigh
oriented dan bercorak syafi'iyyah tersebut melahirkan
mengakibatkan beberapa dampak sebagai berikut:

1. Melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan
wakaf,seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata
milikAllah yang tidak boleh diubah/ganggu gugat.
Untukitu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam
tidakmemperbolehkan wakaf dikelola secara produktif
selain ibadah mahdlah

2. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat
konvensional konservatif sulit diajak maju hal
inidisebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat
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ataspentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahtera-
an umum yang akhirnya menjadi problem yang
harusdipecahkan bersama.

Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak
adabukti hitam di atas putih sehingga ini menjadi
persoalanyang cukup serius pada saat saat ini
Pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazhir
tidakprofessional. Padahal posisi Nazhir menempati
peransentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang
inginmelestarikan manfaat wakaf.

Banyak asset wakaf yang akhirnya belum mempunyai
sertifikat wakaf dan tentnunya mengakibatkan
beberapapersoalan di hari-hari mendatang Sebagian
asset wakaf yang tidak terselamatkan.(Fauzi, 2022)
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Peningkatan Literasi Keuangan Pada Inovasi
Wakaf

Pertumbuhan literasi keuangan pada inovasi wakaf ialah
komponen krusial dalam upaya membangun inovasi wakaf di
masa digital. Literasi keuangan membolehkan orang serta
lembaga ikut serta dalam wakaf buat menguasai secara
mendalam terpaut dengan manajemen keuangan, investasi,
serta pengelolaan peninggalan wakaf. Dengan uraian yang
kokoh dalam literasi keuangan, para pelakon wakaf bisa
memaksimalkan pemakaian dana wakaf buat menunjang
bermacam program serta proyek yang di idamkan
(Muhammad Daud Ali, 2012)

Sedangkan itu, uraian yang kuat terpaut hukum wakaf
jadi fondasi utama dalam membenarkan keberlanjutan,
transparansi, serta keadilan dalam pengelolaan peninggalan
wakaf. Dengan menguasai tata metode hukum terpaut
pembuatan operasional, serta distribusi dari wakaf, para
stakeholder bisa menjauhi kemampuan permasalahan
hukum serta membenarkan kalau tujuan filantropi dari wakaf
senantiasa terpelihara Digitalisasi mempunyai kedudukan
yang sangat berarti dalam membangun inovasi wakaf di
Indonesia, spesialnya dalam konteks hukum wakaf. Dengan
terdapatnya teknologi data serta komunikasi yang terus
menjadi mutahir proses administrasi serta pengelolaan
peninggalan wakaf jadi lebih efektif serta transparan. Salah
satu ulasan hukum wakaf di Indonesia merupakan terpaut
dengan pengelolaan serta proteksi peninggalan wakaf.
(Milawati and Rahayu, 2023)

Dalam konteks digitalisasi, pemerintah serta lembaga
terpaut bisa meningkatkan platform serta aplikasi spesial
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buat mempermudah proses pencatatan, pemantauan, serta
pelaporan peninggalan wakaf. Perihal ini hendak menolong
meminimalisir resiko kehabisan ataupun penyalahgunaan
peninggalan wakaf, dan membolehkan pemangku kepenting-
an buat mengakses data dengan lebih gampang serta kilat.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi
yang pesat, digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam
transformasi berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu
sektor yang semakin terpengaruh oleh gelombang digitalisasi
adalah pengelolaan wakaf, suatu praktek filantropi yang telah
mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim selama berabad-
abad. Wakaf tidak hanya mempunyai dimensi keagamaan,
tetapi juga dimaknai sebagai instrumen sosial dan ekonomi
yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat. (Hadi, 2018)

Tetapi dalam implementasi digitalisasi dalam konteks
wakaf, butuh diakomodasi pula aspek proteksi informasi
serta keamanan data Undang-Undang serta regulasi terpaut
pribadi serta keamanan informasi butuh diterapkan dengan
baik buat membenarkan kalau data menimpa peninggalan
wakaf senantiasa terlindungi serta tidak disalahgunakan.
Dalam konteks digitalisasi, teknologi memainkan kedudukan
berarti dalam memudahkan akses serta distribusi data
terpaut literasi keuangan serta hukum wakaf. Platform digital
bisa sediakan konten edukatif, konsultasi hukum, serta
perlengkapan bantu keuangan yang membolehkan warga
lebih gampang mengakses serta menguasai aspek-aspek
berarti ini. Dengan demikian, digitalisasi bukan cuma
memperluas jangkauan data namun pula membolehkan
partisipasi yang lebih luas dalam inovasi wakaf. (Santoso and
Fahrullah, 2020)
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Pada digitalisasi hukum wakaf memainkan kedudukan
yang berarti dalam membangun inovasi wakaf. Wakaf ialah
sesuatu wujud amal ataupun sumbangan yang diwakafkan
oleh orang ataupun lembaga buat kepentingan universal
spesialnya dalam bidang sosial, pembelajaran kesehatan,
serta sebagainya. Digitalisasi hukum wakaf merujuk pada
pemakaian teknologi data serta komunikasi buat
memfasilitasi, mengendalikan serta memantau transaksi
wakaf, dan sediakan akses yang lebih gampang serta
transparan terhadap data terpaut wakaf.(Santoso and
Fahrullah, 2020) Ada pula sebagian kedudukan hukum dalam
membangun inovasi wakaf sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi serta Dokumentasi Wakaf
Digitalisasi membolehkan pihak berwenang buat
mengelola informasi serta dokumen terpaut wakaf
dengan lebih efektif Data menimpa peninggalan
wakaf, jadikan serta kepentingan universal yang
dilayani bisa ditaruh serta diakses dengan gampang
lewat platform digital.

2. Pemberian Data serta Bimbingan Lewat digitalisasi,
data menimpa wakaf bisa disebarkan lebih luas
kepada warga Platform digital bisa digunakan buat
membagikan bimbingan tentang hukum wakaf,
khasiatnya dan cara-cara buat mendirikan wakaf.

3. Transparansi serta Akuntabilitas Digitalisasi hukum
wakaf membolehkan terdapatnya transparansi
dalam pengelolaan serta pemakaian dana wakaf.
Warga bisa memantau serta memverifikasi gimana
dana wakaf digunakan, sehingga terbentuk tingkatan
akuntabilitas yang lebih besar (Indrayuda and
Sukartha, 2019)
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4. Pengelolaan Investasi serta Keuangan Teknologi bisa
digunakan buat mengelola investasi serta keuangan
dari peninggalan wakaf. Misalnya, platform digital
bisa membagikan data tentang kemampuan investasi
yang menguntungkan buat tingkatkan hasil dari
peninggalan wakaf.

5. Pengembangan Inovasi Wakaf Dengan terdapatnya
akses yang lebih gampang terhadap data serta
informasi wakaf, warga serta lembaga bisa
meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan
wakaf. Misalnya, pengembangan model wakaf
produktif, wakaf pembelajaran ataupun wakaf
kesehatan dengan pendekatan yang lebih modern
serta efisien (Dwi Pusparini, 2016)

Tantangan utama terpaut literasi keuangan merupakan
minimnya akses data yang pas serta gampang dipahami
menimpa manajemen keuangan individu investasi, serta
pengelolaan resiko Banyak warga yang masih belum paham
tentang berartinya mempunyai rencana keuangan yang baik,
membuat anggaran, ataupun apalagi menguasai instrumen
keuangan bawah semacam tabungan serta pinjaman. Di sisi
lain, uraian hukum wakaf pula ialah tantangan sungguh-
sungguh Banyak warga tidak seluruhnya menguasai implikasi
hukum dari wakaf, tercantum hak serta kewajiban yang
terpaut dengan inisiasi serta pengelolaannya. Perihal ini bisa
menyebabkan permasalahan hukum yang lingkungan serta
apalagi menimbulkan kerugian untuk pihak-pihak yang ikut
serta.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh
dalam tingkatkan literasi keuangan serta uraian hukum
wakaf lewat pembelajaran kampanye penyuluhan, serta
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sumber energi yang gampang diakses. Dengan uraian yang
lebih baik tentang kedua aspek ini, warga bisa memaksimal-
kan kemampuan keuangan mereka serta menggunakan
wakaf selaku instrumen yang kokoh buat tingkatkan
kesejahteraan komunitas secara totalitas. Kenaikan literasi
keuangan serta uraian hukum wakaf merupakan 2 aspek
krusial dalam meningkatkan inovasi wakaf.

Sedangkan itu, uraian hukum wakaf jadi landasan yang
kokoh dalam melaksanakan inovasi wakaf. Ini mencakup
pengetahuan tentang peraturan serta prosedur hukum yang
mengendalikan pembuatan pengelolaan, serta distribusi dana
wakaf. Dengan uraian yang mendalam tentang aspek hukum,
lembaga wakaf serta warga bisa membenarkan kalau
kebijakan serta keputusan terpaut wakaf cocok dengan syarat
yang berlaku serta membagikan proteksi hukum untuk
seluruh pihak terpaut. Kedua aspek ini bersama terpaut serta
bersama menguatkan. Dengan kenaikan literasi keuangan,
warga bisa mengelola peninggalan wakaf dengan bijak,
sedangkan uraian hukum wakaf membagikan jaminan kalau
transaksi serta aktivitas wakaf dicoba dengan pas serta sah
Dengan demikian, lewat kenaikan literasi keuangan serta
uraian hukum wakaf, inovasi wakaf bisa tumbuh serta
membagikan khasiat yang lebih besar untuk warga serta
keberlanjutan sosial ekonomi mereka. (Dwi Pusparini, 2016)

Penerapan Layanan Wakaf di Indonesia

Lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia mempunyai
kewenangan mengumpulkan peninggalan wakaf dari para
wakif, mengelola peninggalan yang sudah terkumpul, serta
menyalurkan khasiat wakaf kepada mauquf alahi, menyadari
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kalau pelayanan terbaik ialah perihal yang sangat berarti buat
ditingkatkan, di tengah keterbatasan SDM yang dipunyai
tanpa terdapatnya pelayanan yang terbaik, sangat mustahil
buat meningkatkan institusi wakaf, yang dikala ini belum
terkenal di tengah-tengah warga muslim. Hingga dari itu
lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia terus melaksanakan
kenaikan layanan, salah satunya dengan menggunakan
layanan berbasis digital (internel).

Sebagian layanan digital yang mugkin bisa dimanfaatkan
oleh lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan
antara lain(Akbar, Azizah and Saptawati, 2016):

1.  Facebook

Facebook ialah salah satu media sosial yang bisa
digunakan oleh lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia
buat membagikan pelayanan kepada warga baik yang
berstatus selaku wakif maupun calon wakif. Dimana,
pemakaian facebook membolehkan lembaga pengelola
wakaf buat dapat menjangkau layanan yang lebih luas.
Sehingga siapa saja di dunia maya, bisa dijangkau oleh
lembaga pengelola wakaf buat diberikan pelayanan
berkaitan dengan program wakaf, baik dalam wujud
bimbingan promosi, maupun semata-mata komunikasi 2
arah dengan para wakif. Tidak hanya itu, layanan
berbasis facebook membolehkan lembaga pengelola
wakaf dapat mengirit bayaran operasional. Sehingga
sebanyak apapun pelayanan yang diberikan kepada
wakif lewat facebook, tidak hendak mempengaruhi
terhadap bayaran yang hendak dikeluarkan.

Pemakaian facebook sangat menolong pelayanan
yang diberikan oleh lembaga pengelola wakaf. Ada pula
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3.

wujud layanan yang diberikan lewat facebook yakni
yakni layanan yang bertabiat bimbingan berkaitan
dengan wakaf, data berkaitan jumlah pewakaf, data
berkaitan jumlah peninggalan wakaf, serta lain
sebagainya. Intinya, konten yang disediakan lewat
facebook bertabiat melayani segala perihal berkaitan
dengan lembaga pengelola wakaf. Salah satu tujuannya,
supaya terbentuk keyakinan (zrust) oleh warga pewakaf.

Instagram

Instagram ialah salah satu wujud layanan berbasis
digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh lembaga
pengelola wakaf. Lewat instagram, lembaga pengelola
wakaf hendak membagikan layanan terbaik pada para
pengguna instagram yang terdapat di dunia maya.
Sehingga segala pengguna instagram, dapat memperoleh
layanan terbaik berkaitan wakaf dari lembaga pengelola
wakaf.

Layanan berupa instagram yang disediakan oleh
lembaga pengelola wakaf, pula sama dengan layanan
facebook, ialah salah satu layanan free berbasis digital.
Sehingga membolehkan lembaga pengelola wakaf buat
memakai tipe pelayanan ini sebanyak bisa jadi Sehingga
khasiat dari terdapatnya layanan lewat instagram, dapat
dialami oleh banyak pengguna internet. Tidak hanya itu,
instagram ialah salah satu akun media sosial berbiaya
murah. Dimana, lembaga pengelola wakaf cuma
lumayan sediakan pulsa internet buat dapat mengakses
ke dunia maya.

Twitter
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Twitter ialah salah satu layanan yang bisa
dimanfaatkan oleh lembaga pengelola wakaf berbasis
digital. Layanan berupa akun twitter yang dipunyai oleh
lembaga pengelola wakaf, sama pula dengan layanan
akun facebook serta pula instagram. Dimana,
membolehkan lembaga pengelola wakaf dapat
membagikan layanan secara merata ke bermacam
penjuru wilayah serta apalagi penjuru dunia. Sehingga
banyak pihak yang dapat terlayani lewat digital.

Pemakaian twitter selaku salah satu layanan yang
disediakan oleh lembaga pengelola wakaf, ialah salah
satu tipe pelayanan yang sangat murah. Sehingga
membuat lembaga pengelola wakaf dapat mengirit
bayaran operasional layanan yang wajib dikeluarkan tiap
bulannya. Apalagi satu kali tipe layanan yang diberikan,
misalkan berkaitan dengan bimbingan wakaf, dapat
diterima oleh ribuan pengguna twitter yang terdapat di
dunia maya. Ada pula konten layanan yang diberikan
lewat twitter yakni yakni konten layanan berisi
bimbingan pemberian data berkaitan dengan segala
lembaga pengelola wakaf, serta lain sebagainya. Intinya,
segala layanan yang diberikan lewat twitter, harapannya
dapat diakses oleh segala warga pengguna internet, baik
yang terdapat di Indonesia ataupun yang terdapat di luar
Indonesia.

Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa ialah salah satu wujud layanan
berbasis digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh
lembaga pengelola wakaf. Lembaga filantropi islam yang
bergerak dalam pengentasan kemiskinan lewat pember-
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dayaan kalangan dhuafa dengan pendekatan budaya
semacam aktivitas filantropis serta wirausaha sosial
profetik. Pemanfaatan wakaf bukan cuma buat selaku
fasilitas tempat ibadah serta tempat penguburan, dengan
dikelola secara produktif serta handal harta wakaf
berbentuk tanah dapat menolong pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejah-
teraan universal bukan cuma islam.

Kitabisa

Kitabisa pula ialah salah satu wujud layanan berbasis
digital yang pula bisa dimanfaatkan oleh lembaga
pengelola wakaf. Platform buat menggalang dana serta
berdonasi secara online. Yang didirikan pada tahun 2013,
kita dapat sudah memfasilitasi tibuan layanan kesehatan
serta penggalangan dana sosial tiap hari. Kampanye
penggalangan dana yang difasilitasi secara digital antara
lain penggalangan dana kedokteran kemanusiaan, serta
bencana. Kitabisa pula melayani pembayaran zakat
untuk manuarakat muslim di Indonesia serta pula
.(Sahidin, 2022)
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Pengertian Wakaf Kontemporer

Ibadah kemasyarakatan atau yang disebut dengan ibadah
jjtima’iyah dalam Islam salah satunya adalah wakaf. Sebab
ibadah ini dalam Islam diletakkan sebagai ibadah yang
menggembirakan, bahkan sebagai salah satu praktek sosial
yang telah jauh dilaksanakan sebelum Islam hadir di bumi
Arab. Dalam konteksnya saat itu orang-orang telah
mempraktekkan mendermakan harta dari satu orang untuk
keluarga atau dari seseorang menjadi kepentingan umum.
Dan di Indonesia sendiri, wakaf telah ada sejak datangnya
Islam, kurang lebih kurun 7 Masehi dengan diberlakukannya
wakaf berdasarkan hukum Islam dan hukum adat sebelum
adanya peraturan perundangan yang mengatur.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariah.

Definisi wakaf tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
wakaf memiliki tujuan yang erat dengan memberikan
manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak
dan dipergunakan sebagai mestinya sesuai dengan syariat
Islam. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan manfaat
ekonomis dari suatu harta untuk kepentingan ibadah demi
kesejahteraan umum.

Seiring perkembangan zaman, tidak hanya benda-benda
tidak bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai maukuf.
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Sementara kebutuhan masyarakat saat ini tidak hanya berupa
benda-benda atau harta tidak bergerak saja seperti tanah
yang dianggap eksistensi wujudnya akan terus ada sampai
akhir zaman, melainkan kebutuhan dana tunai untuk
meningkatkan kesejahteraan. Biasanya wakaf berupa
properti seperti tempat ibadah (masjid/mushola), bangunan
madrasah/sekolah, bangunan pondok pesantren, makam,
dan sejenisnya. Namun saat ini masyarakat pun sangat perlu
peningkatan kesejahteraan yang berasal dari sumber modal,
seperti uang misalnya, yang harapannya untuk
meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Sehingga
dalam realitasnya perlu aturan pengelolaan wakaf yang
sesuai zamannya, perlu adanya pengelolaan dan
pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia.

Munculnya wakaf kontemporer inilah yang sejalan
dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat modern. Wakaf
kontemporer yang dimaksud adalah berupa wakaf uang,
wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi
jiwa syariah, serta suku wakaf atau wakaf dari obligasi
syariah.

. Dasar Hukum Wakaf Kontemporer

Mengenai dasar hukum, setiap amalan ibadah baik fiqih
dan muamalah dalam Islam selalu mengambil sumber utama
dari Al-Qur’an dan Hadits, tidak terkecuali mengenai wakaf
kontemporer yang tidak lain adalah turunan dari wakaf itu
sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 261
mengenai keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim
ketika mengamalkan infaq fi7 sabiilillah, yang salah satunya
berupa wakaf sebagai wujud menyedekahkan sebagian harta
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di jalan Allah. Melaksanakan amalan tersebut dijanjikan oleh
Allah pahala yang berlipat ganda. Juga di dalam Q.S. Al-
Baqarah ayat 267, Allah memberikan motivasi bagi umatnya
untuk melaksanakan wakaf, sebab Allah sangat mencintai
orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk kebaikan.

Hadits Rasulullah saw., salah satunya yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim mengenai amal jariyah ini erat
dihubungkan dengan amalan wakaf. Hadits ini bersumber
dari Abu Hurairah r.a yang didasarkan dari sabda Rasulullah
saw. “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah
amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu
yang dimanfaatkan atau anak sholeh yang mendoakannya.”
Hal ini menunjukkan bahwa amal jariyah wakaf tidak akan
habis pahalanya sampai orang yang melaksanakannya
meninggal dunia.

Masyarakat muslim di Indonesia telah melaksanakan
wakaf sejak lama, sehingga wajar amalan tersebut termuat
dalam Undang-Undang yang disahkan oleh pemerintah, UU
Nomor 41 Tahun 2004 membahas tentang wakaf itu sendiri.
Kemudian Permen Nomor 42 Tahun 2006 yang melengkapi
Undang-Undang tersebut, sehingga tata kelola dan
pelaksanaan wakaf lebih tertata, lebih jelas dan lebih baik.
Demikian pula masalah wakaf kontemporer, secara rinci
telah dijelaskan dalam peraturan perundangan tersebut
diatas.

. Jenis Wakaf Kontemporer dan Tata Caranya

Wakaf merupakan investasi yang sangat menguntungkan
untuk akhirat. Maka seyogyanya perlu inovasi baru dari segi
mauquf atau harta yang diwakafkan maupun tata caranya.
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Apalagi pada masa modern saat ini, tidak semua orang
memiliki tanah atau harta tidak bergerak sebagai modal
wakaf, namun dipastikan banyak yang memiliki pekerjaan
yang menghasilkan. Tentunya ketika regulasi wakaf
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini, banyak
orang yang akan termotivasi untuk menyalurkan hartanya
untuk wakaf.

Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada
tanah dan bangunan saja, namun diperluas kepada harta
benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud yaitu
uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan
intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Melihat perluasan jenis harta yang boleh dijadikan
sebagai wakaf, maka terdapat beberapa jenis wakaf
kontemporer. Yang terpenting jenis harta yang diwakafkan
adalah harta yang tidak habis dikonsumsi.

1. Wakaf Uang

Wakaf uang atau disebut juga cash waqf/waqf al-
nuqud, menurut Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 2009, pasal 1, disebutkan
bahwa wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.

Wakaf uang di Indonesia, terbagi menjadi 2 (dua)
jenis. Pertama, wakaf uang itu sendiri, dan yang kedua,
wakaf melalui uang, maksudnya perbuatan hukum wakif
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untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengada-
kan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak
untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.

Pada tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 keluarlah
fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh
ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris
komisi Drs. Hasanudin, M.Ag., dengan isi fatwa antara
lain: wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

Dalam prosesnya, administrasi pendaftaran wakaf
uang melalui tahapan ikrar wakaf, pendaftaran,
pelaporan, pengawasan dan perang masyarakat dengan
rincian penjelasan sebagai berikut:

a. Wakif melaksanakan ikrar wakaf kepada nazhir di
hadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaris yang
ditunjuk sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

b. LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf
uang kepada Menteri melalui kantor Departemen
Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang
(SWU) dengan tembusan kepada Badan Wakaf
Indonesia (BWI) setempat.

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara
periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri
melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
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Kepala Kantor Departemen Agama provinsi
menyampaikan laporan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal.

d. Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan
pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-
PWU. Pengawasan dilakukan melalui laporan
tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada
LKS-PWU.

e. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas nazhir. Pengawasan dilakukan
dengan menyampaikan laporan adanya indikasi
pelanggaran  terhadap  ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan secara tertulis kepada kantor
Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

Di era baru perwakafan nasional, hingga Desember
2022 sudah terdapat 34 Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), antara lain: Bank
Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank DKI
Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD
Jogya Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah,
BPD Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut
Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai
Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, Bank BJB Syariah,
Bank Kaltim dan Kaltara Syariah, BPRS Harta Insan
Karimah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, Bank
Danamon Indonesia, Bank Permata Syariah, Bank
Syariah Indonesia, BPRS Bina Rahmah, BPRS Mitra Amal
Mulia, BPRS Al Salaam Amal Salman, BPRS Sumatera
Barat Unit Usaha Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga,
BPRS Lantabur Tebuireng, BPRS Barokah Dana
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Sejahtera, BPRS Way Kanan, BPRS Sukowati Sragen,
BPRS Bakti Makmur Indah, BPRS Hikmah Wakilah, BPD
NTB Syariah, dan BPRS Riyal Irsyadi.

Wakaf uang sekarang sangat mudah. Berwakaf saat
ini tidak menunggu kaya, cukup minimal memiliki uang
Rp. 10.000,- sudah dapat melaksanakan wakaf. Menurut
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, bahwa mata uang
yang digunakan adalah mata uang rupiah, jika masih
dalam mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu
ke dalam rupiah. Penerimaan wakaf uang dari wakif
dapat dilakukan melalui wakaf melalui wakaf uang untuk
jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya.
Setoran wakaf uang lebih besar dari Rp. 1.000.000,- akan
memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Penerimaan
wakaf uang untuk jangka waktu tertentu lebih dari sama
dengan 5 tahun dengan nominal lebih dari sama dengan
Rp. 10.000.000,-. Jika wakif menentukan sendiri mauquf
dlaih-nya maka ditetapkan lebih dari Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).

Adapun cara mudah melaksanakan wakaf uang saat
ini adalah dapat dengan mentransfer sejumlah uang
melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking,
Internet Banking, ataupun Mobile Banking ke nomor
rekening Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima
Wakaf Uang (PWU), setelah itu konfirmasi kepada LKS-
PWU yang bersangkutan atau hubungi BWI Call Service
di (021) 87799232 atau 87799311. Atau bisa juga datang
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langsung ke kantor LKS-PWU terdekat, dengan alur
sebagai berikut:

a. Wakifdatang langsung ke LKS-PWU.

b. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan
fotokopi kartu identitas diri yang berlaku.

c. Wakif menyetor uang nominal wakaf dan otomatis
dana wakaf masuk rekening BWI.

d. Wakif mengucapkan  shighat wakaf dan
menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW).

e. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

f. LKS-PWU memberikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan
Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran
wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi
wakaf uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan
wakaf untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang
untuk waktu selamanya.

Wakaf uang dapat diinvestasikan ditujukan untuk
proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat,
melalui investasi secara langsung (proyek-proyek yang
dikelola nazhir) dan tidak langsung (melalui lembaga
yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan yang
menguntungkan.

Proyek atau program pembinaan dan pemerdayaan
masyarakat yang dikelola langsung oleh nazhir untuk
penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang antara
lain program sosial seperti pembangunan fasilitas umum
(jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK
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umum), pendirian sekolah komunitas dengan biaya
murah untuk masyarakat tidak mampu, pelatihan
keterampilan, bantuan pengobatan masyarakat miskin,
penyuluhan ibu hamil dan menyusui, bantuan modal
usaha mikro, bantuan bagi imam dan marbot masjid, dan
sebagainya. Sedangkan penyaluran manfaat investasi
wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui
lembaga Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga
Kemanusiaan Nasional, Lembaga Pemerdayaan Masya-
rakat Nasional, Yayasan/organisasi kemasyarakatan,
Perakilan BWI, LKS-PWU melalui program CSR
(Corporate Social Responsiility), dan lembaga lain
nasional maupun internasional yang melaksanakan
program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan syariah.

Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada
Asuransi Jiwa Syariah

Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi
pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Prinsip
manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan
mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

Sesuai dengan fatwa MUI Nomor 106 Tahun 2016,
bahwa wakaf manfaat asuransi dan investasi ini, hasil
investasi dan uang pertanggungan asuransi bisa diwakaf-
kan sampai presentase tertentu. Potensi wakaf ini sangat
besar melihat asuransi jiwa syariah mengalami perkem-
bangan pesat di Indonesia. Fatwa ini juga mendorong
pengembangan wakaf waris atau wakaf wasiat. Sese-
orang bisa menuliskan ikrar wakaf bahwa sekian persen
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dari hartanya akan diwakafkan sebelum dibagikan
kepada ahli waris. Kelebihan dari wakaf waris ini,
seseorang tidak merasa berat mewakafkan hartanya
karena baru akan diserahkan setelah meninggal.

Ada pula wakaf saham dan wakaf sementara atau
dengan jangka waktu tertentu. Pemilik Perusahaan atau
pemegang saham bisa mewakafkan sahamnya ke nazhir
wakaf uang yang dalam pengelolaannya bisa bekerja
sama dengan fund manager. Wakaf sementara juga
dimungkinkan dengan menyerahkan nilai manfaat atas
suatu aset untuk waktu tertentu.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016,
ketentuan wakaf manfaat asuransi antara lain:

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat
asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk
mewakafkan manfaat asuransi.

b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling
banyak 45% dari total manfaat asuransi.

c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang
ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan
dan kesepakatannya.

d. TIkrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi
secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang
ditunjuk atau penggantinya.

Sedangkan ketentuan wakaf manfaat investasi antara
lain:

a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta
asuransi.
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b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh
diwakafkan paling banyak % dari total kekayaan
dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua
ahli waris. Maksud dari #irkah disini adalah Semua
harta peninggalan orang yang meninggal dunia
sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan
jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat
yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika
masih hidup.

Wakaf Uang Link Sukuk

Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
telah meluncurkan produk baru wakaf yang disebut Cash
Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS ini merupakan ijtihad
baru di bidang wakaf sebagai pengembangan atas wakaf
uang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002,
bahwa pengelola wakaf (nazhir) wakaf uang atau wakaf
tunai harus menginvestasikan wakaf tersebut agar
memperoleh hasil. Sehingga pendapat inilah yang nanti
disalurkan kepada penerima wakaf (mauquf ‘alaihi).

Sukuk atau biasa disebut obligasi syariah adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten (pihak yang melakukan
penawaran umum baik perseorangan maupun badan)
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang
obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

CWLS diperlukan sebagai suatu instrument investasi
bagi para nazhir, dan hasilnya disalurkan kepada pe-
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nerima wakaf. Dengan adanya CWLS ini nazhir tidak
akan kesulitan menginvestasikan dana wakaf, dijamin
pemerintah sebab barang wakaf tidak akan hilang atau
berkurang.

CWLS merupakan sukuk ritel dengan nilai minimal
Rp 1.000.000,- tanpa batas maksimal dengan tenor dua
tahun. Imbal hasilnya 5,57 persen setahun yang akan
disalurkan oleh nazhir sesuai dengan keperluan.

Sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam
rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau
imbal hasilnya untuk kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan terkait
sukuk dengan akad mudharabah, akad ijarah, akad
wakalah bi al-istitsmar dan akad musyarakah diatur
dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/X/2019 tentang
sukuk wakaf.

Wakaf selain tanah atau wakaf kontemporer ini
merupakan wakaf alternatif yang sangat potensial untuk
memberdayakan ekonomi masyarakat. Lain itu, motivasi
Masyarakat untuk gemar wakaf saat ini tidaklah sulit
karena pilihan dalam berwakaf sangat banyak, dan
dengan kemudahan penyaluran wakaf itu sendiri. Untuk
jangka waktu wakaf pun ada pilihannya, bisa untuk yang
sifatnya kebajikan umum, khusus, keluarga dan
kombinasi.

Inovasi-inovasi wakaf yang didukung teknoligi
digital menjadikan seluruh proses lebih mudah dan
transparan. Sehingga saat kepercayaan masyarakat
meningkat, kaum muslimin terutama, akan berbondong-
bondong dalam berwakaf. Sebab bagi mereka
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merupakan implementasi dari sedekah jariyah yang
pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah
meninggal dunia. Wallahu a’lam bisshowab.

132 |  Manajemen Ekonomi Ziswaf



Zakat dalam Tinjauan
Ekonomi Makro




AKAT merupakan salah satu kewajiban yang wajib

dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Allah SWT. peirintah zakat ini bukan
hanya hubungan antara seorang muslim dengan allah akan tetapi
juga menentukan hubungan kepedulian terhadap sesame
sehingga memiliki dampak ekonomiyang dapat meringankan
beban masyarakat. Dampak mikro zakat hanya mencakup
individu muslim yang membayar zakat bahwa setiap harta yang
dikeluarkan dizakatkan akan mendapatkan pahala dan akan
dilipatgandakan oleh allah sedangkan dampak makronya zakat
mencakuppergerakan distribusi kekayaan yang adil dan merata
sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat secara
keseluruhan , dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan
dapat menanggulangi problem kemiskinan dan ketimpangan
yang ada di indonesia.

Berbicara masalah ekonomi makro tentunya membicarakan
tentang masalah kemakmuran dan resesi serta berbagai
fenomena problem yang mempengaruhi pada pertumbuhan
ekonomi sebagai ruang lingkup dari ekonomi makro itu sendiri.
Fenomena ketimpangan social, pengangguran, kemiskinan,
kelaparan, kekurangan sandang , pangan dan papan menjadi
permasalahan yang tidak berkesudahan. Berbagai sistem yang
diberlakukan untuk mengentaskan permasalahan ekonomi
dilakukan seperti sistem ekonomi kapitalis yang digagas oleh
adam smith malah menimbulkan berbagai maslah baru yang
menimbulkan bertambahjnya kemiskinan, begitu juga dengan
diberlakukannya sistem ekonomi komunal yang digagas oleh karl
marx malah menambah persoalan yang tidak berkesudahan,
menimbulkan banyak konflik sama juga dengan sisitem ekonomi
yang digemborkan oleh JM Keynes malah menyisakan persoalan
kemiskinan (Heryanto:2020,250).
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Islam hadir dengan konsep yang terbaik yaitu dengan syariat
ekonomi islam yang adil, seimbang, menguntungkan serta
mensejahterakan. Adapun instrument yang ada dalam sistem
ekonomi islam adalah kewajiban zakat, sunah bersedekah, infak
dan wakaf, pelarangan riba, halalnya jual beli dan Ilain
sebagainya, semua instrument-instrumen tersebut memberikan
dampak yang dapat mengurangi berbagai dinamika kemiskinan.

Menurut Al-Ba’li ajaran zakat memiliki tiga dimensi yaitu
dimensi ibadah, dimensi social dan dimensi ekonomi, yang mana
dimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan
perintah allah, dimensi social karena mempunya sasaran
terhadap fakir miskin dan dimensi ekonomi karena dapat
mengembangkan keuangan melalui sirkulasi dari orang kaya
kepara orang miskin dengan bergerak menuju majunya
kehidupan yang sesungguhnya.zakat merupakan dasar utama
sistem ekonomi yang benar dan tidak akan berdampak negative
seperti menghancurkan sistem itu sendiri. Al-Kandahlawi juga
menyatakan bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa
andaikata allah tidak mengetahui bahwa zakat dari orang-orang
kaya tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, niscaya
allah akan memberikan kewajiban lain selain zakat. Karenanya
zakat dapat mewujudkan keseimbangan pemilik harta dan
kecendrungan konsumsi di kalangan masyarakat menurut tingkat
produktivitasnya masing-masing (Hamang Najed: 2015, 167)

Zakat termasuk salah satu instrument yang ada dalam sistem
ekonomi islam yang menjamin kesejahteraan perekonomian
umat disemua bidang. Menurut Yusuf Qardhawi (2000:13) zakat
lebih tepatnya masuk pada bab ekonomi seperti halnya hadis-hadi
ekonomi masuk pada zakat, dimana zakat memiliki ajaran
landasan produksi, landasan distribusi dan landasan konsumsi.
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Adapun landasan produksi zakat dapat dilihat pada QS. Al-Kahfi
(18) :92-97. Ajaran landasan distribusi zakat dapat dilihat pada
QS.al-hasyr (57):7 dan ajaran landasan konsumsi zakat dapat
dilihat pada QS. Al-a’raf (7): 31 dan 32. Dengan begitu zakat bukan
hanya sekedar kewajiban dan kepatuhan pada pemeluk agama
akan tetapi merupakan syariah yang mencakup tuntunan
kesejahteraan perekonomian disegala sector dan segala dimensi
yang dapat menjadi solusi jitu dalam menyelesaikan
persoalankehidupana manusia terutama dalam mengentaskan
kemiskinan dan ketimpangan social serta membangun rasa
solidaritas antar sesame umat manusia.

A. Prinsip, dan sistem zakat dalam ekonomi makro

Perlu diketahui, kontribusi zakat dalam perekonomian
itu memiliki prinsip sebagai berikut:

1. kerja dan produktivitas

Prinsip ini dapat mengurangi pengangguran suka-
rela dan structural yang mengarah pada peningkatan
produktivitas, tingkat penyerapan tenaga kerja yang
lebih tinggi dan utilitas produksi serta pertumbuhan
ekonomi

2. Pemerataan modal dan adil

Prinsip pemerataan modal dengan cara menghasil-
kan transfer payment dan distribusi kembali untuk
transformasi produktif jangka panjang bagi kelompok
spesifik yang membutuhkan.

Sistem yang disyariatkan oleh allah dengan pemanfaatan
pada pelayanan ekonomi islam yang bergerak dalam tiga
aspek, yaitu aspek produksi (barang dan jasa), aspek
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transaksi (jual beli dan transfer kekayaan tanpa imbalan
langsung (balas jasa).

1. Aspek produksi

Pada aspek produksi seorang capital memberikan
penghasilan kepada orang lain melalui produksi, dimana
seorang capitalmemberikan kesempatan kerja kepada
para pekerja dengan upah yang sesuai dengan
produktivitasnya

2. Aspek transaksi jual beli

Pada aspek transaksi jual beli yaitu penghasilan yang
didapatkan sebagai akibat adanya transaksi dalam
perdagangan.

3. Aspek transfer kekayaan tanpa imbalan langsung

Pada aspek ini yaitu transfer kekayaan (sumber daya
ekonomi) tanpa imbalan langsung (balas jasa) dari pihak
penerima, dimana pada aspek ini imbalan yang ddi dapat
dari pemberi berupa pahala yang berlipat ganda dari
allah sehingga peran agama menjadi lebih penting dalam
mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana firman allah
yang artinya: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu
berikan agar dia bertambah harta manusia, maka riba itu
tidak menambah pada sisi allah. Dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridaan allah, maka (yang berbuat
demikian)itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya)”. Ayat tersebut memberikan implikasi zakat
merupakan perintah allah, dan allah sendiri yang akan
membalas kebaikan muzakki, sehingga setiap tindakan
pengeluaran harta kekayaan hendaknya didorong
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dengan berlandaskan ketaatan pada allah. Jika zakat
tidak dikeluarkan sebagaimana yang diperintahkan allah
maka akan mendapatkan hukuman sebagaimana firman
allah QS. At-Talaaq:8 yang artinya: “dan berapalah
banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai
perintah tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, maka kami
hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras dan
kami azab mereka dengan azab yang mengerikan”.
Dengan ayat inilah pengeluaran harta zakat dan peran
agama dalam diri muzakki sangat menjadi penentu dari
dikeluarkannya zakat hartanya yang sangat memiliki
potensi untukmengentaskan kemiskinan (Heryanto:
2020,251).

Pada zakat yang notabene sebagai kewajiban dalam
mentransfer kekayaan kepada yang berhak yang terdiri
dari delapan golongan yang seluruhnya dalam kondisi
yang lemah dan tidak mampu dibiarkan bertransaksi
karena keterbatasannya. Pada proses pendistribusian
zakat ini seharusnya harus lebih diefektifkan mengingat
dampak dari pembayaran zakat dapat berdampak positif
jika efektif dan tersampaikan pada yang berhak jika tidak
tersampaikan pada yang berhak maka akan berdampak
negative, sehingga pendistribusian zakat ini dapat
dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Efek perbuatan baik (good act effect)

Posisi zakat sebagai perintah agama yang dinilai
ibadah dan perbuatan baik, tentunya bagi yang
mengeluarkan zakat akan merasa puas dengan

mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah agama
kepada para yang berhak menerima zakat namun
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alangkah lebih baik jika manfaat atas zakat yang
diberikan dapat dijumpai oleh muzaki yang telah
memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang
memerlukan.

b. Efek penumpang gelap (free rider effect)

Efek penumpang gelap ini adalah adanya kelompok
yang menikmati layanan tanpa memiliki hak atas
layanan tersebut dan memberikan kontribusi. Hal ini
bisa terjadi pada pendistribusian zakat yang dialokasikan
pada penyediaan barang public seperti ibadah atau
pendidikan maka akan berakibat pada insentif dalam
melakukan perawatan atau kontribusi social menjadi
rendah.

c. Efekdistribusi pendapatan

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta
merta menjadikan pendapatan di masyarakat menjadi
adil dan merata disebabkan oleh berbagai hal seperti
gaya hidup masyarakat mislakan ketika masyarakat
miskin memiliki kecendrungan sangat konsumtif dan
rantai produksi barang dikuasai oelh sekelompok orang
maka dampak dari pendistribusian zakat tidaka akan
signifikan pada pwndapatan masyarakat tersebut (DEKS
Bank Indonesia: 2016, 25-29)

Adapun strategi yang dapat dijadikan acuan sebagai
upaya dalam melancarkan wusaha mengentaskan
kemiskinan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan itu
sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai penyebab
sehingga masyarakat dilanda kemiskinan. Adapun
penyebab utama dari kemiskinan itu adalah disebabkan

Manajemen Ekonomi Ziswaf | 139



140

oleh eksploitasi penjajah yang berabad-abad sehingga
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan
pertumbuhan di berbagai aspek seperti pendidikan dan
lain sebagainya, selain itu adanya dualism ekonomi ,
dualisme keuangan , inefisiensi dan ketidaksempurnaan
pasar, kesenjangan dan diskriminasi antar daerah dan
produktivitas sumber daya manusia yang rendah, maka
dengan penyebab tersebut tingkat pengangguran,
rendahnya pendidikan dan rendahnya kewirausahaan
menjadi factor dari kemiskinan itu.

Kebutuhan untuk menurunkan kemiskinan ini sangat

dibutuhkan strategi yang harus dipikirkan ooleh para ulama
dan pemerintah dimana penurunan kemiskinan ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga tujuan yaitu:

1.

Untuk menyusun serangkain kebijakan yang mengacu
pada penurujnan bentuk kemiskinan tertentu seperti
kemiskinan yang melanda masyarakat di pedesaan,
petani, nelayan, para buruh, rendahnya pendidikan dan
kualitas kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk memberikan jaminan kesehatan sebagai layanan
kehidupan yang layak minimum atau mengadopsi
pendapatan yang adil, sehinggan jaminan layanan
tersebut bukan sekedar unutk penetapan tingkat upan
minimum akan tetapi mencakup pada hal yang
komprehensif meliputi jaminan pendapatan minimin,
layanan kesehatan, akses pendidikan dan akses terhadap
sumber daya ekonomi dan keuangan.

Untuk menyiapkan instrument redistribusi yang sesuai
dengan prinsip syariah dan implementasinya, setidaknya
pada hokum waris, wasiat dan zakat, yang mana pada
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waris dan wasiat tersebut merupakan instrument
redistribusi kekayaan yang efektif dalam menurunkan
beban antaranggota keluarga yaitu dengan tiga jalan,
antara lain:

a. sistem waris akan meningkatkan partisipasi
perempuan dan generasi penerus dalam aktivitas
ekonomi.

b. Sistem waris akan menigkatkan peluang untuk
melakukan pengelolaan pada harta kekayaannya

c. Sistem wasiat yang notabene sebagai jalan keluar
jika dikhawatirkan terjadi maslah amak dengan
sistem wasiat inni memberikann peluang yang adil
untuk digunakan dalam proses redistribusi
pendapatan.

B. Factor yang Mempengaruhi Zakat dan Upaya
Optimalisasi Zakat

Zakat juga memiliki pengaruh dibidang konsumsi, investasi

dan penawaran. Adapun pengaruh zakat terhadap konsumsi
dapat didasarkan pada 4 faktor yaitu :

1.

Adanya  perbedaan  nilai dari = kecendrungan
mengkonsumsi marjinal antara golongan miskin dankaya

Jumlah penerima zakat sudah cukup banyak dari
golongan miskin

Jumlah penyaluran terhadap golongan miskin cukup
besar

Dalam pendistribusian dana zakat menggunakan metode
seperti bantuan dana dan barang konsumsi atau modal.
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Perguliran kemakmuran yang diperankan zakat dan
pengaruhnya  sebagi solusi terbaik dari berbagai persoalan
perekonomian, kemiskinan, ketimpangan social dan berbagai
problem multidimensi dalam mengentaskan kemiskinan global
yang terjadi di berbagai Negara hal ini tidak terlepas dari peran
kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengenai zakat zakat
sebagaimana pendapatnya anwar dan siregar menyatakan bahwa
peran pemerintah melalui kebijakannya terkai dengan zakat
dapat menjadi hal yang makro dan bersifat fundamental, dimana
kebijakan yang dikeluarkan untuk menyatukan suatu sistem
pengelolaan zakat pada setiap level, baik nasional maupun
regional hal ini semata-mata bertujuan agar dana zakat dapat
mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat serta pengentasan
kemiskinan dapat tercapai dengan baik (iit mazidah:2021, 28).

Pengaruh zakat dalam perekonomian makro tercermin dalam
indicator makro seperti pertumbuhan ekonomi dalam
kemiskinan dandalam ketimpangan social. Ketauhidan dan
persaudaraan menjadi prinsip dasar dalam sistem ekonomi
makro islam dimana yang menjadi dasar atas kepemilikan harta
ialah semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT.
Sedangkan tugas manusia hanya mengelola dengan baik sesuai
dengan Al-Qur’an, sunnah dan ijtihad (Iit Mazidah:2021, 27).

Dalam makro ekonomi islam, zakat dapat memberikan
pengaruh di berbagai elemen yang ada dalam kehidupan
masyarakat, yaitu:

1. Sarana produksinon produksi
2. Alokasi kekayaan produktif

3. Alokasi pendapatan antara konsumsi dan tabungan
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4. Alokasi tabungan antara barang produktif dan barang
mewah tanak lama.

5. Distribusi kembali jangka panjang (Iit Mazidah:2021, 27)

Sebagai salah satu dari syariat yang harus dilakukan oleh
seorang muslim, zakat menjadi solusi terbaik untuk
menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan, dengan zakat
dapat terwujud pemerataan pednapatan ekonomi
masyarakat, dengan zakat sirkulasi uang akan meningkatkan
permintaaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan
aktivitas ekonomi secara menyeluruh dan menyerap tenaga
kerja.

Dalam rangka memaksimalkan pengaruh zakat terhadap
ekonomi makro, maka harus melakukan pembenahan dan
perbaikan yaitu:

1. Perbaikan dalam sector pendidikan dengan cara
memberikan pembiayaan pendidikan

2. Perbaikan dalam sector kesehatan dengan cara
memberikan pengobatan gratis

3. Perbaikandalam sector perekonomiandengan
caramemeberikan  pelatihan = keterampilan  agar
masyarakat lebih mandiri untuk bangkit dari kemiskinan

4. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pemerataan
antar kabupaten/kota agar dapat meningkatkan tingkat
kesejahteraan masyarakat (iit mazidah:2021, 29).

. Peran dan Tujuan Zakat dalam Ekonomi Makro

Terkait dengan peran zakat terhadap pertumbuhan
ekonomi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
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Jeddia dan Guerbouj (2020) ditemukan bahwa: zakat mampu
memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi melalui
komponen didalam permintaan agregat yang berupa
konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Selain itu,
zakat juga dapat menjadi media bagi masyarakat kaya untuk
membantu masyarakat yang benar-benar miskin sehingga
dapat meningkatkan konsumsi mereka (Ibahim dan
Syahrudin:2015). Jika pendnaan zakat diarahkan untuk
mendanai proyek-proyek pembangunan yang mengutamakan
kemakmuran rakyat maka zakat dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Choudhury dan Harahap: 2008).
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Masrifah dan
Safitri (2020) ditemukan bahwa sistem keuangan islam yaitu
zakat dapat mempengaruhi money demand sehingga dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ibrahim, secara makro zakat memiliki peran
dan tujuan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Zakat menghilangkan kemiskinan, dimana zakat
berfungsi sebagai mekanisme yang mencegah terhadap
kemiskinan selain itu, zakat berperan sebagi bagian
strategi jangka panjang guna untuk mengentaskan
kemiskinan.

2. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang
merelokasikan kekayaan antar masyarakat sehingga
dapat mencegah berkumpulnya kekayaan disegelintir
orang, sehingga dengan peran tersebut dapat
meminimalisir ketimpangan yang ada di masyarakat.

3. Zakat menegakkan  keadilan social  sehingga
berperandalam menghilangkanperselisihan dan
ketegangan sosail yang ada di tengah masyarakat terlebih
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pada masyarakat yang kaya dan yang msikin. Konsep
inilah  yang mempromosikan stabilitas  politik
kemasyarakatan yang maju dan berkeadilan.

4. Zakat mengurangi ketimpangan social yang merupakan
tujuan utama dalam zakat itu sendiri melalui tiga skema
penting yaitu pra industry, redistribusi dan pasca
industry sehingga melalui peran ini pemerataan
kekayaan kepaada orang-orang fakir dan miskin dapat
menjadi daya cipta pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan inklusif sebagaimana yang dicita-citakan
Negara dalam mensejahterahkan social.

5. Zakat akan merekonsiliasi antara hati orang kaya dan
miskin, dimana melalui distribusi harta akan
menghilangkan rasa iri hati orang miskin terhadap orang
kaya

6. Zakat dapat menghilangkan pengemis dalam struktur
social.

D. Kaitan zakat dengan kesejahteraan masyarakat
dibidang ekonomi

Dalam kaitannya zakat dengan kesejahteraan masyarakat
dibidang ekonomi, menurut Hamang Najed, para ulama
melalui telaahnya terhadap ayat-ayat al-quran dan hadis-
hadis Nabi SAW.SAW.ada sebelas keterkaitan zakat dengan
kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi yaitu:

1. Zakat menjadi landasan perekonomian berbasis nilai
spiritual shalat

Zakat sebagai landasan ideal ekonomi islam yang

idealismenya jauh dari motif buruk dimana didalam
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zakat itu terdapat motif nilai filosofi shalat, zakat
bergerak diatas lokomotif shalat sebagai lembaga
spiritual paling penting, zakat adalah amalan kelanjutan
dari amal shalat karena penyebutan zakat dalam Al-
Quran selalu bergandengan dengan perintah shalat.
Menurut Said Ramadan, shalat adalah makanan rohani,
akan tetapi belumcukup menyucikan kehidupan manusia
atau harta, harta dapat dibersihkan dengan zakat
sekaligus zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian
dan keluhuran jiwaseseorang atas harta yang dimilikinya
sehingga shalat dan zakat memiliki pengaruh timbal
balik yang dinamis yang menjadi lambang atas kesatuan
batin antara agama dan ekonomi.
Menetapkan regulasi asas ekonomi yang baku

Ajaran zakat memiliki ketentuan yang bersifat baku
terkait dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,
nisab, haul, kriteria muzakki dan kelompok mustahik
(delapan golongan). Tentunya ajaran zakat ini telah
mengatasi aspek regulasi dalam sector perekonomian
umat dengan paten dan baku.
Memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin

Pembayaran zakat dapat memenuhi kebutuhan fakir
miskin walaupun Kebutuhan manusia sangat beragam
namun ada kebutuhan pokok yang memiliki kesamaan
diantara mereka yang dapat diambilkan dari penuanaian
zakat. Keberagaman tersebut sama halnya dengan
kepemilikan orang pada hartanya juga beragam sehingga
harta yang wajib dizakati juga beragam sesuai dengan
jenis harta dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
islam. Adapun harta benda yang wajib dikeluarkan
zakatnya adalah:
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a. Logam mulia (emas dan perak)

Hasil pertanian bahan makanan pokok (padi, jagung,
sagu dan gandum)

Hewan ternak (unta, sapi, kambing/kerbau)

Hasil perdagangan

Barang temuan (Jugathah), rikazdan tambang

Hasil budidaya ternak, tanaman hias, perkebunan
dan Profesi

&

o oo 0

g. Hasil jasa (biro perjalanan umrah, biro travel dan

lain-lain)
Menciptakan lapangan kerja

Dalam pemungutan zakat memerlukan tenaga kerja
untuk menanganinya. Setiap harta zakat itu
memungkinkan tenaga kerja yang banyak terkait dengan
pemungutannya, sesuai dengan waktu pemungutannya
(haul), penghitung zakatnya serta pengelolaannya,
pencatatnya, petugas yang menjaganya dan lain
sebagainya sehingga zakat membutuhkan tenaga kerja
dan membuka lapangan pekerjaan sehingga mngerangi
angka pengangguran.
Menumbuhkan sector usaha/aspek produksi

Sesuai dengan QsS. Al-Bagarah:3 allah
mengisyaratkan agar manusia menafkahkan sebagian
rezeki yang telah dianugerahkan padanya. Perintah ini
melahirkan asas paling luhur dalam ekonomi islam.
Rasyid Ridha menegaskan bahwa orang yang
menginfakkan sebagian dari penghasilannya jarang jatuh
miskin. Keberadaan zakat yang seakan-akan hanya
sarana bersifat bantuan ala kadarnya kepada fakir miskin
agar dapat bertahan hidup akan tetapi zakat pada
ahakikatnya ~menjadi sarana untuk mencukupi
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kebutuhannya baik yang bersifat insidentil maupun
kontinyu, sehingga dengan zakat tersebut fakir miskin
diberikan kesempatan dalam menjalankan usaha
ekonominya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
dengan modal yang diperoleh dari zakat.
Melancarkan distribusi pendapatan secara horizontal

Islam melarang segala bentuk memacetkan
kekayaan, allah melimpahkan kekayaan kepada umat
islam dengan tuntutan Lkekayaan melimpah itu
berkewajiban menditribusikan pada masyarakat luas
untuk membantu pertumbuhan kehidupan ekonomi
masyarakat dan membelanjakan kekayaan melimpah
itua agar setiap orang dapat mencapai kemakmuran yaitu
dengan cara menunaikan zakat dan didistribusikan
secara horizontal yaitu dengan mendistribusikan secara
merata kepada kelompok mustahik sehingga dengan
begitu dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi secara
terus menerus.
Menggairahkan harga kebutuhan dasar fakir miskin di
pasaran

Zakat dapat menggairahkan harga kebutuhan dasar
fakir miskin di pasaran dengan penetapan besaran nisab
harta zakat yang disesuaikandengan harga kebutuhan
pokok fakir miskin di pasaran menjadi penyebab
bergairahnya harga kebutuhan pokokfakir miskin.
Menaikkan permintaan dan pola konsumsi fakir miskin

Kewajiban membayar zakat dan distribusi zakat
kepada fakir miskin dapat meningkatkan permintaan
barang-barang kebutuhan ekonomi secara signifikan.
Akumulasi permintaan individu dari fakir miskin yang
menginginkan dan membutuhkan suatu barang
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10.

menignkat secara kuantitatif dan kualitatif disebabkan
mereka membayar harganya dan berusaha membeli
barang tersebut.
Menciptakan pemerataan keuangan, mencegah inflasi
dan mengkontribusi manajemen perbankan

Uang merupakan kebutuhan dan kesukaan semua
manusia yang tidak hanya sebagai alat tukar menukar
dan sebagai alat pengukur nilai (unit of accounts),
namun juga sebagai alat penyimpan kekayaan (store aof
value) dan alat standar pembayaran tundaan (standard or
deferred payments). Dalam islam, Kepemilikan terhadap
uang tidak dibenarkan dan dilarang jika untuk ditumpuk
demi untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain,
untuk menekan orang lain dan menindasnya dan
meminjamkan kepada orang lain yang kemudian
dipungut tambahan sebagai bunganya, karena dalam
penumpukan dapat memblokir dan menusuk
perekonomian dalam bentuk melumpuhkan aspek
produksi dan merampas hak ekonomi dengan
menghalangi terciptanya proses kesejahteraan social dan
akan mengurangi arus peredaran Lkeuangan serta
menyumbat pendistribusian di tengah masyarakat
sehingga menutup kesempatan orang lain untuk
meemnuhi kebutuhan hidupnya. dengan demikian zakat
menjadi poros dan pusat keuangan Negara itu sendiri.
Menjauhkan dari aktivitas ekonomi dari praktik riba

Ajaran zakat membawa sistem ekonomi islam yang
baik, adil serta terhindar dari riba atau bunga, dimana
konsep riba/bunga merupakan konsep jual eli yang
kotor, terlarang dalam syari’ah dan sangat dilarang
dengan amat tegas. Transaksi atau bisnis yang dilakukan
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11.

12.

dengan transaksi ribatidak akan pernah mendatangkan
pertumbuhan yang signifikan malah akan mendatangkan
kerugian dan pailit. Hal ini bereadsarkan pada QS. Ar-
Rum (30): 39, dimana pada ayat tersebut ditegaskan
bahwa setiap harta yang diambil melalui riba agar dapat
tumbuh dan berkembang justru akan dikurangi oleh
allah dan tidak akan berkah usaha dan hartanya.
Memakmurkan Negara dan mensejahterakan masyarakat

Pada hakikatnya, Penanganan zakat merupakan hak
Negara yang dapat dijadikan sebagaisumber pendapatan
dan sumber kemakmuran Negara yang efektif dan
potensial. Dalam menangani zakat sama halnya dengan
menangani pajak yang selama ini menjadi sumber yang
efektif dan potensial dalam mendatangkan kemakmuran
bagi rakyat/Negara. Penarikan zakat yang ditangani oleh
Negara sebenarnya sudah terbukti dapat membawa
kemakmuran kepada Negara tersebut sebagaimana yang
telah dilakukan dinegara islam dalam sepanjang
sejarahnya telah berhasil mencapai kegemilangan.
Kebijakan praktik zakat sangat berpengaruh terhadap
islam dalam memerangi kemiskinan dan menjebolkan
akar-akar kemelaratan dan keterbelakangan. Melalui
penarikan zakt ini masyarakat muslim mulai menjadi
masyarakat yang hidup berkecukupan dan saling
memberi bantuan.
Menghasilkan kekayaan yang langgeng

Kekayaan yang langgeng ialah kekayaan yang
mendapatkan rida Allah SWT. pemilik alam semesta,
dimana kekayaan tersebut yang mencukupkan, kekayaan
yang mengamankan dan menenangkan jiwa serta
menjadi syarat ibadah kepada Allah SWT. kekayaan
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seseorang dapat terlindungi dengan zakat sebagaimana
hadis Nabi:

22~ ol 350 gl |y Al Sy I8 J5 e 52

Dari Jabir, rasulullah saw bersabda: bentengilah
hartamu dengan zakat. (HR. Ahmad)

Hadis diatas menegaskan bahwa Nabi
SAW.SAW.memerintahkan untuk melindungi
kekayaan/harta bendanya dengan mengeluarkan zakat
sebagaimana yang telah dipetintahkan oleh Allah
SWT.(Hamang Najed: 2015,167-200).
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Fungsi Manajemen
Lembaga Zakat di
Indonesia




EMBAGA Zakat di Indonesia adalah organisasi yang

berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan

mendistribusikan dana zakat untuk membantu mereka
yang membutuhkan. Fungsi manajemen lembaga zakat di
Indonesia melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang
penting untuk memastikan dana zakat dikelola dengan efisien dan
transparan. Beberapa fungsi manajemen lembaga zakat di
Indonesia meliputi: Pengumpulan Dana: Lembaga zakat
bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari
masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Ini melibatkan
upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat
dan mengumpulkan kontribusi secara sukarela.

Pengelolaan Dana: Manajemen lembaga zakat harus
mengelola dana yang diterima dengan bijak. Mereka perlu
membuat rencana anggaran dan mengalokasikan dana sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Evaluasi dan Pemantauan:
Lembaga zakat perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan
dana zakat secara teratur. Ini melibatkan peninjauan terhadap
proyek-proyek yang didanai dengan zakat untuk memastikan
bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.

Pendistribusian Dana: Salah satu fungsi utama lembaga zakat
adalah  mendistribusikan dana kepada mereka yang
membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan masyarakat
yang rentan. Distribusi harus adil dan efisien. Pelaporan dan
Transparansi: Lembaga zakat perlu memberikan laporan secara
berkala kepada donatur dan masyarakat umum tentang
bagaimana dana zakat digunakan. Ini termasuk pelaporan
keuangan dan informasi mengenai proyek-proyek yang didanai.
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Pengembangan Program dan Inisiatif: Lembaga zakat juga
dapat mengembangkan program dan inisiatif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani. Ini
dapat mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan,
dan bantuan ekonomi. Edukasi Masyarakat: Lembaga zakat perlu
terlibat dalam kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang zakat dan pentingnya memberikan
kontribusi. Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia sangat
penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi
dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat yang baik akan
membantu memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan
digunakan untuk tujuan yang benar-benar bermanfaat bagi
mereka yang membutuhkan.

A. Pendapat Ahli

Pandangan para ahli dalam bidang manajemen lembaga
zakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang
pentingnya fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia.
Berikut beberapa pandangan ahli yang mungkin relevan: Dr.
Muhammad Yunus: Seorang penerima Nobel Perdamaian
dan pendiri Grameen Bank, Dr. Yunus, telah berbicara
tentang pentingnya manajemen yang efisien dalam lembaga
zakat. Ia menekankan perlunya lembaga zakat untuk
mengelola dana dengan baik, dengan mengutamakan
transparansi dan akun/tabilitas. Prof. Dr. A. Hasbi Ash
Shiddieqy: Ahli zakat terkenal di Indonesia, Prof. Dr. Hasbi
Ash Shiddieqy, telah berbicara tentang manajemen yang baik
dalam lembaga zakat. Beliau menyoroti pentingnya
pemantauan dan evaluasi yang baik dalam pengelolaan dana
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zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut mencapai
sasaran yang tepat.

Dr. Tarmizi Taher: Dr. Tarmizi Taher adalah seorang
pakar zakat dan ekonomi Islam yang telah menyoroti
pentingnya pendistribusian dana zakat yang adil dan efisien.
Menurutnya, lembaga zakat harus memiliki sistem yang tepat
untuk memastikan dana zakat mencapai yang berhak
menerimanya tanpa penyalahgunaan. Dr. Zainuddin MZ:
Pendeta yang juga dikenal sebagai penceramah Islam, Dr.
Zainuddin MZ, sering berbicara tentang urgensi mengelola
lembaga zakat dengan penuh dedikasi dan integritas. Beliau
menekankan pentingnya pendekatan profesional dalam
mengelola dana zakat.

Prof. Dr. Quraish Shihab: Cendekiawan Islam terkemuka,
Prof. Dr. Quraish Shihab, telah berbicara tentang zakat
sebagai instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan
sosial. Menurutnya, lembaga zakat harus menjalankan
manajemen yang baik untuk memastikan bahwa zakat
memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang
membutuhkan. Pendapat para ahli ini menekankan
pentingnya manajemen yang efisien, transparansi,
akuntabilitas, dan profesionalisme dalam lembaga zakat di
Indonesia. Memahami dan mengimplementasikan prinsip-
prinsip ini adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat
benar-benar digunakan untuk mengatasi masalah kemiskin-
an dan kebutuhan sosial lainnya di masyarakat.

Tujuan

Tujuan fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia
adalah untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan dampak
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positif dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa tujuan
khusus dari fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia
meliputi: Mengumpulkan Dana Secara Efektif: Mencari dan
mengumpulkan zakat dari masyarakat dengan cara yang
efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan jumlah dana
yang tersedia untuk distribusi kepada yang membutuhkan.
Mengelola Dana dengan Bijak: Mengalokasikan dana zakat
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dengan cara
yang paling efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan
kebutuhan sosial lainnya. Transparansi dan Akuntabilitas:
Memberikan laporan keuangan yang jelas kepada masyarakat
dan donatur, sehingga mereka dapat melihat bagaimana dana
zakat digunakan. Hal ini menciptakan kepercayaan dan
memastikan akuntabilitas.

Distribusi yang Adil: Mendistribusikan dana zakat kepada
penerima yang berhak secara adil dan berkeadilan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, seperti fakir miskin, yatim
piatu, dan mereka yang membutuhkan. Pemantauan dan
Evaluasi: Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi
berkelanjutan terhadap program yang didanai oleh zakat
untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Pendampingan dan
Pengembangan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas
masyarakat yang menerima zakat melalui program
pendampingan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif
pengembangan ekonomi. Edukasi Masyarakat: Memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang zakat, tujuan, dan
kepentingannya dalam membantu masyarakat yang
membutuhkan.
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Pengembangan Program Inovatif: Menciptakan program
dan inisiatif inovatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang lebih luas. Mengurangi Kemiskinan dan
Ketidaksetaraan: Melalui pengelolaan yang baik, tujuan
utama adalah mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan
sosial, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat yang lebih luas. Dengan mencapai tujuan-tujuan
ini, lembaga zakat di Indonesia dapat berperan secara efektif
dalam menyediakan bantuan kepada mereka yang
membutuhkan dan memberikan manfaat yang signifikan
bagi masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan dalam fungsi
manajemen lembaga zakat membantu membangun
kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat
digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip
keuangan yang sehat.

Manfaat

Fungsi manajemen yang efektif dalam lembaga zakat di
Indonesia memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik
bagi lembaga zakat itu sendiri maupun bagi masyarakat yang
membutuhkan. Beberapa manfaat utama meliputi:
Transparansi dan Kepercayaan: Fungsi manajemen yang
baik, termasuk pelaporan keuangan yang jelas dan
akuntabilitas yang tinggi, membantu membangun
kepercayaan antara lembaga zakat, donatur, dan masyarakat
umum. Kepercayaan ini penting untuk meningkatkan
dukungan dan partisipasi dalam program zakat. Efisiensi
dalam Pengumpulan Dana: Manajemen yang efisien
memungkinkan lembaga zakat untuk mengumpulkan dan
mengelola dana dengan lebih efektif. Ini berarti lebih banyak
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dana zakat yang dapat dialokasikan untuk membantu mereka
yang membutuhkan.

Penggunaan Dana yang Tepat Sasaran: Dengan fungsi
manajemen yang baik, dana zakat dapat dialokasikan dengan
benar ke proyek-proyek yang paling membutuhkan. Ini
membantu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar
bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan bantuan.
Pendistribusian yang Adil: Lembaga zakat yang dikelola
dengan baik akan memastikan bahwa dana zakat
didistribusikan secara adil dan berkeadilan kepada penerima
yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melalui fungsi
manajemen, lembaga =zakat dapat memantau dan
mengevaluasi efektivitas program-program yang didanai oleh
zakat. Ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan
penyempurnaan program.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Lembaga zakat
yang efektif dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan,
meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan
kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas.
Pemberdayaan Masyarakat: Fungsi manajemen yang baik
dapat membantu membangun kapasitas masyarakat yang
menerima zakat melalui pendampingan, pelatihan keteram-
pilan, dan program-program pengembangan. Pendidikan
Masyarakat: Lembaga zakat dapat memainkan peran penting
dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya zakat dan
kewajiban-kewajiban Islam dalam berzakat. Pengembangan
Inovasi: Melalui manajemen yang baik, lembaga zakat dapat
mengembangkan program dan inisiatif inovatif yang dapat
memberikan solusi yang lebih efektif terhadap masalah
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sosial. Mendorong Keberlanjutan: Dengan mengelola dana
zakat dengan bijak, lembaga zakat dapat memastikan
keberlanjutan program dan pemberian zakat dalam jangka
panjang. Secara keseluruhan, fungsi manajemen yang baik
dalam lembaga zakat di Indonesia sangat penting untuk
mencapai tujuan zakat yang sejati, yaitu mengurangi
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan
membantu mereka yang membutuhkan, sambil memastikan
integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan
dana zakat.

Teori

Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia, seperti di
tempat lain, dapat dijelaskan melalui kerangka kerja fungsi
manajemen yang umumnya diterapkan dalam organisasi.
Teori fungsi manajemen ini mencakup empat tahap utama,
yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pelaksanaan (leading), dan pengendalian (controlling).
Berikut penjelasan lebih rinci tentang masing-masing fungsi
manajemen tersebut dalam konteks lembaga zakat di
Indonesia: Perencanaan (Planning): Penentuan Sasaran:
Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan sasaran dan
tujuan lembaga zakat, seperti jenis-jenis program yang akan
didukung atau populasi yang akan menerima bantuan zakat.
Perencanaan Anggaran: Merencanakan anggaran zakat untuk
memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan
secara efisien dan sesuai dengan tujuan syariah.

Pengorganisasian (Organizing): Struktur Organisasi:
Menyusun struktur organisasi lembaga zakat, termasuk
pengangkatan staf, penugasan tanggung jawab, dan
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pemilihan pengurus. Pengelolaan Sumber Daya: Meng-
organisasi sumber daya manusia dan materiil agar dapat
mencapai tujuan lembaga zakat dengan efisien. Ini
melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan tim, dan
pemilihan vendor jika diperlukan. Pelaksanaan (Leading):
Motivasi dan Pengawasan: Memimpin staf dan sukarelawan
dengan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan lembaga
zakat. Ini juga mencakup pengawasan agar dana zakat
digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Komunikasi: Berkomunikasi dengan donatur, masya-
rakat yang membutuhkan, dan mitra lainnya untuk
memastikan pemahaman dan dukungan terhadap tujuan
lembaga zakat. Pengendalian (Controlling): Pemantauan dan
Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
program yang didanai oleh zakat untuk memastikan bahwa
mereka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas dan Transparansi: Menerapkan praktik-praktik
akuntabilitas yang tinggi dan transparansi dalam pengelolaan
dana zakat. Ini termasuk pelaporan keuangan dan laporan
penggunaan dana yang mudah diakses oleh donatur dan
masyarakat.

Dalam teori manajemen, siklus ini sering dikenal sebagai
"siklus manajemen" dan berulang secara berkesinambungan.
Lembaga zakat perlu terus memperbarui dan menyesuaikan
perencanaan mereka sesuai dengan perubahan dalam
kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Selain
fungsi manajemen tersebut, lembaga zakat juga harus
memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan
prinsip-prinsip  syariah Islam dalam pengumpulan,
pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Integritas, etika, dan
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akuntabilitas tinggi adalah prinsip-prinsip yang sangat
penting dalam pengelolaan lembaga zakat di Indonesia dan di
seluruh dunia.

Metode

Lembaga zakat di Indonesia dapat menerapkan berbagai
metode dalam menjalankan fungsi manajemen mereka agar
lebih efektif. Berikut adalah beberapa metode yang dapat
digunakan dalam setiap fungsi manajemen lembaga zakat:
Perencanaan (Planning): Analisis Kebutuhan: Melakukan
analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat yang
mereka layani untuk menentukan jenis bantuan zakat yang
paling dibutuhkan. Perencanaan Strategis: Mengembangkan
rencana strategis yang mencakup tujuan jangka panjang dan
pendek, serta langkah-langkah konkret untuk mencapai
tujuan tersebut. Perencanaan Anggaran: Menetapkan
anggaran yang sesuai untuk mengelola dana zakat dan
mendukung program-program yang direncanakan.

Pengorganisasian (Organizing): Struktur Organisasi:
Membangun struktur organisasi yang efisien dengan
menetapkan tanggung jawab, kewenangan, dan hierarki di
dalam lembaga zakat. Pengelolaan Tim: Membentuk tim yang
berkualitas, termasuk staf dan sukarelawan, untuk
melaksanakan program-program zakat dengan baik.
Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Bermitra dengan
lembaga atau organisasi lain yang memiliki keahlian khusus
dalam bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan atau
pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan (Leading): Motivasi dan Pelatihan:
Memotivasi tim dan sukarelawan dengan memberikan
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pelatihan, dorongan, dan pengakuan atas kontribusi mereka.
Komunikasi Efektif: Berkomunikasi dengan jelas dan secara
efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk
donatur, masyarakat yang membutuhkan, dan mitra.
Pemantauan Program: Mengawasi pelaksanaan program
secara rutin untuk memastikan bahwa program berjalan
sesuai dengan rencana. Pengendalian (Controlling):
Pemantauan dan Evaluasi Program: Melakukan pemantauan
terhadap program-program yang didanai oleh zakat untuk
memastikan bahwa program tersebut mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja dan
dampak program.

Akuntabilitas dan Transparansi: Memastikan bahwa
lembaga zakat memberikan laporan keuangan yang jelas dan
transparan kepada donatur dan masyarakat tentang
penggunaan dana zakat. Perbaikan Berkelanjutan:
Menggunakan temuan dari pemantauan dan evaluasi untuk
melakukan perbaikan berkelanjutan dalam operasi dan
program zakat. Teknologi dan Sistem Informasi:
Menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen
untuk membantu mempermudah dan meningkatkan efisiensi
dalam manajemen dana dan program zakat.

Pengembangan Kapasitas: Melakukan pelatihan dan
pengembangan staf serta sukarelawan untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam mengelola lembaga zakat dengan
baik. Pengukuran Kinerja: Menggunakan indikator kinerja
yang sesuai untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran
telah tercapai, dan untuk menilai dampak yang dihasilkan
oleh program zakat. Pendekatan Inovatif: Mencari cara-cara
inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan
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zakat, termasuk penggunaan teknologi yang baru dan model
bisnis yang inovatif. Penerapan metode-manajemen yang
cermat dan efektif dalam fungsi manajemen lembaga zakat di
Indonesia akan membantu meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan dampak positif dari penggunaan dana
zakat, sehingga dapat lebih efektif dalam membantu mereka
yang membutuhkan dan memenuhi tuntutan prinsip-prinsip
syariah Islam.

Keunggulan dan kelemahan

Fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia memiliki
beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan: Pemberdayaan Masyarakat: Lembaga zakat
dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat yang
kurang mampu. Melalui pengelolaan dana zakat dengan
efisien, mereka dapat memberikan bantuan kepada yang
membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Peningkatan Keadilan Sosial: Pengelolaan dana zakat
yang baik dapat membantu meningkatkan keadilan sosial
dengan mendistribusikan sumber daya ke mereka yang
membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kesen-
jangan sosial.

Pengentasan Kemiskinan: Jika dikelola dengan baik,
lembaga zakat dapat berperan dalam mengurangi tingkat
kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada individu
atau kelompok yang memerlukan.

Kelemahan: Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:
Beberapa lembaga zakat masih memiliki tantangan dalam
memberikan transparansi yang memadai terkait pengelolaan
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dana =zakat. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga zakat.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi:
Beberapa lembaga zakat mungkin mengalami keterbatasan
dalam sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan
untuk mengelola dana zakat dengan efisien dan efektif.

Kesulitan dalam Pengumpulan Dana: Tergantung pada
faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan faktor-faktor
lainnya, lembaga zakat mungkin menghadapi kesulitan
dalam pengumpulan dana, terutama jika ada ketidakpastian
ekonomi yang signifikan.

Masalah Pengelolaan dan Distribusi: Terkadang,
pengelolaan dan distribusi dana zakat tidak dilakukan dengan
cara yang optimal, mengakibatkan bantuan tidak sampai
kepada yang benar-benar membutuhkan atau terjadi
pemborosan sumber daya.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya transparansi,
pengelolaan yang baik, dan teknologi untuk mengelola dana
zakat dapat membantu mengatasi beberapa dari kelemahan
ini. Dengan memperbaiki proses manajemen dan
pengawasan, lembaga zakat dapat lebih efektif dalam
memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  yang
membutuhkan.

. Pembahasan

Fungsi manajemen dalam lembaga zakat di Indonesia
mencakup beberapa aspek penting yang memastikan
efektivitas, transparansi, dan distribusi yang adil dari dana

Manajemen Ekonomi Ziswaf | 165



166

zakat. Berikut adalah pembahasan tentang fungsi manajemen
lembaga zakat di Indonesia:

1. Perencanaan (Planning): Penetapan Tujuan: Lembaga

zakat menetapkan tujuan yang jelas terkait
pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyusunan Program: Perencanaan program untuk
memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk
membantu yang membutuhkan, misalnya, program
bantuan pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.

2. Pengorganisasian (Organizing): Pengelompokan Dana:

Mengatur dana zakat yang diterima dari masyarakat,
menyusunnya, dan memastikan terdistribusi dengan
tepat sesuai kebutuhan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Menyusun tim
yang terampil dan kompeten untuk mengelola dana
zakat, termasuk ahli syariah, akuntan, dan administrator
untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaksanaan (Implementing): Pengumpulan Dana:
Melakukan pengumpulan dana zakat dari masyarakat,
baik melalui donasi tunai maupun non-tunai, serta
mengelola proses penerimaan dengan transparan.

Pendistribusian: Menyalurkan dana zakat kepada
penerima manfaat yang memenuhi kriteria sesuai
dengan prinsip syariah.

4. Pengendalian (Controlling): Pemantauan dan Evaluasi:

Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap
penggunaan dana zakat, mengevaluasi efisiensi program,
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dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

Audit dan Pelaporan: Melakukan audit secara
berkala untuk memastikan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta
memberikan laporan kepada publik agar masyarakat
mengetahui bagaimana dana zakat digunakan.

5. Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Strategis:
Perbaikan Berkelanjutan: Mengembangkan kebijakan
dan strategi jangka panjang untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat serta
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan
ekonomi.

Tantangan dan Perbaikan: Tantangan utama yang
dihadapi oleh lembaga zakat di Indonesia meliputi
transparansi, pengelolaan yang efektif, dan penerimaan
dana yang konsisten. Perbaikan dapat dilakukan dengan
meningkatkan teknologi untuk memfasilitasi
pengelolaan dana yang lebih baik, meningkatkan
kesadaran akan pentingnya transparansi, serta
memperkuat pengawasan dan audit internal.

Pentingnya fungsi manajemen dalam lembaga zakat
adalah untuk memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan,
dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk mendukung
pembangunan sosial dan kesejahteraan umat secara
keseluruhan.
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Hasil dari fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia

dapat dilihat dari dampak sosial, kesejahteraan masyarakat,
transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Beberapa hasil yang bisa diamati:

1.

Dampak Sosial dan Kesejahteraan:
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin:

Melalui pengelolaan dana zakat yang efektif,
lembaga zakat dapat memberikan bantuan kepada
masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam bidang
pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan bantuan
ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi:

Bantuan yang diberikan bisa berupa program
pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, atau
bantuan dalam pengembangan potensi ekonomi
masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas:
Laporan Publik:

Lembaga zakat yang efektif akan memiliki praktik
transparan dalam pelaporan penggunaan dana zakat.
Memberikan laporan secara terbuka kepada publik
mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi
dana zakat.

Pemantauan dan Audit: Proses pemantauan dan
audit yang ketat memastikan bahwa dana =zakat

Manajemen Ekonomi Ziswaf



digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak
terjadi penyalahgunaan.

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:
Kepatuhan Hukum dan Etika:

Lembaga zakat yang baik akan memastikan bahwa
seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan
prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Peningkatan Kesadaran Agama:

Melalui kegiatan pengelolaan zakat yang baik,
lembaga zakat dapat turut berperan dalam meningkatkan
kesadaran dan pemahaman akan kewajiban zakat dalam
agama Islam.

4. Peningkatan Kualitas Manajemen:
Efisiensi Operasional:

Manajemen yang baik membawa efisiensi dalam
proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana
zakat sehingga lebih banyak manfaat yang dapat
disalurkan kepada yang membutuhkan.

Penggunaan Teknologi:

Adopsi teknologi dapat meningkatkan transparansi
dan efisiensi dalam mengelola dana zakat, seperti
penggunaan platform digital untuk pengumpulan dan
pendistribusian dana.

Hasil yang optimal dari fungsi manajemen lembaga zakat
di Indonesia adalah terwujudnya distribusi dana zakat yang
efektif, memberikan dampak sosial yang nyata bagi
masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan
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kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dalam
pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan dengan
transparansi yang tinggi.

Dalam fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia,

beberapa hal penting perlu diperhatikan untuk memastikan
efektivitas, transparansi, dan dampak sosial yang positif.
Berikut adalah beberapa poin kunci yang sangat penting:

1.

Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah:

Pemahaman Mendalam tentang Hukum Islam:
Pegawai dan pengelola lembaga zakat harus memiliki
pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip
syariah yang terkait dengan pengumpulan, pengelolaan,
dan distribusi dana zakat.

Audit dan Pengawasan yang Ketat: Memastikan
bahwa seluruh proses yang terkait dengan dana zakat
dikontrol dan diaudit secara ketat untuk memastikan
kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Pelaporan Terbuka dan Jelas: Lembaga zakat harus
secara rutin memberikan laporan yang terbuka dan jelas
kepada publik tentang penggunaan dana zakat, termasuk
pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi.

Penggunaan  Teknologi untuk  Transparansi:
Menerapkan teknologi seperti platform online atau
sistem informasi yang dapat diakses publik untuk
memberikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
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3. Pengelolaan Dana yang Efektif:

Pengelolaan Risiko: Memiliki strategi yang matang
untuk mengelola risiko, termasuk risiko investasi atau
risiko operasional yang terkait dengan pengelolaan dana
zakat.

Efisiensi Operasional: Memastikan bahwa biaya
administratif rendah sehingga sebanyak mungkin dana
yang terkumpul dapat dialokasikan langsung kepada
mereka yang membutuhkan.

4. Pemberdayaan Masyarakat:

Program Pemberdayaan: Mengembangkan program
pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pendidikan
keterampilan, bantuan modal, atau program ekonomi
yang dapat membantu penerima manfaat untuk mandiri
secara ekonomi.

5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia:

Tim yang Kompeten: Memiliki tim yang terampil,
terlatih, dan berkualitas tinggi untuk mengelola dana
zakat dengan efektif, serta memiliki pemahaman yang
baik tentang aspek-aspek syariah yang terkait.

Memperhatikan dan memastikan penerapan poin-poin
tersebut dalam fungsi manajemen lembaga zakat akan
membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu
memberikan manfaat yang maksimal kepada yang
membutuhkan sambil memastikan akuntabilitas, trans-
paransi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam kesimpulan, fungsi manajemen lembaga zakat di
Indonesia menjadi kunci utama dalam memastikan
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efektivitas, transparansi, dan dampak sosial yang positif.
Berikut beberapa poin utama dalam kesimpulan terkait
fungsi manajemen lembaga zakat di Indonesia:

1.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Kepahaman yang
Mendalam: Penting bagi lembaga zakat untuk memiliki
pegawai yang memahami prinsip-prinsip syariah terkait
pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Kontrol dan Audit Ketat: Pengendalian internal dan
audit rutin diperlukan untuk memastikan kepatuhan
penuh terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek
pengelolaan dana zakat.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pelaporan Terbuka:
Lembaga zakat harus rutin memberikan laporan terbuka
dan jelas kepada publik tentang penggunaan dana zakat,
untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi.

Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi
untuk memperkuat transparansi, seperti platform online
atau sistem informasi terbuka untuk memantau
penggunaan dana zakat.

Pengelolaan Dana yang Efektif: Manajemen Risiko yang
Baik: Perencanaan yang matang dalam mengelola risiko
investasi dan operasional untuk menjaga keamanan dan
efisiensi penggunaan dana zakat.

Efisiensi Operasional: Memastikan biaya adminis-
tratif rendah untuk memaksimalkan jumlah dana yang
dapat disalurkan kepada penerima manfaat.

Pemberdayaan Masyarakat: Program Pemberdayaan
yang Berkelanjutan: Pengembangan program pember-
dayaan yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat,
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tetapi juga membantu penerima manfaat menjadi
mandiri secara ekonomi.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Tim yang Kompeten:
Memiliki tim yang terlatih, kompeten, dan berkomitmen
untuk mengelola dana zakat dengan efektif, serta
memahami prinsip-prinsip syariah yang terkait.

Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dalam
fungsi manajemen lembaga zakat, diharapkan lembaga
zakat dapat memberikan dampak sosial yang signifikan,
mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan bahwa
dana zakat disalurkan secara efisien untuk kesejahteraan
yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Manajemen Ekonomi Ziswaf | 173






Y ! b ) .
74
o B0 @
N ~ \5 X U > 3
o N ! 5

Tata Kelola Zakat di
Indonesia




ATA kelola zakat di Indonesia merujuk pada serangkaian

proses, prinsip, dan praktik yang mengatur pengumpulan,

pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan =zakat
secara transparan, efektif, dan efisien. Ini mencakup bagaimana
lembaga-lembaga zakat dan entitas terkait mengatur, mengelola,
dan menggunakan dana zakat yang diterima dari masyarakat
untuk membantu mereka yang membutuhkan (mustahik).

Beberapa komponen tata kelola zakat di Indonesia meliputi:
Pengumpulan Zakat

Pengelola Zakat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta entitas lain yang bertanggung
jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat.

Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi seperti
platform online atau aplikasi mobile untuk memfasilitasi dan
memudahkan proses pembayaran zakat.

Pendistribusian Zakat

Pemilihan Penerima Zakat: Identifikasi dan pemilihan
penerima zakat (mustahik) yang memenuhi kriteria
keberhakannya. Program Pendistribusian: Penyaluran zakat
kepada mustahik melalui program-program yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau
pemberdayaan ekonomi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan: Laporan terbuka dan transparan
mengenai pengumpulan dan pengeluaran dana zakat.
Pengawasan: Mekanisme pengawasan internal dan eksternal
untuk memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye Edukasi: Program-program untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat serta
bagaimana zakat digunakan untuk membantu mereka yang
membutuhkan.

Peran Pemerintah

Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah memiliki peran dalam
membuat regulasi yang mengatur tata kelola zakat dan
melakukan pengawasan untuk memastikan lembaga-lembaga
zakat beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata kelola
zakat yang baik sangat penting untuk memastikan dana zakat
disalurkan dengan tepat dan efektif, serta memberikan manfaat
maksimal bagi yang membutuhkan. Fokus pada transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat
menjadi kunci dalam pengembangan sistem yang dapat dipercaya
dan berkelanjutan.

A. Pendapat Ahli

Di Indonesia, beberapa ahli dan praktisi memiliki
pandangan yang beragam terkait tata kelola zakat. Berikut
beberapa pendapat yang bisa mencerminkan pandangan dari
para ahli tata kelola zakat di Indonesia:

Prof. Dr. Bambang Sudibyo: Beliau merupakan salah satu
pakar ekonomi Islam di Indonesia. Sudibyo menekankan
pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang
baik dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, pengelolaan
zakat harus mengedepankan profesionalisme dalam
manajemen keuangan untuk memastikan zakat tersalurkan
secara tepat dan efisien.
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Dr. Irfan Syauqi Beik: Beliau adalah ekonom dan
akademisi yang juga aktif dalam diskusi tentang zakat di
Indonesia. Irfan Syauqi Beik menyoroti perlunya inovasi
dalam pengelolaan zakat, termasuk penggunaan teknologi
untuk memudahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat
serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan.

Dr. Muhammad Amri: Ahli ekonomi Islam ini
menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang
baik dalam pengelolaan zakat. Amri menyoroti perlunya
standar yang jelas dan peningkatan efisiensi dalam distribusi
zakat untuk memberikan manfaat maksimal kepada
mustahik.

Dr. Euis Amalia: Beliau merupakan pakar ekonomi Islam
yang menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi melalui zakat.
Euis Amalia menekankan pentingnya zakat sebagai
instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
mustahik  serta  perlunya  program-program  yang
berkelanjutan untuk memberdayakan mereka.

Pandangan para ahli ini menyoroti aspek-aspek penting
seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, inovasi, dan
pemberdayaan ekonomi dalam tata kelola zakat di Indonesia.
Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola
zakat yang baik menjadi kunci dalam memastikan zakat dapat
memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang
membutuhkan.

Tujuan

Tata kelola zakat di Indonesia bertujuan untuk
mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan dana zakat

| Manajemen Ekonomi Ziswaf



secara efisien, transparan, dan efektif guna mencapai
beberapa tujuan utama:

Kesejahteraan Mustahik

Meningkatkan Kesejahteraan: Salah satu tujuan utama
zakat adalah untuk memberikan bantuan kepada yang
membutuhkan (mustahik) agar mereka dapat memenuhi
kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan
tempat tinggal.

Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi: Zakat diarahkan untuk
membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi
dengan memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha,
pelatihan keterampilan, atau program-program yang
mendukung pengembangan ekonomi mereka.

Keadilan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Zakat juga bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok yang
mampu dan yang membutuhkan, sehingga menciptakan
kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Penyediaan Layanan Publik

Peningkatan Layanan Publik: Dana zakat dapat
digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama bagi
mereka yang kurang mampu mendapatkan akses terhadap
layanan tersebut.

Penegakan Prinsip Syariah

Mengukuhkan Prinsip-Prinsip Syariah: Pengelolaan zakat
yang baik juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana
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zakat disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam
yang meliputi transparansi, keadilan, dan kemanfaatan
sosial.

Peningkatan Kesejahteraan Umum

Meningkatkan Kesejahteraan Umum: Dengan
pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi faktor penting
dalam meningkatkan kesejahteraan umum di masyarakat
dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial: Selain aspek ekonomi, zakat juga
digunakan untuk pemberdayaan sosial dengan memberikan
dukungan psikologis, pendidikan, atau keterampilan bagi
mereka yang membutuhkan.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk
memanfaatkan dana zakat secara optimal guna memberikan
dampak positif yang besar bagi masyarakat yang
membutuhkan serta membangun fondasi yang kuat bagi
kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia.

Manfaat

Tata kelola zakat yang baik di Indonesia memberikan
sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi masyarakat yang
membutuhkan maupun bagi stabilitas sosial-ekonomi secara
keseluruhan. Beberapa manfaat utamanya meliputi:

Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Pemberian Bantuan Langsung: Dengan tata kelola yang
baik, zakat dapat disalurkan secara tepat dan tepat waktu
kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka
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memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan,
pendidikan, dan tempat tinggal.

Pemberdayaan Ekonomi

Mendukung Pengembangan Usaha: Zakat dapat
diberikan dalam bentuk modal wusaha, pelatihan
keterampilan, atau program-program yang mendukung
pengembangan ekonomi bagi mustahik, membantu mereka
menjadi mandiri secara ekonomi.

Reduksi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Mengurangi Kesenjangan Sosial: Dana zakat dapat
membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok
yang mampu dan yang tidak mampu, meminimalkan
ketidakadilan sosial di masyarakat.

Peningkatan Akses Layanan Publik

Meningkatkan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Zakat
dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti
kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas umum
bagi mereka yang kurang mampu mendapatkan akses ke
layanan tersebut.

Keadilan Sosial dan Keamanan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Pengelolaan zakat yang
baik dapat memperkuat keadilan sosial dan mengurangi
ketidakpuasan sosial, membantu menciptakan masyarakat
yang lebih stabil dan harmonis.

Peningkatan Kesejahteraan Umum

Dampak Positif bagi Kesejahteraan Umum: Zakat yang
dikelola dengan baik memberikan kontribusi yang signifikan
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terhadap peningkatan kesejahteraan umum, meningkatkan
kualitas hidup bagi mereka yang kurang mampu.

Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Sosial

Meningkatkan Kesadaran Sosial: Melalui tata kelola zakat
yang transparan dan akuntabel, masyarakat menjadi lebih
sadar akan tanggung jawab sosial mereka dan lebih
termotivasi untuk berbagi kepada sesama.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa pengelolaan
zakat yang baik memiliki dampak yang luas dan positif bagi
masyarakat, membantu mengatasi berbagai masalah sosial-
ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Teori

Teori tata kelola zakat di Indonesia mencakup sejumlah
prinsip dan konsep yang menjadi landasan dalam
pengelolaan zakat secara efektif dan transparan. Beberapa
teori yang menjadi dasar dalam tata kelola zakat di Indonesia
meliputi:

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi: Menyangkut keterbukaan informasi
mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian
dana zakat kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan
mudah diakses menjadi kunci dalam membangun
kepercayaan  masyarakat terhadap lembaga-lembaga
pengelola zakat.

Akuntabilitas: Lembaga-lembaga yang mengelola zakat
harus bertanggung jawab dan terbuka terhadap hasil
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penggunaan dana zakat kepada masyarakat yang
mempercayakan zakat mereka.

Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat

Efisiensi: Mengacu pada penggunaan sumber daya yang
optimal, termasuk biaya administrasi yang rendah, sehingga
lebih banyak dana zakat yang tersalurkan kepada mustahik.

Efektivitas: Menunjukkan seberapa baik dana zakat
digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan,
seperti bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau
program-program pemberdayaan.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan: Zakat harus disalurkan secara adil, tidak
memihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Distribusi zakat harus memperhatikan kebutuhan dan
keadilan bagi penerima zakat.

Kesetaraan: Memberikan kesempatan yang setara bagi
semua yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari
dana zakat, tanpa diskriminasi.

Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat

Inovasi dan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi
dan inovasi dalam sistem pengelolaan zakat dapat
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan
bagi masyarakat dalam membayar dan mendistribusikan
zakat.

Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya membayar zakat, serta
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memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai
penggunaan dan manfaat zakat bagi kepentingan bersama.

Teori-teori ini mencerminkan prinsip-prinsip yang
penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, di mana
transparansi, efisiensi, keadilan, dan pemberdayaan menjadi
fokus utama dalam tata kelola zakat yang baik. Implementasi
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan manfaat
zakat bagi masyarakat yang membutuhkan serta membangun
fondasi yang kuat bagi keadilan sosial dan ekonomi di
Indonesia.

Metode

Di Indonesia, terdapat berbagai metode dalam tata kelola
zakat yang digunakan oleh lembaga-lembaga amil zakat
untuk mengelola dana zakat dengan efektif. Beberapa metode
yang umum diterapkan antara lain:

Pengelolaan Dana Zakat

Pengumpulan secara Langsung: Masyarakat dapat
membayar zakat langsung ke lembaga amil zakat, baik
melalui kantor fisik maupun melalui platform online atau
aplikasi mobile.

Pengelolaan secara Profesional: Lembaga amil zakat
menggunakan manajemen profesional untuk mengelola dana
zakat, termasuk pengelolaan investasi agar dana dapat
berkembang dengan baik sebelum didistribusikan.
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Identifikasi Mustahik

Pendataan Mustahik: Lembaga amil zakat melakukan
pendataan untuk mengidentifikasi mustahik yang memenuhi
syarat menerima zakat.

Penilaian Kelayakan: Mustahik dinilai kelayakannya
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan
bantuan zakat diberikan kepada yang benar-benar
membutuhkan.

Distribusi Zakat

Bantuan Langsung: Zakat disalurkan langsung kepada
mustahik dalam bentuk bantuan tunai, sembako, atau
kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program Pemberdayaan: Zakat juga bisa disalurkan
melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan
modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pendampingan
untuk membantu mustahik mandiri secara ekonomi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan Publik: Lembaga amil zakat memberikan
laporan keuangan secara terbuka dan transparan kepada
masyarakat tentang pengumpulan, pengelolaan, dan
pendistribusian dana zakat.

Pengawasan: Adanya mekanisme pengawasan baik
internal maupun eksternal untuk memastikan dana zakat
digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan Platform Online: Lembaga amil zakat
menggunakan teknologi, seperti aplikasi mobile atau
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platform online, untuk mempermudah proses pembayaran
zakat dan pelaporan transaksi.

Sistem Informasi: Implementasi sistem informasi yang
baik untuk manajemen data mustahik, transaksi zakat, dan
pelaporan.

Edukasi dan Sosialisasi

Program Edukasi: Lembaga amil zakat aktif melakukan
program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya
membayar zakat serta penggunaan zakat untuk membantu
mereka yang membutuhkan.

Kampanye  Sosialisasi: =~ Mengadakan  kampanye-
kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan zakat dan manfaatnya.

Metode-metode ini digunakan sebagai landasan dalam
mengelola dan mendistribusikan zakat di Indonesia agar
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat
yang membutuhkan serta menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

Keunggulan dan kelemahan
Tata kelola zakat di Indonesia memiliki sejumlah
keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan:
Keunggulan:

Keterlibatan Masyarakat: Indonesia memiliki tradisi
panjang membayar zakat, dan masyarakat umumnya
responsif terhadap panggilan untuk memberikan zakat,
menciptakan potensi besar dalam pengumpulan dana zakat.
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Potensi Besar Dana Zakat: Indonesia memiliki jumlah
penduduk Muslim yang besar, sehingga potensi untuk
mengumpulkan zakat sangat besar jika dikelola dengan baik.

Pengembangan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam
pengumpulan dan distribusi zakat telah berkembang,
memudahkan masyarakat untuk membayar zakat dan
lembaga-lembaga zakat untuk mengelola dana secara lebih
efisien.

Komitmen pada Transparansi: Banyak lembaga zakat di
Indonesia yang berkomitmen wuntuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, melalui pelaporan terbuka
dan pengawasan yang lebih ketat.

Kelemahan:

Kesadaran dan Pendidikan: Masih ada tantangan dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
membayar zakat serta pemahaman yang lebih baik mengenai
manfaat dan prinsip zakat.

Kurangnya Kepercayaan: Terdapat kekhawatiran
terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-
lembaga amil zakat terkait dengan transparansi, manajemen
dana, dan efisiensi distribusi.

Ketidakmerataan Distribusi: Kadang kala distribusi zakat
tidak merata atau tidak tepat sasaran, menyebabkan sebagian
yang berhak menerima zakat tidak mendapatkan manfaatnya
dengan baik.

Keterbatasan Regulasi dan Pengawasan: Meskipun
regulasi ada, pengawasan atas pengelolaan zakat masih
belum sepenuhnya efektif, mengakibatkan beberapa kasus
penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak tepat.
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Potensi Kurangnya Efisiensi: Biaya administrasi dan
manajemen dalam lembaga-lembaga amil zakat kadang-
kadang dapat mengurangi jumlah yang disalurkan kepada
mustahik.

Memahami keunggulan dan kelemahan dalam tata kelola
zakat di Indonesia menjadi kunci dalam upaya perbaikan,
meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang lebih baik.

Pembahasan

Pembahasan tata kelola zakat di Indonesia melibatkan
sejumlah aspek yang menjadi fokus dalam pengelolaan dana
zakat secara efektif dan transparan. Beberapa poin penting
yang sering dibahas dalam konteks tata kelola zakat di
Indonesia meliputi:

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan Terbuka: Pentingnya lembaga amil zakat
untuk memberikan laporan yang terbuka dan transparan
mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian
dana zakat kepada masyarakat.

Akuntabilitas: Lembaga-lembaga zakat harus
bertanggung jawab atas penggunaan dana zakat dan
menghindari penyalahgunaan.

Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan Aplikasi dan Platform Online: Penggunaan
teknologi modern untuk mempermudah masyarakat dalam
pembayaran zakat dan bagi lembaga zakat untuk mengelola
dana dengan lebih efisien.

| Manajemen Ekonomi Ziswaf



Pendidikan dan Sosialisasi

Kampanye Edukasi: Pembahasan tentang pentingnya
zakat dan dampaknya bagi masyarakat melalui program-
program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat.

Pendidikan Zakat: Memberikan pemahaman yang lebih
baik kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan
manfaat zakat dalam kehidupan sehari-hari.

Regulasi dan Pengawasan

Regulasi yang Memadai: Pembahasan tentang perlunya
regulasi yang jelas dan efektif dalam mengatur tata kelola
zakat.

Pengawasan yang Ketat: Adanya mekanisme pengawasan
yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk
memastikan lembaga-lembaga zakat beroperasi sesuai
dengan standar yang ditetapkan.

Efisiensi Distribusi Zakat

Optimalisasi Penggunaan Dana: Diskusi tentang
bagaimana cara memaksimalkan penggunaan dana zakat,
termasuk mengurangi biaya administrasi agar lebih banyak
dana tersalurkan kepada yang membutuhkan.

Pendistribusian yang Merata dan Tepat Sasaran:
Membahas bagaimana cara agar distribusi zakat lebih merata
dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar
membutuhkan.

Pembahasan-pembahasan ini penting untuk terus
diperhatikan dan ditingkatkan demi memperbaiki tata kelola
zakat di Indonesia. Fokus pada transparansi, efisiensi,
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akuntabilitas, dan penggunaan teknologi menjadi kunci
dalam pengelolaan zakat yang lebih baik untuk memberikan
dampak sosial yang lebih besar bagi masyarakat yang
membutuhkan.

. Hasil

Hasil tata kelola zakat di Indonesia dapat dilihat dari
dampak sosial, ekonomi, dan kemanfaatan yang diperoleh
oleh masyarakat yang membutuhkan. Beberapa hasil dari
tata kelola zakat di Indonesia antara lain:

Bantuan Langsung kepada Mustahik

Peningkatan Kesejahteraan: Dana zakat yang disalurkan
secara tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
mustahik dengan memberikan bantuan langsung seperti
sembako, pakaian, atau bantuan keuangan.

Pemberdayaan Ekonomi

Mendukung Pengembangan Usaha: Zakat juga dapat
digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha atau
pelatihan keterampilan, membantu mustahik untuk mandiri
secara ekonomi.

Infrastruktur Sosial

Pengembangan Infrastruktur: Sebagian dana zakat bisa
dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sosial
seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau
masjid.

Kesejahteraan Sosial

Mengurangi Kemiskinan: Melalui program-program yang
tepat sasaran, zakat dapat membantu mengurangi tingkat
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kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di
komunitas yang membutuhkan.

Pendidikan dan Kesehatan

Akses Pendidikan dan Kesehatan: Zakat bisa digunakan
untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap
pendidikan dan layanan kesehatan bagi mereka yang tidak
mampu.

Keadilan Sosial

Menciptakan Keadilan Sosial: Pengelolaan zakat yang
baik dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan
sosial, mengurangi kesenjangan antara yang mampu dan
yang membutuhkan.

Peningkatan Kesadaran Sosial

Meningkatkan Kesadaran Sosial: Program edukasi dan
sosialisasi tentang zakat dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat akan kewajiban sosial mereka untuk berbagi
kepada yang membutuhkan.

Hasil dari tata kelola zakat yang baik di Indonesia harus
terlihat dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat yang lebih luas. Dampak sosial, ekonomi, dan
moral yang positif merupakan indikator keberhasilan dari
pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak.
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AKAF secara istilah merupakan penahanan terhadap
‘ ; s; harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika
dan penggunaannya mubah dan dimaksudkan untuk
mendapatkan ridho Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian daripada wakaf
dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh
wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya yang dipergunakan untuk dimanfaatkan
selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan
umum secara Syariah.

Terkait dengan wakaf produktif yang dimaksudkan adalah
pengelolaan terhadap wakaf karena seperti yang kita ketahui
umat Islam sangat erat dengan yang namanya wakaf namun
hanya diperuntukkan untuk ibadah saja tidak dikelola dengan
sebaik mungkin sehingga menjadi wahana beserta layanan
masyarakat secara luas akhirnya harta wakaf yang ada tidak
terkelola dengan baik padahal jika harta wakaf yang ada di
Indonesia ini dikelola dengan baik sesuai potensi yang dimiliki
pada harta wakaf tersebut yang bersifat ekonomis seperti
dijadikan profit oriented, dan yayasan-yayasan sosial lainnya yang
dapat dinikmati manfaatnya dalam kehidupan masyarakat
(Badan wakaf Indonesia: 2013).

Wakaf produktif merupakan perwakaafan harta benda tetap
(tidak bergerak) yang diwakafkan bertujuan untuk digunakan
dalam kegiatan produksi yang nantinya hasilnya disalurkan
sesuai dengan tujuan dari wakat tersebut, seperti wakaf tanah
yang bisa digunakan untuk bercocok tanam yang hasil dari
pertanian tersebut dapat bermanfaat bagi umat islam dan umat
manusia. Wakaf produktif tidak ditekankan pada harta yang
diwakafkan namun lebih kepada manfaat atau hasil yang
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diperoleh dari harta wakaf yang disalurkan untuk kepentingan
ummat khususnya umat islam seperti kepentingan pendidikan,
kesehtan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Penekanan pada
wakaf produktif itu tidak terpaku kepada Harta tetap yang
diwakafkan akan tetapi pada pengelolaan yang produktif dan
pemanfaat serta keuntungan bersih yang dihasilkan dari
pengembangan wakaf yang disalurkan kepada ummat manusia
khususnya kepada umat islam (Mundzir:2005).

Adapun macam-macam dari bentuk wakaf produktif antara
lain:
Wakaf berupa lahan pertanian atau perkebunan
Wakaf berupa sarana pendidikan, kesehatan dan ibadah
Wakaf berupa sumur
Wakaf berupa jalan /jembatan
Wakaf berupa saham
Praktek wakaf produktif secara tersirat sudah ada dalam Al-

ok W=

Quran mengingat syariat wakaf memang untuk memberikan
kemanfaatan pada umat tentunya tidak lepas dari perintah allah
agar umat islam selalau menebarkan kebaikan dengan
bersungguh-sungguh baik menggunakan harta maupun dengan
menggunakan kekuatan yang ada dalam fisiknya yang ditujukan
untuk memperoleh ridlo allah swt. Sebagaimana yang tertera
dalam firman allah:

Artinya: “hai orang-orang yang beriman ruku’lah kamu,
sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan
supaya kamu mendapatkan kemenangan” (QS. Al-Haj: 77).

Ayat diatas tentu memberikan kebebasan seluas-luasnya
kepada seluruh umat islam untuk menebar kebaikan. Dengan
kata al-khair yang memiliki makna kebaikan secara umum maka
barang tentu kebaikan dapat dilakukan dengan melalui berbagai
cara dan 7khtiar sesuai dengan keahlian dan potensi yang dimiliki
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oleh setiap individu. Ditambah lagi dengan hadis nabi yang
menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal maka putuslah

seluruh amalnya kecuali dengan tiga perkara yaitu shadagah

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu
mendoakan. Maka dengan begitu aplikasi kebaikan yang berupa
wakaf produktif masuk pada salah satu dari ketiga perkara
tersebut sehingga dimungkinkan dapat menjadi tambahan amal
bagi yang melakukannya (Sahmiar Pulungan:2022, 361).

A. Pengelolaan Wakaf Produktif

196

Adapun pengelolaan wakaf produktif itu sangat

bergantung pada kompetensi dari seorang nazir walaupun

nazir tidak termasuk pada salah satu rukun wakaf namun

para ulama sepakat nazir harus ditunjuk oleh wakif

Realitanya di indonesia nanti ditetapkan sebagai dasar pokok
perwakafan untuk itu dalam mengelola wakaf produktif di

indonesia yang harus dilakukan ialah:
1.

Membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus
mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diberi nama
dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf
indonesia memiliki tugas yaitu mengembangkan wakaf
secara produktif sehingga wakaf dapat meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Dan tidak kalah penting pada
pembentukan badan wakaf Indonesia organisasi
organisasi tersebut sebaiknya dibuat ramping dan solid
yang anggotanya terdiri dari ahli dari berbagai ilmu yang
berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif seperti
ahli hukum islam ahli ekonomi Islam di perbankan
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Islam, dan para cendekiawan yang lain yang memiliki
perhatian terhadap perwakafan

2. Lembaga/badan wakaf indonesia melaksanakan tugas
utamanya yaitu memberdayakan wakaf baik yang berupa
benda bergerak atau tidak bergerak yang ada di
indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi
umat.

3. Badan wakaf indonesia memberikan pelayanan dan
support kepada pengurus harta wakaf produktif dengan
membentuk perencanaan dan investasi serta memberi-
kan bantuan dana.

4. Badan wakaf indonesia melakukan pengawasan baik di
bidang administrasi maupun keuangan (Depag RI: 2004).

B. Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif

Terkait dengan pedoman pengelolaan wakaf produktif
agar tercapai tujuan yang diinginkan membutuhkan dana
sebagai sarana penunjang dan harus ada proyek penyedia
jasa seperti wakaf tanah tidak akan menghasilkan sesuatu
apabila yang tidak diolah misalnya dengan pengairan bibit
yang nyata serta dana yang cukup dan investasi sedangkan
hasilnya setelah melalui proses investasi dan pemelihara-
annya hitungan pendapatannya dapat diharapkan sesuai
dengan kajian kelayakan ekonomi artinya apa jika
pengelolaan wakaf produktif tidak disertai dengan model
atau sistem pengelolaan yang baik sesuai dengan
perkembangan zaman maka untuk tercapainya kelayakan
ekonomi sesuai yang diharapkan dengan adanya wakaf
produktif maka tentu tidak akan pernah berhasil sehingga
dibutuhkan model pembiayaan atau pengelolaan transaksi
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wakaf produktif yang sesuai dengan tuntunan Islam dengan

model terbaru secara institusional. Karenanya perlu

dilakukan trobosan terkait dengan model pembiayaan dalam
pengelolaan yang bersifat tradisional sesuai dengan kajian
fiqih temporer.

Dalam kajian figih tradisional dikenal dengan lima model
pembiayaan harta wakaf yaitu pinjaman, kontrak sewa jangka
panjang dengan pembiayaan lum lump sum yang cukup
besar di muka (hurk), Al ijaratain (sewa dengan dua
pembayaran) menambah harta wakaf baru dan penukaran
pengganti (substitusi) harta wakaf, dari 5 model ini hanya
pada model baru yang menciptakan penambahan pada
model wakaf dan meningkatkan kepastian produksi
sedangkan keempat model tersebut lebih kepada pembiayaan
operasional dan pengembalian produktivitas semua harta
wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006).

Perubahan dan rerkonstruksi pada model pembiayaan
yang terbaru dilakukan sebagai bentuk wusaha dan
pengembangan dalam menciptakan penambahan dan
peningkatan kepastian produksi pada harta wakaf. Adapun
model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara
institusional yang dapat dipakai di era sekarang ini adalah:

1. Model pembiayaan murabahah, pada pembiayaan
murabahah  ini  penerapannya  ialah  dengan
mengharuskan pengelola harta wakaf Nazir mengambil
fungsi sebagai pengusaha dengan mengandalkan proses
investasi membeli peralatan dan material yang
diperlukan melalui surat kontrak murabahah sedangkan
pembiayaannya ditanggung oleh salah satu bank islami.

2. Model istisnaa, pengelola harta wakaf atau lembaga
memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan
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kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak
istishna cuma Dian lembaga pembiayaan atau bank
membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi
pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembayaran
itu.

Model ijarah, model pembiayaan ini pengelola harta
wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen
proyek di mana pelaksanaannya pengelola harta wakaf
memberikan izin selama beberapa tahun pada penyedia
dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah
wakaf kemudian pengelola harta wakaf menyewakan
gedung tersebut untuk jangka waktu yang telah
disepakati di mana pada periode tersebut dimiliki oleh
penyedia dana dan digunakan untuk tujuan wakaf. Posisi
pengelola harta wakaf tetap menjalankan manajemen
dan membayar sewa kepada pemnyedia dana secara
periodik.

Model Mudharabah, model ini dapat digunakan oleh
pengelola harta dengan peranannya sebagai pengusaha
Dan menerima dana liquid dari lembaga pembiayaan
untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk
membuat sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu
menghasilkan minyak sedangkan manajemen akan tetap
berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif
dan tingkat bagi hasil ditetapkan sebagaimana yang telah
disepakati sehingga menutup biaya usaha wuntuk
manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.
Model pembiayaan berbagi kepemilikan, pada model ini
dapat digunakan jika kedua belah pihak secara individual
dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama
lain seperti masing-masing memiliki separuh dari
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sebidang tanah pertanian tanpa mempunyai perjanjian
kemitraan secara formal.

6. Model bagi hasil (output). Model ini merupakan sebuah
kontra di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia
harta tetap seperti tanah yang lain dan berbagi hasil atau
(output) kotor di antara keduanya atas dasar rasio yang
disepakati. Model pembiayaan ini berdasarkan atas
muzara'ah di mana pemilik tanah menyediakan tanah
kepada petani. Dalam model pembiayaan bagi hasil ini
pengelola wakaf menyediakan tanah sedangkan lembaga
pembiayaan menyediakan biaya operasional dan
manajemen atau menyediakan sebagian atau seluruh
mesin sepanjang tanah di sediakan oleh pihak sediakan
oleh pihak non manajemen sesuai dengan persyaratan
muzara'ah.

7. Model sewa berjangka panjang dan hukr. Model ini
merupakan salah satu manajemen yang berada di tangan
lembaga pembiayaan dengan menyewa harta wakaf
untuk periode jangka waktu panjang di mana penyedia
dana mengambil tanggung jawab konstruksi dan
manajemen serta membayar sewa secara periodik
kepada pengelola harta wakaf (Ros Malasari: 2021, 638-
639).

Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen merupakan proses perencanaan, peng-
organisasian pengarahan dan pengawasan usaha para
anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang
ada agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang telah
ditetapkan. Posisi manajemen dalam pengelolaan harta
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wakaf itu sangat penting dan menempati posisi teratas karena
dengan manajemen dapat mengatur segala sesuatu agar
dilakukan dengan baik tepat dan tuntas sebagaimana
dijelaskan dalam firman Allah SWT.

Artinya: sesungguhnya Allah menyukai orang yang
berperang di di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-
akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
(QS. As-Shaf: 4)

Ayat diatas sangat menjunjung keteraturan dalam islam
khussunya manajemen dalam setiap hal yang baik, Dengan
begitu manajemen sangat dibutuhkan dalam pengelolaan
harta wakaf karena akan mengantarkan para Nazir dalam
mencapai tujuan daripada wakaf itu sendiri. Semakin baik
manajemen yang dilakukan akan semakin sistematis
manajemennya semakin baik sistem manajemen tersebut
akan mendorong benda kegunaan sumber daya secara
maksimal, sama halnya dengan manajemen pengelolaan
wakaf jika sudah baik pasti akan menentukan keberhasilan
dari pengelola harta wakaf tersebut.

Ada beberapa fungsi manajemen dalam pengelolaan
wakaf (Ros Malasari: 2021, 640-641), yaitu:

1. Perencanaan (planning).

Perencanaan merupakan sebuah proses dalam
penentuan sasaran yang ingin dicapai tindakan yang
seharusnya dilakukan dan bentuk organisasi yang tepat
untuk mencapai tujuan tersebut serta sumber daya
manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan itulah yang dibahas dalam
perencanaan itu jika perencanaan pada pengelolaan
harta wakaf optimal maka akan mendapatkan hasil yang
optimal juga.
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2.

Pengorganisasian (organizing).

Pada pengorganisasian ini dalam pengelolaan wakaf

tentu memperhatikan 3 hal yaitu:

a.

Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja

nadzir sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh

satu orang melainkan terikat pada prosedur dan
aturan.

Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf

meliputi :

1) mengembangkan fungsi dan peran lembaga
keagamaan di bidang perwakafan guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial,

2) menumbuhkan peran wakaf yang mengandung
banyak dimensi baik dimensi ibadah,
peningkatan  pendidikan = dan  dakwah,
peningkatan ekonomi kaum du'afa dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat,

3) membuat pilot projek (percontohan) dalam
memberdayakan tanah wakaf secara produktif,

4) mengoptimalisasi pelaksanaan wakaf tunai
dengan pengelolaan yang profesional dan
transparan.

Melakukan sistem manajemen yang terbuka, yaitu
dengan memposisikan nadzir sebagai lembaga
publik, perlu melakukan hubungan timbal balik
dengan masyarakat dan mempublikasi tranparansi
yang diperlukan dan melakukan kerjasama dengan
investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga
keagamaan guna mengembangkan fungsi dan tujuan
wakaf.
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Pelaksanaan (actuating)

Pada pelaksanaan ini fungsi perencanaan dan
pengorganisasian menjadi tolak ukur dari yang abstrak
menjadi nyata dan langsung di lapangan. Cara terefektif
dan efisien yang dapat mensukseskan segala rencana
yang telah dirancang yaitu dengan keteladanan
pemimpin, tidak banyak menguras energi dan kata-kata
yaitu dengan kerja nyata sebagaimana kata pepatah arab
" lisanul hal afsohu min lisanul maqal" yang artinya
bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-
kata(Djalaludin:2007).

Pengawas (controlling).

Pengawasan pada pengelolaan wakaf ini dibagi
menjadi 2 kategori yaitu:

a. kontrol diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan
keimanan, yakin bahwa Allah mengawasi gerak
gerik manusia sehingga dapat bertindak hati-hati.

b. Control dari badan pengawas yang telah ditentukan.

D. Pola Pengelolaan Wakaf dan Pola Koordinasi

Pola pengelolaan wakaf juga harus diperbaiki yaitu ada

dua pola yang bisa digunakan dalam pengelolaan wakaf
produktif, antara lain:

1.

Nazir perorangan merupakan kelompok kerja yang
terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yaitu sebagai
ketua, sekretaris dan bendahara. Adapun mekanisme
kerja Nazir itu sangat penting dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yang
telah ditentukan di mana mekanisme kerja Nazir
perorangan secara intern merupakan hubungan kerja
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antar pengurus dan secara ekstern merupakan hubungan
kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

Adapun pola koordinasi pada Nazir perorangan
mengingat Natsir perorangan diangkat oleh KUA atau
saran majelis ulama maka antara nabi dengan kepala
KUA serta majelis ulama memiliki hubungan yang jelas
Hal ini penting digunakan untuk memelihara
mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan
berbagai persoalan jika suatu saat terdapat persoalan
Nazir berbadan hukum. Mekanisme kerja pada Nazir
berbadan hukum mempunyai bentuk-bentuk yang sama
dengan natur perorangan seperti dalam pembagian
jabatan dan tugas masing-masing pengurus hanya
memiliki perbedaan di mana Nazir berbadan hukum
perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari
organisasi induknya begitu pula dalam menjalankan
hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak
pemerintah melainkan perlu adanya hubungan dengan
organisasi yang ada di atasnya.

Terkait dengan pola koordinasi pada nadzir berbadan

hukum bentuk koordinasi nya ditambah dengan organisasi

induk yang membinanya akan tetapi juga harus tetap
melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah (Ros
Malasari: 2021, 642).
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MANAJEMEN EKONOMI

ZJSWAF

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan hal
penting yang perlu dipahami oleh para lembaga ZISWAF untuk optimalisasi
keberhasilan manajemen dana filantropi tersebut. Oleh karena itu, buku
yang secara komprehensif membahas dari konsep, teori, hingga aplikasi
manajemen ekonomi ZISWAF dengan baik dan sistematis diperlukan untuk
implementasi pengelolaan ZISWAF yang lebih baik. Buku Manajemen
Ekonomi ZISWAF hadir dalam rangka memberikan pemahaman dan
panduan bagi para pembaca dari pemahaman dasar ZISWAF,
keterkaitannya dengan ekonomi dan kesejahteraan mustahik, dinamika

permasalahan kontemporer yang terjadi hingga bagaimana peran
digitalisasi untuk optimalisasi ZISWAF tersebut.

Kehadiran buku Manajemen Ekonomi ZISWAF diharapkan dapat
memberikan literasi ZISWAF secara lebih komprehensif dan pemahaman
yang utuh terkait pengelolaan ekonomi ZISWAF baik bagi para akademisi,

praktisi, maupun pembaca secara umum yang memiliki ketertarikan dan
fokus pada pengelolaan ZISWAF tersebut. Buku ini memberikan
pemahaman dasar terkait aspek ekonomi zakat, zakat dan pengentasan
kemiskinan, konsep dasar ZISWAF, serta zakat dalam tinjauan ekonomi
mikro. Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman mendalam terkait
konsep dasar wakaf dan bagaimana mekanisme wakaf di Indonesia serta
permasalahannya.

Buku ini juga dilengkapi dengan pemahaman terkait peran digitalisasi dan
inovasi wakaf, serta wakaf kontemporer yang saat ini terus berkembang.
Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi para pengelola wakaf untuk
meningkatkan inovasi dalam pengembangan aset wakaf. Selain itu, buku ini
juga sesuai bagi para pemula untuk memahami konsep zakat dan wakaf
secara lebih komprehensif dan aplikatif.

Buku ini sangat sesuai bagi para akademisi baik dosen maupun
mahasiswa, praktisi zakat dan wakafs, ataupun masyarakat secara umum

yang ingin mempelajari manajemen ekonomi ZISWAF.
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